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MOTTO

Pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan secara manusiawi akan
membuahkan kesadaran yang hakiki, sebaliknya tekanan dan
kekerasan hanya akan membuahkan pemberontakan. * )

" Sahardjo.1963. Pohon Beringin Pengayoman. Jakarta: Bina Cipta
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RINGKASAN

Kajian Normatif Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan,
Mohammad Simbang Syafaruddin, 010710101004, 2006, 32 him.

Pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan dalam Negara Indonesia
yang berdasarkan Pancasila, sejak tahun 1964 sudah tidak lagi sekedar untuk
memberikan suatu efek penjeraan, tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan
reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan,
Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Didasarkan pada uraian tersebut, saya membahas 2 (dua) permasalahan
yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, diantaranya : relevansi asas-asas
sistem pembinaan pemasyarakatan dengan Pancasila dan relevansi pola
pembinaan narapidana dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Saya menggunakan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah dalam
menjawab kedua permasalahan dalam skripsi ini yaitu dengan mengumpulkan dan
mempelajari bahan hukum. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam
skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis
peraturan perundang-undangan, teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang
berhubungan dengan sistem pemasyarakatan, sehingga tujuan yang ingin dicapai
dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan baik dan bermanfaat bagi orang
lain yang membacanya.

Didasarkan pada hasil pembahasan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan
bahwa : asas-asas sistem pembinaan pemasyarakatan relevan dengan Pancasila

karena secara substansial asas-asas tersebut merupakan implementasi dari jiwa
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bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila dan pola pembinaan kepada
para narapidana yang dilaksanakan secara konsisten dan terencana relevan dengan
tujuan sistem pemasyarakatan. Relevansi tersebut dapat dibuktikan melalui
beberapa fakia yang termyata sangat mendukung keberhasilan sistem
pemasyarakatan di Indonesia.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Fungsi pemidanaan menurut pemikiran lama lebih ditekankan pada fungsi
pembalasan dan penjeraan. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menentukan bahwa pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok,

1. pidana mati.

2. pidana penjara.

3, Kirungen ml.t 1 +Ffr""amum
4. denda. UNIVERSITAS JEMBER

b. Pidana Tambahan,
1. pencabutan hak-hak tertentu.
2. perampasan barang-barang tertentu.
3. pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana tersebut diberikan kepada seorang narapidana sebagai
suatu bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan dan tindak
kejahatan yang telah dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Hal ini
menjadi wajar karena kerugian vang diderita oleh korban langsung dan
masyarakat sebagai korban tidak langsung, baik yang berupa kerugian maternl
maupun kerugiaan immateriil sangatlah besar.

Tindak pembalasan dan penjeraan tersebut dilaksanakan oleh petugas
penjara di dalam penjara menurut sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan
merupakan warisan bangsa kolonial Belanda yang memperlakukan secorang
narapidana hanya scbapgai objek untuk melakukan balas dendam atas tindak
kejahatan vang telah dilakukan, sehingga seorang narapidana di dalam penjara
cenderung diperlakukan dengan sewenang-wenang yang disertai tindak kekerasan
yang dilakukan oleh petugas penjara kepada narapidana. Perlakuan tersebut
bertujuan agar para narapidana ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi
kejahatan lagi, namun pada kenyataannya banyak mantan narapidana yang telah
bebas tersebut menjadi semakin pintar dan kejam dalam setiap mengulang
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kejahatan, Sistem kepenjaraan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai
kemanusiaan tersebut, bahkan dianggap kurang efektif untuk mengurangi tindak
kejahatan dengan menyadarkan narapidana agar tidak mengulangi kejahatan
setelah bebas nanti.

Sistem kepenjaraan yang sangat menckankan pada unsur balas dendam
dan penjeraan yang disertai dengan lembaga * rumah penjara * tersebut secara
berangsur-angsur dianggap sebagai suatu sistem yang tidak sejalan dengan konsep
rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta sangat bertentangan dengan milar-mlai
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena 1tu, lahirlah pemikiran
baru tentang sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan sistem
pemasyarakatan.

Pemikiran ini juga didasarkan pada hasil-hasil dan Kongres PBB Tahun
1955 di Jenewa yang menghasilkan peraturan-peraturan standar minimum bagi
perlakuan terhadap narapidana yang termuat dalam resolusi 663 C (XXIV ) tahun
1957 dan resolusi 2076 tahun 1977. Peraturan-peraturan standar minimum
tersebut mengandung prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana berdasarkan
nilai-nilai kemanusigan vang secara leknis merupakan dasar pembaharuan
pelaksanaan pidana penjara serta perubahan tentang perlakuan terhadap
narapidana, dan secara  substansial peraturan standar mimmum tersebut
menentukan bahwa :

a. Tidak boleh ada suatu tindak pembalasan atau pelanggaran terhadap hak-
hak asasi orang vang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan;

b. Penangkapan, penahanan, ataupun pemenjaraan terhadap seseorang harus
dilakukan dengan cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat
pribadi seorang manusia;

¢. Narapidana tidak boleh dijadikan sebagai sasaran penganiayaan ataupun
diperlakukan dengan kejam secara tidak manusiawi dan menghinakannya.

Ide sistem pemasyarakatan di Indonesia dikemukakan oleh Sahardjo,
bertepatan dengan upacara penganugerahan gelar Doktor Honornis Causa dalam
bidang hukum kepada beliau, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 di Istana Negara.
Narapidana menurut beliau bukanlah orang yang sakit jasmaninya, tetapi dapat
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dikatakan sebagar orang yang sakit jiwanya. Narapidana sebagai orang yang sakit
narapidana harus diobati, dirawat dibina dan dibimbing agar dapat kembali
menjadi manusia yang baik dan berguna bagi lingkungan masyarakat. Proses
pengobatan, perawatan, pembinaan dan pembimbingan tersebut, narapidana harus
tetap dianggap sebagal manusia biasa mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai
harkat dan martabat yang harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan
falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ide sistem pemasyarakatan ini
juga selaras dengan rasa pelibalan hukum dengan konsepsi tentang Hukum
Nasional yang digambarkan dengan gambar sebuah pohon beringin vang
melambangkan * pengayoman “. Gambar pohon beringin ini mengandung makna
bahwa sistem pemasyarakatan bersifat lebih mengayomi orang-orang vang salah
dengan mendidik dan membina mereka, serta menunjukkan kepada mereka jalan
yang benar agar kelak mereka dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan
baik dan menyadan semua kesalahan yang telah mereka lakukan.

Ide beliau mendapat tanggapan baik oleh Pemerintah yang pada akhimya
untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka pada tanggal 27 April 1964 didalam
Konferensi Kerja Inspektur dan Direktur Kepenjaraan di Lembang Bandung olch
Presiden Soekamo ditetapkan istilah * Sistem Pemasyarakatan *“ sebagai
pengganti dari  ** Sistem Kepenjaraan “ dan istilah “ Lembaga Pemasyarakatan
sebagai pengganti dari nama * Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara®™.
Penetapan tersebut kemudian dituangkan kedalam surat Instruksi kepada
Direktorat Pemasyarakatan Nomor JH.G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964
Penggantian ini bukanlah sekedar menukar atau perubahan istilah atau nama saja,
melainkan juga cara perlakuan terhadap para narapidana.

" Didasari ide tersebut, beliau mengemukakan 10  sepuluh ) prinsip pokok
pemasyarakatan ( G. Suyanto,1981:5 ).
1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya dapat menjalankan
peranan dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan sebagai upaya balas dendam oleh Negara.
3. Narmapidana supaya bertobat harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.

i
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4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat danpada
sebelum dijatuln pidana.

5. Narapidana tidak boleh diasingkan dan masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar mengisi waktu,
tetapi harus suatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.

7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana harus berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia yang tetap harus
diperlakukan sebagai manusia

9. Pidana vyang dimlai sebagai derita satu-satunya, hanyalah hilangnya
kemerdekaan yang bersangkutan.

10. Sarana vang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi disediakan
serta dipupuk bagi para narapidana.

Sistem pemasyarakatan menurut pemikiran baru tersebut merupakan satu
kesatuan rangkaian penegakan hukum pidana. Pelaksanaannya tidak dapat
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan yang
menentukan bahwa narapidana bukan saja sebagai objek pemidanaan, melainkan
suatu subjek yang tidak berbeda dengan menusia lain yang sewaktu-waktu dapat
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Narapidana
tidak harus diberantas tapi lebih diutamakan pada upaya-upaya penyadaran yang
lebih efektif dan lebih manusiawi melalui program pembinaan, pendidikan dan
bimbingan agar para narapidana tersebut dapat kembali menjadi warga
masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, yang.dilaksanakan berdasarkan
falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Didasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk membahas
permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ KAJIAN NORMATIF
PEMBINAAN NARAPIDANA MENURUT SISTEM
PEMASYARAKATAN “,

1.2 Rumusan Masalah
Didasarkan uraian latar belakang tersebut, saya akan membahas 2 (dua)
permasalahan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini, diantaranya :
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1. Apakah asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan menurut Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 sesuai dengan Pancasila ?

2. Apakah pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana sudah sesuai
dengan tujuan sistem pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan sknipsi ini, adalah :
I. Untuk mengetahmi relevansi asas-asas dalam sistem  pembinaan
pemasyarakatan dengan Pancasila.
2. Untuk mengetahui relevansi pola pembinaan yang diberikan kepada

narapidana dengan tujuan sistem pemasyarakatan

1.4 Metodologi Penulisan

Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan suatu metode penulisan
yang bersifat ilmiah. Metode penulisan merupakan unsur utama untuk
menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar
serta dapat dipertanggungjawabkan sccara ilmiah, sehingga akan menghasilkan
suatu penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Penggunaan metode
penulisan ilmiah dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan agar tujuan yang ingin
dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat
memberikan manfaat bagi orang lain yang membacanya ( Soerjono Soekanto,
1984:12 ),

Metode penulisan yang dipakai dalam penulisan skripsi imi adalah dengan
cara mempelajari dan menganahsis beberapa peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berhubungan dengan substansi bahasan dalam skripsi ini, serta
dengan mempelajan beberapa litaratur yang tetap berhubungan dengan skripsi ini.
Metode penulisan yang dimaksud adalah dengan mempelajari bahan hukum dan
metode pengumpulan bahan hukum.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dj'gunakan sebagai dasar dalam

melakukan pembahasan sekalipus pemecahan terhadap permasalahan dalam
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penulisan skripsi im adalah yvunidis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah
dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan,
pendapat sarjana, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan
yvang ada ( Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:70 ). Pendekatan masalah yang
dipakai dalam penulisan sknpsi i adalah dengan mempelajan dan menganalisis
peraturan perundang-undangan , teon hukum serta pendapat para ahli hukum yang
berhubungan dengan Sistem Pemasyarakatan.

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengkaji masalah
yang ada dalam penulisan karya ilmiah dibidang hukum. Bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Indonesia merupakan negara penganut civil law system, maka bahan
hukum primer yang terutama adalah perundang-undangan bukan putusan
peradilan atau yunsprudensi. Namun, yurisprudensi yang mempunyai kekuatan
hukum tetap layak dijadikan bahan hukum karena merupakan konkntisasi dar
perundang-undangan ( Peter Mahmud Marzuki, 2003:7 ).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdini
dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan
Pemenntah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan, dan beberapa Peraturan Standar Minimum PBB bagi

Perlakuan Terhadap Narapidana ( resolusi 663 C (XXIV/1957) dan resolusi
2076/1977).
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jumal hukum, dan pandangan-
pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Tulisan-tulisan
hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai
hukum bidang tertentu. Peneliti hendaknya merujuk pada bahan hukum sekunder
berupa tulisan-tulisan hukum agar dapat mengetahui perkembangan terbaru dan
sasaran yang diteliti ( Peter Mahmud Marzuka, 2003:7 ).

Peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum sebaga
pelengkap apabila diperlukan untuk memperkaya dan memperiuas wawasan,
tetapi harus relevan dengan sasaran peneliti. Bahan-bahan non-hukum ini dapat
berupa buku-buku mengenai Iimu Polittk, FEkonomi, Sosiologi, Filsafat,
kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum,dan jumal-jurnal non-
hukum ( Peter Mahmud Marzuki, 20039 ).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum vyang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan bahan hukum
yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka
seperti buku-buku, Iiteratur-literatur, kumpulan bahan kuliah, peraturan
perundang-undangan, dan beberapa bahan lain yang berkaitan dengan maten
permasalahan yang akan dikaji ( Ronny Hanitijo Soemtro, 1990:98 ).

14.4 Analisis Bahan Hukum .

Kajian dan analisis permasalahan dalam skripsi ini dilakukan dengan
rr.lﬂngglmakan metode yuridis normatif. Metode yuridis ann:lat'if yaitu suatu
metode dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan sistem pembinaan narapidana. Setelah menganalisis bahan hukum maka
ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara
pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi
kesimpulan yang bersifat khusus.
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN

2.1 Fakta

Sistem pemasyarakatan secara substansial bertujuan untuk mengembalikan
narapidana sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana. Tujuan tersebut tidak
akan tercapai jika dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal dan
masih terjadi suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan. Fakta-
fakta yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini baik yang sifatnya konsisten
dengan sistem pemasyarakatan ataupun yang merupakan suatu bentuk
penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan, terdiri dari :

e Lembaga Pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Struktur bangunannya
terbuat dari kayu, sehingga kurang memenuhi persyaratan sebagai suatu
bangunan lembaga pemasyarakatan yang mengutamakan segi keamanan,
Kondisi tersebut tidak menghambat sistem pemasyarakatan bagi para
narapidana dengan adanya kemungkinan terjadi pelarian oleh para
narapidana. Sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan ternyata berjalan
efektif, bahkan pola kehidupan antara narapidana dengan petugas
pemasyarakatan berjalan seperti satu keluarga yang harmonis. Pola
pembinaan yang mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan inilah yang
menjadi faktor utama keberhasilan sistem pemasyarakatan di lembaga
pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. ( www.redaksi(@pelita.or.id )

e [embaga Pemasyarakatan Palangka Raya, sistem pembinaan
narapidananya dilaksanakan dengan mengimplementasikan nilai-nilai
budaya dayak, seperti halnya tradisi rumah betang yaitu rumah besar dan
panjang yang berisi beberapa keluarga yang bersatu dan rukun, tradisi
harubuh yaitu suatu tradisi kerja bakti bersama atau gotong royong yang
diberikan kepada para narapidana dalam bentuk ketrampilan kerja
kelompok vang mudah dipelajari, dipahami, dan mudah
dilaksanakan. Penerapan budaya dayak dalam sistem pemasyarakatan
di lembaga pemasyarakatan Palangka Raya tersebut sangatlah
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efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
( www hompas co.id, semin 12 Juli 2004 )

lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta. Anton Medan sclaku
mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, mengemukakan
adanya beberapa hal yang sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan,
seperti masih adanya tindak kekerasan batk yang dilakukan oleh petugas
pemasyarakatan kepada narapidana ataupun yang dilakukan antar sesama
narapidana dan masih adanya unsur-unsur  diskriminatif dalam
memperlakukan narapidana, bagi narapidana yang bisa menyuap petugas
lembaga pemasyarakatan akan dibenikan fasilitas yang lebih baik
dibandingkan dengan para narapidana yang tidak mampu menyuap petugas
lembaga pemasyarakatan. Kondisi inilah yang dapat menghambat sistem
pemasyarakatan untuk dapat bekerja secara maksimal.( www.kompas.co.1d,
senin, 1 7 September 2001 )

Lembaga Pemasvarakatan Sidoarjo, lembaga pemasyarakatan bukan hanya
sebagai tempat yang cukup mengerikan para narapidana yang menjalani
hukuman disana. Pengunjungpun dibuat tercengang, ketakutan dan tidak bisa
mengelak atas suatu aktifitas yang menyimpang dari sistem pemasyarakatan
vaitu adanya suatu pungutan wajib yang sangat tidak wajar dan terkesan
memaksa, diantaranya: bagi para pengunjung biasanya dikenai biaya
administrasi berkunjung sebesar Rp. 5.000,- ditambah biaya kebersihan di
ruang tunggu sebesar Rp. 3.000.- sedangkan bagi para narapidana yang
dikunjungi dikenai biaya Rp. 3. 000,- dan setiap minggunya mereka harus
membayar Rp. 10.000.- sampai Rp. 20.000,- untuk biaya keamanan dan
kebersihan, dan yang lebih parah dalam [embagas Pemasyarakatan tersebut
juga dikenal istilah tempat kost yang harga sewanya mulai dari Rp.100.000.-
sampai jutaan rupiah tergantung kondisi sel. ( Surya, Rabu 15 Maret 2006 )
Kondisi gedung sebagai sarana fisik yang ada di beberapa Lembaga
Pemasyarakatan di Indonesia saat ini kondisinya sudah sangat tidak
memungkinkan lagi untuk memaksimalkan fungsi pemasyarakatan. Bahkan di
beberapa Lembaga Pemasyarakatan, jumlah narapidana yang menghuni sudah
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melebihi kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Seperti halnya di
Lapas Kota Bengkulu, misalnya dari kapasitas 150 orang kimi harus
menampung 248 narapidana dan tahanan, sehingga pada satu kamar harus
diisi hingga 20 narapidana, akibatnya terpaksa harus dibuatkan tempat tidur
bertingkat. Padahal, ketentuannya tiap ruang sel ukuran 5 x 4 meter 1dealnya
hanya dihuni satu orang narapidana atau tahanan saja. Jadi, tidak seimbangnya
tingkat hunian kamar penjara itu sangat berpotensi terjadinya pemberontakan
pada penghuni dan program apapun yang dijalankan untuk membina para
narapidana tidak dapat berjalan secara maksimal. ( www kompas.co.id,
minggu, 12 Desember 2004, 22:10 WIB )

2.2 Dasar Hukum
Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandasi oleh

beberapa peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai dasar hukum dan
dasar pemikiran sistem pemasyarakatan tersebut, diantaranya adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945,

Pasal 29:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Pasal 10, meneniukan bahwa pidana terdini atas -

a. Pidana Pokok:
1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. kurungan; dan
4. denda.
b. Pidana Tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu; dan
3. pengumuman putusan hakim.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan;
a, Pasal 1:

1. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan
kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir
dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2 Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah
dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
pembina, yang dibima, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadan kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan
bimbingan klien pemasyarakatan.

7. Narapidana adalah fterpidana yang menjalami pidana hilang
kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

b. Pasal 3 :

“ Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggofa
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab *

¢. Pasal 5:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :
Pengayoman;

Persamaan perlakuan dan pelayanan,

Pendudikan;

Pembimbingan;

Penghormatan harkat dan martabat manusia,

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan
orang-orang tertentu.

d. Pasal 6 :

e pO R

1=

(1) Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh
Bapas.

(2) Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III
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{(3) Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap :
a. Terpidana bersyarat;
b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
e. Pasal 7

(1) Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas
pemasyarakatan.

f Pasal 8.

(1) Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang
melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan

pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
g Pasal 14 :

(1) Narapidana berhak :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,

¢. Mendapat pendidikan dan pengajaran;

d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e, Menyampaikan keluhan;

f Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang

tertentu lainnya; :

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk  cuti
mengunjungi keluarga;

k. Mendapat pembebasan bersyarat;

Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

—

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasvarakatan;
a Pasal |:

|. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Fsa, intelektual, sikap dan
perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan
anak didik pemasyarakatan.
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2. Pembimbingan adalah pembenan tnfunan untuk kualias
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan
perilaku, profesional, kesehatan jasmanmi dan roham klien
pemasyarakatan.

b. Pasal 4

(1)Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan
pemasyarakatan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, yang
terdini atas :

a. Pembina pemasyarakatan;
b. Pengaman pemasyarakatan; dan
¢. Pembimbing pemasyarakatan.

c. Pasal 7

(1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap
pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdin
atas 3 (tiga) tahap, vaitu:

a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan; dan
¢. Tahap akhir,

(3) Pengalihan pembinaan dan satu tahap ke tahap lain ditetapkan
melalui sidang tim pengamat pemasvarakatan berdasarkan data
dari pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan,
pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana.

d Pasal 9 :

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(2) huruf a, bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan
berstatus sebapai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari
masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Tahap lajutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap
awal sampai dengan ¥ (satu per dua) dari masa pidana; dan

b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhimya pembinaan tahap
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(2) huruf c, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai
dengan berakhirnya masa pidana dari  narapidana yang
bersangkutan.

e. Pasal 10 :

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(1), meliputi :
a Masa pengamatan, pengenalandan penelitian lingkungan
paling lama 1 (satu) bulan;
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
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¢. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandinan;
dan

d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

{2) Pembinaan tahap lanjulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (2), meliputi :
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan:
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
¢. Pemlaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat
(3), meliputi :
4. perencanaan program integrasi:
b. pelaksanaan program integrasi; dan
c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

f. Pasal 11

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas.
(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.
5. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan:
a. Pasal 2 :
(1) Setiap narapidana dan amak didik pemasyarakatan berhak untuk
melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
b. Pasal 5 :
* Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat
perawatan roham dan jasmani .
c. Pasal 30 :
(1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan behak menenma
kunjungan dari keluarga, penaschat hukum atau orang tertentu
lainnya.

d. Pasal 36 :

e

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak
mendapatkan asimilasi *
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang
Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan;
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Pasal 1 :

|. Kerja sama adalah kegiatan yang disclenggarakan oleh Menten
dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarakatan atau
perorangan dalam rangka pembifaan dan atau pembimbingan
terhadap warga binaan pemasyarakatan yang kegiatannya seiring
dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
7. Beberapa Peraturan Standar Minimum PBB bagi Perlakuan Terhadap

Narapidana ( resolusi 663 C (XXIV)/1957 dan resolus1 2076/1977 )

2.3 Kerangka Teoritik
2.2.1 Pengertian Tentang Narapidana

Pasal | angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan, menentukan bahwa narapidana adalah terpidana
yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan
Narapidana menurut kamus hukum adalah orang hukuman atau orang yang
dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi hukuman
oleh pengadilan (Hamzah, 1986:20). Narapidana menurut Poernomo adalah
seoTang manusia anggota masyarakat vang dipisahkan dari induknya dan selama
waktu tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan (Poermomo,
1986:180). Narapidana menurut Suyanto adalah anak atau omang yang telah
dinyatakan bersalah dengan keputusan ( vonis ) hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti ( G. Suyanto, 1981:64 ).

Seorang narapidana sesuai dengan statusnya dihukum dan ditempatkan
dalam lembaga pemasyarakatan selalu diawasi dan dibatasi kebebasannya.
Masyarakat narapidana sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan
suatu masyarakat yang tertutup. Tertutup dalam arti terbatas dalam hal tempat,
waktu, dan pergaulannya, terutama dengan masyarakat umum atau orang luar.
Semua tindakan dan kegiatannya harus menurut peraturan-peraturan yang berlaku
khusus dan hal itu adalah sebagai akibat dari * sistem pidana hilang
kemerdekaan “. Narapidana sesuai dengan kodratnya adalah manusia biasa yang
tidak berbeda dengan manusia lainnya. Narapidana sebagai manusia yang
memiliki kekurangan, keterbatasan atau tersesat dalam menghadapi masalah
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hidup dan kehidupan baik sccara sengaja maupun tidak sengaja, schingga akibat
dari kekurangan dan keterbatasan tersebut menyebabkan ia terdorong melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Ibaratnya narapidana itu sebagai
orang vang “ sakit “ dan sebagai orang yang “ sakit * perlu diobati dan dirawat
sccara manusiawl, sehingga nantinya dapat kembali lagi kemasyarakat sebaga
anggota masyarakat yang berguna dan dapat mencari nafkah yang halal dengan
bekal yang diperoleh selama didalam lembaga pemasyarakatan.
2.2.2 Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, menentukan bahwa pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk
melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem,
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa
sistem pemasyakatan ini merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta
cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadan kesalahan,
i’namperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana schingga dapat diteima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Sistem pemasyarakatan menurut Sahardjo merupakan sistem perlakuan terhadap
narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berorientasi pada pengayoman
dan pembinaan berdasarkan Pancasila. Sistem pemasyarakatan im berfungsi
untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat benntegrasi secara
schat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 3
undang-undang ini.
2.2.3 Pengertian Tentang Proses Pemasyarakatan

Proses pemasyarakatan merupakan suatu proses sejak seﬁrang narapidana
atau anak didik pemasyarakatan masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas
'_;.'ang sesungguhnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Selama berada
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didalam lembaga pemasyarakatan, bagaimana fingkah lakunya . kegmatan-
kegiatan apa yang dilakukannya, serta siapa-siapa yang memegang peranan
dalam proses pemasyarakatan ini. Kaitannya dengan proses pemasyarakatan ini
akan dibahas secara terperinci dalam bab pembahasan.

2.2.4 Pengertian Tentang Pembinaan

Sistem pembinaan terhadap narapidana mengandung suatu arti atau pola
bagaimana yang harus diterapkan didalam membina para narapidana. Pembinaan
merupakan caca memperlakukan seseomng vang berstatus narapdana untuk
dibangun agar bangkit menjadi seseorang vang baik ( Romli Atmasasmita,
1975:33 ). Pembinaan merupakan suatu usaha dan daya upaya memasyarakatkan
kembal narapidana melalm proses pembinaan yang sesuai dengan 1de
pemasyarakatan ( pendidikan mental dan budi  pekerti, latthan-latthan
keterampilan dan kecakapan ) agar dapat dipakai sebagai bekal hidupnya dimasa
yang akan datang.

Sasaran yang perlu dibina menurut sistem pembinaan adalah pnbadi dan
budi pekerti narapidana vang didorong untuk membangkitkan rasa bangga pada
dirinya sendiri dan pada din orang lain, serta mr:ngcmhangkﬁn rasa tanggung
jawab untuk menyesuaikan din dengan kehidupan vang tentram dan sejahtera
ﬂalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang
berpribadi luhur dan bermoral tingg.

Pasal 1 angka | Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pcmbinaan. merupakan suatu kegiatan untuk
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,
sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan
anak didik pemasyarakatan.

; Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,
menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan

545 -

a pengayoman;
b, persamaan perlakuan dan pelayanan;
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pendidikan;

pembimbingan;

penghormatan harkat dan martabat manusia,

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
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terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang

tertentu.
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3.1 Relevansi Asas — Asas Sistem Pemasyarakatan dengan Pancasila
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus selalu dijadikan sebaga
dasar dan pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bemegara Sistem
pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan dan pembimbingan bagi para
narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tentunva juga harus sesuai dan
tidak boleh bertentangan dengan nilai-mlai yang terkandung dalam Pancasila
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut harus tercermin dalam setiap
asas sistem pembinaan pemasyarakatan scbagaimana diatur dalam pasal 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. Pancasila sebagai ideologi negara terdin dan :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Stla pertama ini mengandung makna bahwa ncgara Indonesia menjunjung

tingg milai-nilal Ketuhanan. Ketentuan tersebut juga diatur Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu dalam pasal 29 yvang menentukan bahwa :

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Fsa,

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk benbadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

Nilai-mlai Ketuhanan juga harus diutamakan dalam sistem pemasyarakatan,
Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang  Pemasyarakatan, menentukan bahwa  sistem  pembinaan
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, yang berarti
bahwa pembinaan narapidana harus diarahkan pada pengayoman narapidana
sebaga sesama mahluk ciptaan Tuhan yang sama-sama mempunyai hak dan
kewajiban untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya Ketentuan ini
dipertegas dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, vang menentukan bahwa
narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Hak untuk beribadah ini juga diberikan dalam bentuk
pendidikan keagamaan yang bertujuan agar setiap narapidana akan sadar atas

19
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statusnya sebagai manusia biasa, mahluk ciptaan Tuhan yang harus selalu
menyembah dan berdoa kepada-Nya. Pemahaman milai-milai Ketuhanan yang
diberikan kepada para narapidana dalam bentuk pendidikan dan bimbingan
keagamaan, selain dilakukan oleh petugas pemasyarakatan itu sendiri juga
dapat diberikan oleh para pemuka agama yang diundang atau bekerja sama
dengan Lembaga pemasyarakatan. Kerja sana tersebut bisa dilakukan dalam
bentuk kajian-kajian keagamaan, ceramah-ceramah agama dan lain-lain
sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf ¢ dan b. Pola pembinaan keagamaan
bagi para narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia
menurut Suyanto, biasanya dilakukan melalui program kerja sama antara
lembaga pemasyarakatan dengan Departemen Agama. Kerja sama im secara
teknis merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dan instansi terkait
dalam pola pembinaan narapidana yang diselenggarakan didalam lembaga
pemasyarakatan, sekaligus merupakan suatu usaha untuk memperdalam
pemahaman narapidana atas milai-nilai Ketuhanan. Agama sebagai unsur
mutlak dalam membina narapidana mengandung arti bahwa agama hendaknya
dijadikan dasar dalam setiap tindakan manusia, yang berarti segala tindakan
manusia harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga setiap
manusia akan sadar atas statusnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang
harus selalu menyembah dan berdoa kepada-Nya.( Suyanto, 1981:24 ).

. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila ini mengandung makna bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan
berbangsa dan bernegara di Indonesia harus dilaksanakan secara adil dan
beradab berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal imi berarti negara Indonesia
sebagai negara demokrasi harus meqilmjmg tingggi nilai-nilai keadilan dan
nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hak dan kewajiban warga
negara Indonesia yang bersifat sosialis. Pemahaman sila kemanusiaan yang
adil dan beradab tercermin dalam seluruh asas-asas sistem pembinaan
pemasyarakalan yang menempatkan narapidana sebagai manusia biasa yang
telah melakukan kesalahan dan harus dibina dan dibimbing kembali agar
menjadi orang yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat
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Persamaan perlakuan dan pelayanan dimaksudkan agar dalam membina
narapidana harus dilaksanakan secara adil dan beradab dengan tanpa
membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena pada hakekammya setap
manusia tidak terkecuali narapidana, merupakan warga negara Indonesia vang
mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta memiliki persamaan harkat
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pemikiran tersebut secara konsisten
diterapkan di lembaga pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Pola pembinaan
yang dilakukan adalah dengan cara interaksi secara langsung antara pembina
dengan vang dibina yang bersifat kekeluargaan dengan pendekatan persuasif,
kuratif, edukatif dan komunikatif. Narapidana dianggap sebagai manusia yang
memiliki harga din dan potensi untuk berkembang, serta membki hak dan
kewajiban yang sama dengan manusia lainnya. Pola pembinaan tersebut
berfungsi agar narapidana merasa diperlakukan sebagai angpota keluarga dari
petugas pemasyarakatan. ( www redaksii@pehita orid )

Persatuan Indonesia

Sila ini mengandung makna bahwa negara Indonesia sangal menjunjung tingg
mlai-milar persatuan dan kesatuan, karena dengan persatuan dan kesatuan
inilah bangsa Indonesia bisa merdeka Nilai-nilai persatuan dan kesatuan
dalam sistem pemasyarakatan tercermin dalam setiap kehidupan narapidana
didalam lembaga pemasyarakatan. Pemahaman nilai-nilai persatuan dan
kesatuan dalam proses pembinaan pemasyarakatan dilakukan berdasarkan asas
persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, dan pembimbingan
sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf b, ¢, dan d. Persamaan perlakuan dan
pelayanan kepada para nparapidana dimaksudkan untuk menghindari
kemungkinan adanya rasa iri hati antar sesama narapidana sekaligus untuk
menanamkan rasa kebersamaan yang kuat diantara narapidana. Kenyataan
bahwa dalam lembaga pemasyarakatan masih terdapat perlakuan-perlakuan
yang diskriminatif tersebut merupakan suatu bentuk penyimpangan yang
cukup serius. Hal ftu terjadi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yang
menyewakan sel narapidana dengan harga yang bervanasi tergantung pada
kondisi sel. Hal im jelas merupakan suatu bentuk pembedaan perlakuan dan
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pelayanan yang dapat menguntungkan dan hanva bisa dintkmati oleh
narapidana yang memiliki uang banyak Kondisi tersebut dapat berakibat
munculnya sifat in hatt antar sesama narapidana, yang pada akhimya
berakibat pada tindak kekerasan sesama narapidana.( Surya, Rabu 5 maret
2006 ). Pendidikan dan pembimbingan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini
dimaksudkan agar para narapidana memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang
kuat yang tercermin dalam kehidupan sehan-han mereka. D1 lembaga
pemasyarakatan Palangka Raya, budaya dayak menjadi salah satu sumber pola
pembinaan narapidana. Budaya dayak yang sangat lekat dan mewarna
kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah diterapkan dalam pola pembinaan
dan pembimbingan kepada narapidana. Tradisi kebudayaan rumah Betang
yaitu rumah besar dan panjang yang bensi beberapa keluarga yang bersatu dan
rukun. Kebiasaan seperti itu diterapkan sebagai dasar untuk menyatukan
seluru narapidana agar rukun, bersatu, saling mengert, dan saling membantu
pada kegiatan-kegiatan positif. Tradisi lain dan budaya dayak yang disebut
Harubuh yaitu suatu tradisi kerja bakti bersama atau golong royong yang
diterapkan dalam pola pembinaan narapidana dalam bentuk ketrampilan kena
kelompok yang mudah dipelajan, dipahami, dan mudah dilaksanakan. Budaya
dayak yang diterapkan dalam pola pembinaan narapidana tersebut secara
efektif mampu meningkatkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan diantara para
narapidana. ( www kompas.co.id, senin, 12 Juli 2004, 17.06 WIB ).
Kerakyatan Yang Dipimpin  Oleh Hikmat Kebijaksansan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Sila ini mencerminkan kelidupan bangsa Indonesia yang memegang teguh
nilai-nilai permusyawaratan dalam setiap kebijakannya, sehingga setiap
kebijakan yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
secara bersama-sama serta dapat menciptakan suasana kehidupan yang cukup

harmonis. Sila ini juga tercermin dalam asas-asas sistem pemasyarakatan yang
secara keseluruhan bertujuan membina para narapidana agar kembali menjadi
manusia yang bijak dan mampu bekerja sama dengan semua pihak dalam
bekerja  dan memecahkan masalah kehidupan. Proses pembinaan  dan
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pembimbingan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan vang
berlaku serta mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang berpotensi
untuk membangun kesadaran atas hak dan kewajiban narapidana sebaga
warganegara yang baik, Di lembaga pemasyarakatan Cipinang, selain terdapat
suaty bentuk penyimpangan terhadap sisiem pemasyarakatan juga terdapat
suatu kondisi vang sangat positif dan mendukung keberhasilan sistem
pemasyarakatan. Kondist tersebut adalah adanya seorang narapidana yang
dijadikan panutan bag narapidana lain, yaitu Anton Medan Keberadaannya
selalu dijadikan sebagai suatu panutan, bahkan segala aktifitas bak yang
sudah dijalankan atau yang akan dijalankan selalu dikomunikasikan
kepadanya. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya sangat mendukung tingkat
keberhasilan sistem pemasyarakatan, karena pada hakekainya dengan adanya
seorang panutan akan menjadi contoh sekaligus teman untuk bermusyawarah
tentang segala hal. ( www kompas.co.1d , senin, 17 September 2001 }
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini dimaksudkan bahwa dalam menjalam kehidupan berbangsa dan
bernegara harus selalu mengutamakan nilai-nilai keadilan agar seluruh rakyat
Indonesia merasa diperlakukan secara adill dan bijaksana. Hal itu berarti
bahwa persamaan hak dan kewajiban scbagai warga negara dapat diterima dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia tercermin dalam seluruh asas-asas pembinaan pemasyarakatan.
Berdasarkan uraian fakta-fakta tentang kondisi ml kehidupan narapidana di
berbagai lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia, seperti halnya yang
terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Muarabungo, Jambi. Pola pembinaan
yang diberikan kepada para narapidana secara konsisten dilaksanakan menurut
sistem pemasyarakatan., bahkan hubungan antara narapidana dan petugas
pemasyarakatan sudah seperti satu keluarga. Hal itu berarti pola
pembinaannya dilaksanakan secara adil dan merata dengan mengutamakan
nilai-nilai kekeluargaan  (www redaksi@pelita or.id). Fakta tersebut
menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pembimbingan narapidana dapat
diberikan secara adil dan bijaksana baik dalam perlakuan dan pelayanannya,
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schingga proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana dapat
dilaksanakan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan Pembinaan yang
dilakukan kepada narapidana harus berusaha untuk mengembalikan
narapidana ke masyarakat, agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang
baik dan turumt serta melaksanakan program-program pemerintah untuk
mencapal masyarakat adil dan makmur.

Pancasila sebaga suatu dasar dan pedoman dalam sistem pemasyarakatan
tersebut  harus  dapat  terlaksana secara  konsisten dan  dapat
dipertanggungjawabkan, karena dasar pembaharuan sistem kepemjaraan memadi
sistem pemasyarakatan ini didasan oleh Pancasila sebagai ideologi negara
Indonesia. Pancasila harus tercermin dalam setap asas sistem pembinaan
pemasyarakatan yang secara tekmis diatur dalam Pasal S5 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang
menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan
asds .

a. Pengayoman,
Pengayoman merupakan suatu bentuk perlakuan terhadap warga binaan
pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan sekaligus
memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi
warga yang baitk dan berguna dalam masyarakat atau merupakan sistem
memasyarakatkan narapidana dengan mendidik dan membina mereka serta
menunjukkan jalan yang benar apgar mereka dapat kembali ke masyarakat
dengan baik dan menginsyafi atas kesalahan yang telah mereka lakukan.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
Perlakvan dan pelayanan yang dibenkan kepada para narapidana haruslah
sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, pgolongan dan keturunan
Persamaan perlakuan dan pelayan kepada' para narapidana i sckaligus
sebagar suatu bentuk pendidikan dan pembinaan mengenai keadilan dan
persatuan, schingga setiap narapidana merasakan dirinya benar-benar diayom
dan dilindungi yang akhirnya mampu memberikan kepercayaan din untuk
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dapat kembali menjadi manusia yang baik dan sadar atas hak dan tanggung
Jjawabnya.

. Pendidikan;

Penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila
bertujuan memben bekal hidup kepada para narapidana kelak setelah bebas
dan lembaga pemasyarakatan sekaligus untuk memberantas buta huruf pada
sebagian narapidana yang belum pernah mengikuti proses pendidikan,
sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan diharapkan para mantan
narapidana im dapat berperan aktif dalam lingkungan masyarakat dan dalam
program pembangunan nasional.

Pembimbingan;

Bimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan bertujuan menuntun
para narapidana agar dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan
rohani klien pemasyarakatan

. Penghormatan harkat dan martabat manusia,

Warga binaan pemasyarakatan sebagami orang yang tersesat harus tetap
diperlakukan sebagai manusia. Hal m sesuai dengan tujuan sistem
pemasyarakatan yaitu membangun manusia scutuhnya yang sadar dengan
penuh rasa tanggungjawab atas segala tindakannya, sehingga pembinaan
narapidana yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila  yang
menjunjung tingg nilai-nilai kemanusiaan harus benar-benar menganggap
narapidana sebagaimana manusia biasa yang telah salah dan perlu untuk
dibina dan dibimbing agar dapat kembali menjadi manusia yang baik dan
berguna bagi masyarakat.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

Warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan statusnya harus berada dalam
lembaga pemasyarakatan unfuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan
pembinaan dan bimbingan. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan itulah,
negara mempunyar kesempatan penuh untuk membina dan membimbing
mereka agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan. Warga
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binaan pemasyarakatan selama berada dalam lembaga pemasyarakatan tetap
memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain
hak perdatanya tetap dilindung seperti hak memperoleh perawatan kesehatan,
makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau
rekreasi. Ketentuan atas perlidungan dan pemberian hak-hak narapidana ini
diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan.

g Tenaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertemtu:
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan berhak menenma kunjungan dan keluarga, penasehat hukum
atau orang tertentu lainnya, Ketentuan tersebut memberi pemahaman bahwa
warga binaan pemasyarakatan selama berada di  dalam lembaga
pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masvarakat
dan ndak boleh diasingkan dan masyarakat. Hubungan tersebut dapat
dilaksanakan dalam bentuk kunjungan keluarga, hiburan ke dalam lembaga
pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan
berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi
keluarga.

3.2 Relevansi Pola Pembinaan Narapidana Dengan Tujuan Sistem
Pemasyarakatan. _

Pasal | angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan
mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan
berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, vang
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
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mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktil berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang balk dan bertanggung jawab. Seorang petugas
pemasyarakatan pada dasarmya bertugas untuk mengembalikan narapidana
sebagai warga vyang balk dan untuk melindungi masyarakat terhadap
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan.
Perekrutan seorang petugas pemasyarakatan haruslah benar-benar memperhatikan
kemampuan dan spesifikasi kenja, karena tugas seorang petugas pemasyarakatan
sangatlah berat, selain membina narapidana juga harus mampu menjaga keamanan
di lembaga pemasyarakatan vang dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam
penuh, Tugas tersebut tentunya membutuhkan kerja keras dari seorang petugas
pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seorang petugas
pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan melalui  program
pembinaan dan pembimbingan yang terarah dan terencana sesuai dengan sistem
pemasyarakatan. Pasal 1 angka | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pembinaan merupakan kegiatan untuk
meningkatkan kualitas ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,
stkap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmam dan rohani narapidana dan
anak didik pemasyarakatan. Angka 2 menyatakan bahwa pembimbingan
merupakan pembenan tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan
jasmani dan roham narapidana dan anak didik pemasvarakatan.

Sasaran yang perlu dibina menurut ketentuan tersebut adalah pribadi dan
budi pekerti narapidana yang terus didorong untuk membangkitkan rasa bangga
pada dinnya sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung
jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera
dalam masyarakat dan selanjutnya berpotenst untuk menjadi manusia yang
berpribadi lubhur dan bermoral tinggi. Program pembinaan selama proses
pemasyarakatan ini merupakan satu kesatuan integral menuju ke tujuan sistem
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pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas
dengan bekal kemampuan mental, fisik, keahlian dan  ketrampilan yang
dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Pelaksanaan proses
pembinaan narapidana yang efektif tersebut secara teknis dilaksanakan melalul
beberapa tahapan pembinaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan
(2), pasal 9 ayat (1),(2),dan (3), dan pasal 10 ayat (1).(2), dan (3) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Tahapan-tahapan pembinaan narapidana tersebut, terdin atas

a. Tahap awal;

Proses pembinaannya dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana

sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dan masa pidananya. Pembinaan pada tahap

awal ini meliputi :

|. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama |

{ satu ) bulan;

2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandinan,

3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandinan; dan

4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
b, Tahap lanjutan,

Proses pembinaannya dimulai sejak berakhimya pembinaan tahap awal

sampai dengan 2/3 ( dua per tiga ) masa pidananya, yang meliputi

I. Perencanaan program pembinaan lanjutan;

2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan,

4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
¢. Tahap akhir,

Proses pembinaan yang dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai

dengan berakhimya masa pidana dan narapidana yang bersangkutan, yang

meliputi

|. Perencanaan program integrasi;

2

Pelaksanaan program integrasi,
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3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Proses pengalihan dari tahap yang satu ke tahap vang lain harus atau
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dan
pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, pembimbing
kemasyarakatan, dan wal narapidana sebagaimana dhatur dalam pasal 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. yang berfungsi
sebaga: suatu masukan sekaligus sebagai suatu koreks: atas keberhasilan proses
pembinaan dan masing-masing tahapan.

Proses pembinaan narapidana yang dilakukan secara bertahap tersebut
dilaksanakan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan, vaitu
| Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di dalam lembaga pemasvarakatan berarti segala macam
pembinaan yang dibenkan kepada narapidana selama berada di dalam lembaga
pemasyarakatan, termasuk juga proses asimilasi vang dilakukan di luar lembaga
pemasyarakatan.

Para narapidana selama berada di dalam lrembaga pemasyarakatan diben
pendidikan dan pembinaan scbagai bekal hidup para mantan narapidana saat
kembali lagi ke tengah-tengah masvarakat agar tdak lagn melakukan tindak
pidana, sekaligus menjadi tenaga pembangunan yang akuf dan kreatif serta ludup
bahagia di duma dan akhirat. Pendidikan dan pembinaan yang dibenkan kepada
para narapidana terdin atas ;

a. Pendidikan agama,
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Ilak Warga Binaan
Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya. Ketentuan tersebut menjamin kebebasan narapidana untuk
dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta memben kebebasan
bahkan dianjurkan kepada para narapidana untuk mengikuti pendidikan

_agama, mambaca kitab suci, artikel-artikel keagamaan menurut agama dan
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kepercayaan masing-masing vang diselenggarakan dan disediakan di dalam
lembaga pemasyarakatan. Memperkuat iman dan memperbanvak ibadah
sangat berpengaruh besar bagi pnbadi narapidana, karena dengan iman dan
taqwa diharapkan para narapidana menyesali perbuatannya yang sesat serta
sadar atas statusnya scbagai manusia biasa yang harus menyembah kepada
penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan penntah dan
menjauln larangan-Nya

. Pendidikan umum;,

Pasal 5 Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cam Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib
melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bag) narapidana dan anak
didik pemasyarakatan. Hal itu berarti bahwa lembaga pemasyarakatan
berkewajiban menyediakan segala sarana dan prasarana vang dibutuhkan
untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi para narapidana
Setiap narapidana, kecuali yang sedang menjalami hukuman disiplin oleh
lembaga pemasyarakatan harus memperoleh kesempatan uniuk mengikut
pendidikan umum yang diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan
Kesempatan tersebut harus lebih diutamakan kepada narapidana yang buta
huruf dengan tidak memandang usia. Pendidikan umum bagi setiap narapidana
disamping untuk memberantas buta huruf, juga untuk meningkatkan
pengetahuan umum dan kasadaran nasional berdasarkan milai-nilai Pancasila

. Kursus — kursus ketrampilan,

Narapidana vang dipandang berbakat dapat dibenkan kursus-kursus
ketrampilan yang nantinya setelah bebas dapat diterapkan dalam masyarakat
Kursus-kursus ketrampilan tersebut dapat berupa kursus reparasi radio,
perbengkelan, mengetk, dan lain-lain, baik dilaksanakan di dalam lembaga
pemasyarakatan oleh petugas pemasyarakatan yang mampu ataupun dengan
mendatangkan tenaga ahli dari luar ke dalam lembaga pemasyarakatan atau
dapat juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, apabila narapidana
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tersebut sudah berada dalam tahap minimum security atau tahap ke tiga atas
ijin dani Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

. Rekreasi;

Rekreas: im dibenkan kepada narapidana untuk mengembangkan daya kreasi,
serta memupuk kepercayaan terhadap din sendin, dapat mensyukun
keagungan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam dan isinya serta
dapat menanamkan semangat patriotisme yang tinggi. Usaha-usaha dalam hal
ini meliputi kegiatan pariwisata ke objek pemandangan alam, musium-
musium perjuangan, tempat-tempat bersejarah dan lain-lain.

. Olah raga;

Para narapida kecuali yang sedang sakit atau sedang menjalani hukuman
disiplin dibenkan kesempatan berolah raga, baik sendiri-sendiri ataupun
terpimpin dengan memperhatikan keamanan dan keternban baik di dalam
ataupun di luar lembaga pemasyarakatan.

Kesenian;

Para narapidana tanpa terkecuali diperbolehkan mengikuti kesenian yang
diselenggarakan oleh lembaga pemasyarakatan. Program kesenian 1mi
diselenggarakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk
membentuk budi yang halus, tinggi, luhur, serta untuk mengembangkan bakat-
bakat yang sudah ada pada setiap narapidana.

Latihan kena;

Latihan kerja ataupun pekerjaan yang diberikan kepada narapidana haruslah
merupakan pekerjaan yang benar-benar berguna dalam masyarakat. Latihan
kerja ataupun pekerjaan tersebut berfungsi untuk mendidik dan membina
narapidana agar menjadi manusia trampil sekalipus dapat dijadikan sebagai
bekal hidup mereka kelak setelah bebas kembali ke tengah-tengah masyarakat.
Para narapidana kecuali yang sedang sakit dan sedang menjalami hukum
disiplin serta telah berusia 50 (lima puluh) tahun keatas wajib memperoleh
pekerjaan vang layak dan bermanfaat serta sesuai dengan bakat dan
keahliannya
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h. Asimilas.
Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan, menentukan bahwa setiap narapidana dan anak didik
pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi Asimilasi adalah kontak
antara narapidana dengan masyarakat di luarmya Kontak ini bisa ke dalam
ataupun ke luar, ke dalam artinya masyarakat luar kontak masuk ke dalam
lembaga pemasyarakatan yang berupa kunjungan keluarga, kunjungan para
artis, kunjungan penyanyi untuk menghibur, kunjungan pemuka agama untuk
memberikan ceramah agama, kunjungan instansi pemerintah atau swasta dan
lain-lain  Kontak ke luar artinya pihak narapidana yang keluar lembaga
pemasyarakatan seperti bekerja, berolah raga, kerja bakti dan lain-lain dengan
masyarakat umum di luar lembaga pemasyarakatan. Asimilasi ini bertujuan
agar narapidana dapat tetap selalu berhubungan dengan dan undak boleh
dipisahkan atau diasingkan dengan keluarga dan  masyarakat agar
sekembalinya ke tengah-tengah masyarakat nanti tidak canggung
2. Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan
Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah semua bentuk kegiatan
pembinaan, bimbingan, dan penelitian kepada setiap narapidana vang sedang
menjalani proses integrasi ke tengah-tengah masyarskat atau secara teknis
merupakan proses pembinaan tahap akhir. Pasal 10 ayat (3) menentukan bahwa
pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
a. Perencanaan program integrasi,
b. Pelaksanaan program integrasi,
¢. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir,
Proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh
Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Temtang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa
pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan
Balai pemasyarakatan bertugas untuk mengumpulkan informasi  sebanyak-
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banyaknya tentang keadaan keluarga dan lingkungan masyarakat yang
bersangkutan, serta melakukan pengawasan terhadap narapidana yang sedang
melakukan proses asimilasi ke luar lembaga pemasyarakatan dan yang sedang
menjalani integrasi ketengah-tengah masyarakat Informasi-informasi yang
berhasil ditemukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bag lembaga
pemasyarakatan untuk menilai keberhasilan proses pemasyarakatan yang telah
dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses pengawasan vang
dilakukan balai pemasyarakatan kepada narapidana yang sedang menjalani
integrasi ketengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencegah kemungkinan
terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas tersebut.

Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan ini juga membutuhkan peran
serta masyarakat secara langsung. Hal itu berarti masyarakat juga harus dapat
secara aktif membantu memulihkan pribadi narapidana baik vang sedang
menjalani proses asimilasi ke tengah-tengah masyarakat ataupun yang sedang
menjalani proses integrasi. Peran serta masyarakat dilakukan dengan menernima
kembali para mantan narapidana scbagai anggota masyarakat yang baik dan
bertanggungjawab, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan
anggota masyarakat yang lain. Peran scrta masyarakat ini dapat dilaksanakan
melalui program kerja sama pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana
vang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan,
sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka | Peraturan Pemenintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peran sena
masyurakat bagi narapidana yang telah bebas ditunjukkan dengan sikap menenma
dan membantu narapidana untuk menumbuhkan rasa kebesaran hati narapidana
dalam membangun kembali kepercayaan kepada masyarakat yang telah lama
ditinggalkannya Peran serta masyarakat ini merupakan suatu bentuk bantuan dan
kontrol sosial masyarakat yang dapat mendorong narapidana untuk kembali
menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, serta aktf dalam
pembangunan.
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Pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana tersebut sangat relevan
dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal ini juga didasarkan atas paparan
beberapa fakta yang ada, seperti halnya pola pembinaan narapidana di lembaga
pemasyarakatan Muarabungo yang mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan
{ www.redaksi@pelita orid ), kemudian pencrapan budaya dayak dalam sistem
pembinaan narapidana di lembaga pamasyarakatan Palangka Raya
{ www kompas.coid, semn, 12 Juli 2004 ) | yang secara keseluruhan berjalan

efektif dan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.
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4.1 Kesimpulan
Dhdasarkan atas hasil bahasan skripsi yang berjudul “ Kajian Normatif

Pembinaan MNarapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan “, terdapat beberapa

kesimpulan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi int, diantaranya :

1. Secara substansial, asas-asas sisiem pembinaan pemasyarakatan yang diatur
dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasvarakatan, seluruhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila
Asas-asas tersebut relevan dengan dasar pembaharuan sistem pemasyarakatan
di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal m
dibuktikan dengan adanya beberapa fakta yang mampu menunjang
keberhasilan sistem pemasyarakatan, seperti halnya penerapan budaya dayak
dalam sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Palangka
Raya dan pola pembinaan narapidana dengan mengutamakan sifat-sifat
kekeluargaan di lembaga pemasyarakatan Muarabungo, Jambi, yang secara
keseluruban bejalan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan
Pancasila.

2. Pola pembinaan yang dilaksanakan secara bertahap dan terencana bagi para
parapidana merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan. Pola
pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pribadi narapidana agar
menyadan kesalahanmya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab.

4.2 Saran
Saya akan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai suatu
masukan untuk mendukung sistem pemasyarakatan, diantaranya :

|. Pemerintah dalam menyeclenggarakan penenmaan petugas pemasyarakatn
harus benar-benar memperhatikan spesialisasi dan kemampuan dari seorang
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pelamar. Spesifikasi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem
pemasyarakatan, karena seorang petugas pemasyarakatan tidak hanya harus
mampu membina narapidana dan menjaga keamanan lembaga
pemasyarakatan, tapi juga harus mampu memahami pribadi narapidana dan
dapat menjadi panutan bagi narapidana. Spesifikasi tersebut harus memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, scperti halnya bidang
keagamaan, bidang psikologi dan bidang pengetahuan umum yang
kesemuanya itu mempunyal peran masing-masing.

2. Fakultas Hukum Universitas Jember hendaknva dapat memaksimalkan tugas-
tugas pengabdian masyarakat dengan cara melakukan kerjasama dengan
lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan narapidana melalui program-
program pelatihan, magang dan lain-lain bagi para mahasiswanya. Peran serta
mahasiswa dalam pembinaan narapidana, selain sebagai media pelatihan
ketrampilan juga merupakan suatu wujud kepedulian mereka terhadap
kehidupan narapidana agar dapat kembali menjadi warga yang baik dan
bertanggungjawab, yang pada akhimya bertujuan untuk menanggulang
pertumbuhan tindak pidana.

3. Masyarakat dalam menghadapn seorang mantan narapidana  hendaknya
bersikap aktf dan terbuka agar seorang mantan narapidana 1tu tidak merasa
canggung dan kaku untuk beraktifitas kembali bersam-sama dengan
masyarakat.

Demikianlah, beberapa saran yang bisa saya berikan, semoga dapat
ditenima dan diterapkan secara baik
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1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimiming

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan

sebagal insan dan sumber daya manusia harus diperiukan
dengan baik dan manusiowi dalam sy sisiem

pemibinaan vang terpadu]

. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyu-

mkatan berdasarkan sistem kepenjaraan tdak sesual
dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
bagian dan sistem pemidanaan:

bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, merupakan rangkawn penegakan
hukum yang berwjuan agar Warge Bjinusan
Pemasyarakatan menyadan kesalahannya. merhperbarks
din. dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapar diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berpefan dalam pembangunan, dan dapat
hidup tccata wajar sebagi warga yang bak dan ber-
tanggung jawsh.

- bakwa sistem xepenjaraan yanz diatur dalam

Ordonnantie op de Voorwaardelijie Invrijheid sielling
(stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo,Stb 1926 - 488)
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Mengingat

Sepanjong yang berkaitan dengan  pemasyarakatan,
Gestichten Reglement Sth 1917-708 10 Desember
1997) Dwangop Voeding Regeling (Sth 1917.741, 24
Desember 1217) dan Uitvoeringsordonnantie op de
Voorwnardelijke Veroordeeling (Sth. 1926-487.6
Des2mber 1926) sepanjang yang berkaitan dengan
pemasyarakatan, odak  sesual  dengan  sistem
pemasyarakatan ber-dasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

=, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf

a, b, ¢, dan d perlu membentuk Undang-undang
tentang Pemasvarakatar,

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (11 Undang-undang
Dasar 1945;

. Undang-undang Nomor | Tahun |946 tentang Peraturan

Hukum Fidana (Berita Negara Republik Indonesia [T
Nomor 9} jo, Undang-undang Momor 72 Tahun 1958
tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor
| Tahun 1946 Republik Indonesin Teniang Peraturan
Hukum Pidana Untuk Selurub Wilayih Indonesia dan
Mengubah Kitab Undang-undang hukum Pidana
{Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa
kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan
Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kiab Undang-
undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan
Berlakunya Ketentwan Perundang-undang Pidana.
Kejahatan Per=rhongan. dan Kejahatan terbadap Sarana/
Prasarana Peperbangan (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3080,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

2

MEMUTUSEAN :

: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

RAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang i yang dimaksud dengan

[ ]

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga
Binaan Pemasymrakatan berdasarkan sistem. kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dan sistem pemidanaan
dalam tata peradilan pidana

Sistem Pemasyarakatan adalah seatu tatsnan mengenal arah dan
batas serta cara permbinaan Warga Binaan Pemasyatakatan berdaserkan
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antura pembina. vang
dibina. dan masyarakar untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakaian agar menyadan kesalahan, memperbaiki din. dan
tidak mengulangsi tindak pidana sehingga dapat ditenma kembakh
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang haik dan bermanggung
jawab.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya dissbut BAPAS adalah

pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik

Pemasyarskawsn, dan Klien Pemasyarakatan.

Terpidana adalan sescorang yang dipidaua berdasarkan putusau

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Namapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana huilang kemerdekaan

di LAPAS.

Anak Didik Pemasyarakatan adalah -

a. Anak Pidanz vaim snak yang berdase-kan putusan pongadilan
menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur
|8 (deiapan pelas) tabum,

b, Anak Negara yaim anak yang berdasarkan putusan pengadilan
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diserihkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur |18 (delspan belas) tahun:
¢. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau wali-
nya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belss) tahun

9 Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klicn adalah seseorang
yang berada dalam bimbingan BAPAS,

10,  Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi bidang pemasyarakatan,

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangkn membentuk
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, meny adari
kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistermn pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakar.
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas
dan bertanggung jawab,

Pasal 4

{1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau
kotamadya.

{2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif
dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BAB 11
PEMBINAAN

Pasal 5

Sistemn pembinasn pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas -
4. pengayoman;

4

b.
c;
d
-
i
E

(2)

(3]

persamaan perlakuan dan pelayanan;

pendidikan;

pembimbingan;

. penghormatan harkat dan martabat manusia

kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaaf. dan
tejaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
prang tertent,

Pasal 6

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan olch BAPAS

Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lamjut dalam BAB

1.
Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap

a. Terpidaha bersyaral,

b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas,

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembmaan
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosil

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat
di lingkungan Direktorat Jendera! Pemasyarakatan yang ditunjuk
bimbingannya dissrahkan orang tus asub atau badan sosial: dan

e. Anak yang berdasarkan penectapan pengadilan. bimbingannya
dikembalikan kepada orang tua atau walinya

Pasal 7

Pembinaan dan pembimbingsn Warga Binaan Pemasyarakaten
diselenggarakan oleh Menter; dan dilaksanakan oleh peatugas
pemasyarakatan,

Keteptuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakawan di
LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pematyarakatan oleh
BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemenntah,
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(1)

(2)

(1

(1)
(2)

(3)

Pasal 8

Petugas pemasyarakaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avar
(1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan
tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan,

Pejabat Fungsional sebagmimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Mentert sesuan dengan peraturan perundans-
undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan, Menten dapat mengadakan kerjasama dengun
instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya,
alau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan
sistern pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam aval (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II1
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Narapidana

Pasal 10
Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah starus
Terpidana menjadi Narapidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan
pembebasan Narapidana di LAPAS.

Pasal 11

Pendaftaran sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 10 ayvat (1) meliputi .
4. pencatatan :

1. putusan pengadilan;

2l din, dan

3 baring atiu wang yang dibawa

w.uuaﬁmwuﬁurnmu___ﬁn?
¢. pembuatan pasforo:

d
E

(1)

2

pengambilan sidik jan: dan
. pembuatan benita acara serzh tenma Terpidana

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan techadap Marapidava di LAPAS dilakukan
penggolongan atas dasar
a. i
b. jenis kelamm:
¢. lama pidana vang dijatuhkan
d. jemis kejahatan: dan
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutshan atau perkembangan
pembinaan,
Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS
Wanita.
Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggoloangan Narapidana

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menten.

{i)

Pasal 114

Harapidana berhak \
a. melakukan ibadab sesusi dengan agama atau kepercaysannya,
mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmant.
mendapatkan pendidikan dan pengajamn,

mendapatkan pelayanar, keschaian dan makanan yang lavak:
menyampaikan kelihan;

mendzpatkan bahan pacasn dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang:

g. mendapatkan upah stau premi atas pekerjaan yang dilakukan:

m e oan o

-
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(2}

(1}

(2)

(2)

(1)

h, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang
tertentu lainnya;

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;

k. mendapatkan pembebasan bersyarar:

I. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

m. mendapatkan hak-hak lan sesuai dengan peraturan perundang-
undnagan vang berlaku.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak
Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatr lebih lanjur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan
kegiatan tertentu.

Ketentuan mengenai program pembinann sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 16

Narapidana dapat dipindahkan dan satu LAPAS ke LAPAS lam
untuk kepentingan -

a. pembinaan,

b. keamanan dan ketertiban;

. proses peradilan; atau

- lainnya yang dianggap perlo.

L

(=

Ketentuan mengenal syarat-syarat dan tata cara permindahan Narapidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwatur lebih lanjur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik seba
gai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi vang dilakukan diLAPAS
tempat Narapidana yung bersangkutan menialani pidana, dilaksanakan

{4)

surat perintah peny\dikan dan

, can menunjukkan
setelah penyclidikan J dan menyerahkan fembusanny

pejabatl instansi yang berwenang
kepada Kepala LAPAS.

Kepala LAPAS dalam keadaan tertenty dapat menolak R,ur.”.._,__i_..
penyidikan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (V)

sud dalam ayat (1) hanya dapat

. dimak
R N L dapat 210 Kepala LAPAS

dilakokan di luar LAPAS setelah men

Narapidana sebagamana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke

luar LAPAS untuk kepentingan

a. penyerahan berkas perkara

b, rekonstruksy, aiau

¢. pemeriksaan dibidang pengadilan

Dalam hai terdapat keperluan lain di luar keperlusn ,...uumm_i_n.”:_
{imaksud dalam asat (4) Narapudana hanya dapat dibawa ke _.._&_
mw_;__m setelah mendapat izin tertulis dari Dircktur Jendera
Pemasyarakatan

dana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana

cn wakin Nampt
s 9 £y seuap kabh paling lama (sam)

dimaksud dalam avat (3) dan ayat
han

Apabila proses penyidikan, penuntutan dan ﬂn:ﬁzrmﬂﬂmwﬂmﬁm
pengadilan terhadap Narapidana mngm_w._apmw n_&.ufu.mr .__»1 ; ...aq
(11 hans dilakukan dituar wilayah hukum pengadilan negen vang
menjatuhkan putusan pidana vang sadang dijalani. :mﬁwﬂ,..r_.“,._mpr.,ﬂ”.m,
bersangkutan dagt dipindshkan ke LAPAS rempat ..5 a _..__,. _
ﬂnaﬁ“wmunb sesyat dengzan ketentian sebagmimana dimaksud dalam

Pasal 16 i

Bagian Kedua
ynak Didik Pemasyaraka'an

Paragrafl 1
Anak Pidana

Pasai 1%

Apak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.
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{(2) Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftar.

Pasal 19

Pendaftaran sebagmimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi
A, pencatatan

1. putusan pengadilan;

. jati diri; dan

barang dan uang yang dibawa.

pemeriksaan kesehatan;

pembuatan pasfoto;

pengambilan sidik jan; dan

pembuatan beril acara serah terima Anak Pidana.

L = S - P

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak
dilakukan peénggolongan atas dasar :
4. umur;
b. jenis kelamin;
c. lama- pidana yang dijaruhkan,
d. jems kejahatan; dan
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 21

Ketentuan mengenai pendaftaran atau penggoionganan Anak Pidana
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menten.

Pasal 22

(1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 kecoali huruf g.

{2} Ketentnan mengenai syarat-syarat dan tata -ara pelaksanaan hak-hak
Anak Pidana sebagaimanz dimaksud dalam aya: (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

(1)  Anak Pidana wajib mengikut secara tartib program pembinaan dan
kegiatan tertentu.

(2} Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimalcsud
dalam ayat (1) distur lebih lanjut dengan Peraturan Pemenintah

Pasal 24

(1} Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS
Anak lain untuk kepentingan
a pembinaan;
b. keamanan dan Keteriban,
¢, pendidikan.

=

. proses peradilan, dan
e, latnnya yang dangzap perlu

{2) Ketenmwan mengenai syarat-syarat dan tala cam u&:_."._nnz..ﬁ Anak
Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjur
dengan Peraturan Pemenntah.

Paragraf 1
Anak Nepara

Pasal 25

{17 Anak Negara ditzmpatkan di LAPAS Anak
{2) Amak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagamana
dimaksud dalam ayar (1} wapb didaftar
Pasal 26

Pendaftaran schagaimana dimaksud datam Pasal 15 ayat (2) meliput
d. pencatatan

1. putusan pengadilan.

2. jen din; da

3. barang dan uang yang dibawa.
b, pemenksaan keschatan;


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

¢. pembuatan pasfoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e, pembuatan berita acara serah tenma Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anuk
dilakukan penggolongan atas casar ;

a. umur;

b, jenis kelamin;

¢. lamanya pembinaan; dan

d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Pasal 28

= Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

(1) Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, kecuali huruf g dan i.

(2}  Ketentuan mengenai syaiat-syarat dan tata cara pelaksanzan hak-hak
Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam avat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

t1)  Anak Negara wajib mengikuti secara tertih program pembinaan dan
kegiatan tertenty

(2) Ketentuan mengenaj program pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

(1}  Anak Negara dapai dipindahkan dari satv LAPAS Anuok k= LAPAS
Anak lain untuk kepentingan : .

4. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;

12

. pendidikan; dan
d. lainnva yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengena: syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak
Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Paragral 3
Anak Sipil

Pasal 31

i1} Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak

(21 Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak tebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib didaftar

{3) Penempatan Anzk Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan
bagi mereka yang belum berumur 14 (¢mpat belas) tahun, dan paling
lama | (satu) tahun bagi mareka yang pada saat penetapan pengadilan
berumur 14 fempat belas) tahun dan setiap kali dapal diperpanjang
| (sam) fahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur (8
{delapan belas) tzhun

Pasal 13

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {2) meliputi

a pencatatan :
|, penetapan pengadilan;
2. jati dict, dan
3. barang dan vang yang dibawa

b. pemeriksaan kesehatan:

c. pembuatan pasfoto,

d. pengambilan sidik jari; dan

e pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil

Pasal 34

Dalam rangka pembinaan terhadap Arak Sipil di LAPAS Anak
dilakukan penggolongan atas dasar
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a._ umur
b. jenis kelamin;
¢. lamanya pembinaan; dan

d. kriteria Jainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 35

. nﬂmaﬂnn:_ mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

(1} Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
14, kecuah huruf g, i, k, dan huruf |

{2) WE:E_E mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak
Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) ban.w Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan
kegiatan tertentu,

(2} Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peratuian Pemerintah.
Pazal 38

(1) Anak Sipil dapat dipindahkan dari saru LAPAS Anak k= LAPAS
Anak lain untuk kepentingan :

a. pembinaan;

b. keamanan dan ketertiban;

-5 ._uﬁ_n_.m&wnu" dan

d. lainnya yang dianggap perlu.

(2 ﬁ.ﬁ.n:Ema mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak
Sipil sebagaimana dimaksud dalam avat (1} diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,

14

Bagian Ketiga
Klien

Pasal 39

1) Setiap Klien wajib mengikuti secara terub program bimbingan yang
diadakan oleh BAPAS

{2) Setiap Klien yang dibimbing oich BAPAS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib didaftar

Pasal 20

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) melipun

4. pencatatan
| putusan atau penetspan pengadilan, atay Keputusan Menteni,

2 jati diri, dan
b pembuatan pasfoto:
¢, peagambilan sidik fari: dan
d. pembuatan benta acara serah terima Kiten

Pasal 41

Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut densan
Keputusan Menteri.

Pasal 41
{1) Khen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdin dan
a Terpidana bersyarat; =

b. Narspidana, Ansk Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan
pembebasan bersysrat atau cuti menjelang bebas;

c. Anak Negars yang berdasarkan putusan pengad:lan pembinaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d. Anak Neeara yang herdsarkan Kepetsan Menteri atac pejabat
di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
bimbinganaya diserahkan kepada orang tua asuh atauw badan
sosial; dan

5
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e. Annk yang berdasarkaon penetapan pengadilan, bimbingannya
dikembalikan kepada orang ma atan walinya.

{2) Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c dilakukan oleh orang tua asuh atau badan sosial,
maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib mengikuti
secarn tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan
Menter.

(3} Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf e dilakukan oleh orang rua atau walinya, maka orang rua atau
walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua
asuh atau badan sosial dan Anak yang diserahkan kepada orang tua atau
walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1} huruf c. d dan
e. maka BAPAS melaksanakan :

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua
atan wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi

b. ﬂnm_usﬁhmz terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil vang
diasuh,

Pasal 44

Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatr lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN
DAN TIM PENGAMAT PEMASYARARKATAN

Pasal 45

(17  Menteri membeniuk Balai Pertimbangan Pemasyarakaten dan Tim
Pengamat Pemasyarakatan.

(2) Balai Pertimbangan Pemasyarakat bertugas memberi saran dan atau
pertimbangan kepada Menteri.

16

-

{3) Balai Perimbangan Pemasyarakatan sebagmmanit dimaksud dalam
ayat (2) terdin dari para shli di budang pemasyarakatan vang
merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintih
dan perorangan lainnya

(4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabar-pejabar
LAPAS. BAPAS atau pejabat terkait lunnya bertugas .

a memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan
pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan:

b. membuat penilaizn atas pelaksacaan program pambmaan dan
permbimbingan. dan

¢. menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakat

{5) Psmbentukan, susunan, dan tata kerja Bala; Perumbangan Pemasvara-
katan dan Tim Pengamat Pemasyarakaian ditetapkan Keputusan
Menter

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Pasal 46

Kepala LAPAS bemanggung jawab atas keamanan dan ketertiban
di LAPAS vang dipimpinnya

Pasal 47

(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau
menjanihkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
yang melanggar perzturan kesmanan 4an ketetiban di linghungan
LAPAS vang dipimpinnya.

(2) Jenis hukuman disiplin schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
bezupa :

a tutupan sunyi paling fama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau
Anak Pidana dan atay

b. menunda atsu meniadaksn hak fertent: untuk jangka wakiu
terteniu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

{3) Perugas pemasyarakatan dalam membenkan tindakan disiplin atau

17

#


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Enu._nE_wwun hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam nyal
(1) wajib :

i :ﬁuﬁuz..._w:ws Wargn Binaan Pemasyarakatan secara adil dan
tidak bertindak sewenang-wenang; dan
b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib [ APAS
(4) Bagi ZnEEﬁ._E; atau Anak Pidana yang pernah dijatubi hukuman
tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf o apabila
mengulangi pelanggaran atav berusaha  melarikan dirt dapat

dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling 'ama 2 (dua) kali
{enam) hari,

Pasal 48

_uun_u.nn_ﬂ menjalankan tugasnya, petugas LAPAS diperlengkap
dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain,

Pasal 49

. m__nmjia Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana
lain sesual dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang
betlaku,

Pasal 50

Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

(1) Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada
Menteri.

(2)  Ketenwan mengenai Syarat-syarat dan fata cara pelaksanaan we-
.zmumum_. tugas, dan tanggung jawab perawatan rahanan sebagar-
mana dimaksud dalam avat (1) diatur lebih lanjit dengan Ferawran
Pemerintah,

18

BAB VNI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada sast mulai berlakunya Undang-undang ini semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan pernasyarakatan tetap berlaku, sepanjang
tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksansan ban
berdasarkan Undang-undang im

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada sast mulai berlakunva Undang-undang i -

|. Ordonnantie op de Voorwaardilijke Invrijheidstelling (Sth. 1917-149.27
Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang vang berkaitan dengan
pemasyarakatan;

2. Gestichtenreglement (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);

3. Dwangopveedingsregeling (Stb. 1917-741, 24 Desernber 19171 dan

4. Uitvoeringsordonnantie op de Voorwsardelyke Veroordesling (Sth.
1926-487. 6 November |926) sepanjang yang berkaitan dengan
pemasyarakatan; dipyatakan tidsk berlaku

Pasal 54
Undang-undang int mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap ormang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undeng ini dengan pensmpatannys dalam Lersbaran Negara
Republik Indonesma

Disatikan 4i Jakana
pada tanggal 30 Desember (995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
fd

SOEHARTO
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN [993

NOMOR 77

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1995

TENTANG
PEMASYARAKATAN

UMLUM

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasilan, pemikiz=n-
pemikiran baru mengenai fung:i peruidanaan yang fidak lagi sekedw
penjeraan tetapi juga merupakan suaty usaha rehabilitas dan reiflegras:
sosial Warga Binaan Pemasysrakatan telah melahirkan suatu sistem
pembinaan yang sejuk lebih dari nga puluh rahun yang dikenal dan
dinamakan sistem pemasyarakatan.

Walaupun telah diadakan berbaga: perbaikan mengenar famnan
(stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 142 KUHP).
pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP). dan pranata khusus penuntutan sera
penghukuman terhadap anak (Pasal 43, 46, dan 47 KUHP). namun pada
dasamya sifat permdanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjara.
Sistem pemenjaraan sangal menckankan pada unsur balas dendam dan
penjeraan, schingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan
adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bag
anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara”
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang
tidak sejalan dengan konsep rchabilitasi dan reintegrasi sosial, agar
Narapidana meuyadan kesalahsanyz, tidak lagi berkeliendaki untuk melakukan
tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung
jawab bagi dir, keluarga dan lingkungannya

Berdasarkan pomikiran terssbut, maka sejak tshun 1964 sistern
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.
Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dam rumah
pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan
Surat Instruksi Kepala Dircktorat Pemasyarakatan Nomer JH.G.8/506
tanggal 17 Juni 1964.
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FRESIZEN
AEFUBLIK (HUONESS

PERATURSN VEYEFINTAK AEPLBLIK INOSNESTS
WOMOR 1L TAHUM L1557

TENTHNG

FEMZINASN JAM PEMAINBINE AN
WARGA BIMNAAN PIUMASYARAKATAN

PRESIDEN REPLBLIY [NLONESRLA

bahwa datam rangsd melsksssiakan ketentuan Passl

7 ayat {2} Underg-undang Mom 13 Tahun 1395

tentang Pemayarakatan, nerle ditetapkan Peraturan

bgnenntah tentang Peminaan San Penibamongan

Warga Bruan Panagyarakaran,

Mengingat ¢ 1. Psal 5 ayat (2] Undeng-undang Dasar 1345

1 ungang-uwiang Noswor 8§ Tanun 1581 rercang
Muklen Acard Pidaia (Lenidran Megars Tenun
1961 Momor 8, Tambenan Lembaran Sagera
Mamar 2204,

1 ndengeundat] Memor 11 Tehun 1935 tetang
Prmasyarakasan (Lemoaan Magara Tabun 1935
wamoe 77, Tumbanan Lemwaran Megard Momoe
3614},

i Unding-undany Nomar 1 Tahon 1957 tentang
Pangadilan Anak {Lembaran Megars Tatun 194!
womor 3; Tombahan Lembaian Negas Momoe
3548)

ME AU THISEAY ¢
PERBTURAN PEMERINTAM TETANG PEMBIMAAN Din
PEMIMEINGAN YARD A BIPAAN PEMASTARAEATAN,

Manmbeng

Penetapkan

B |
KETENTUAN UMLIM

Passl 1

Dalam Peraturan Pamawitah i pang Jimaksue Songan :

1. Pambingan aCalin kegamn utu' Mennglildan <uritas ketdsae
pats Tuhan Yang Maha Esn, bealektudl, skan dan parikk,
profesional, keseratan jesmani dan rabanl Nadpelana gan ek
Didie Pemasyarakian,

1. Pambimbngen adalah pambaran tuntunan ik memngiaaan
jrbis keraowzan terhadap Subar Yarg Maha £, melesius,
sikap den perfaku, prolesional, “eseh izan [asman gan rohan Kien
Pramasyars an.

Lo pentitisn femas arakatan yang selanpCipe diseSut Lumas adaian
kaguatan, senulcan wntuk mengeeahul bty belskang kehidusan
Wargh Bradan Pemadyarikaian yang dlakesnakin ceh BAPAS

4. Pambra Pemasparskalan adalal petugEs pemiBsyarekalat yang
mielaksanak ¥ pandinasnt Narapkiana dan Ansk Dk Pamasyarakat-
an o LEPAS,

£ benguman Pemasyscakatan pdalan patunen penasyarahatan yang
e RERARAT PENGaITARSR S A0 | 80 Anak Dice Pamiyace:
kit di LAPAS. i

6 Pemombing femayacakatan sdaah peugal pomadyaraiatan (a5
melata nkan pamoerisngan KFan i BARAS.

7, Peadidian ndalsh usaha merpapkon Morspidana dan Anak Dk
¥ smasyarakatan matalul e okl i e sakelab

0. Inosgiad adalab pernuiffen wisatus | Subungan hicug, kabidupan
gan penghiupan Mirapidaca dan Ansk Cliddk Pemas,ardatan
Bingan masyarskat

9. Admlas adaleh proses penboamn Harapidans dan Ansl. Dk
Punasyarakatan  yang  dildbsanakan  gengan  mambounan
farngirtana dan Anak Wik Permasyirdkatan dalim  kehidugpan
I lpgyarakat.

19, Marenn adateh Macter yarg Ingkup tugas fan rgguna manyi
ety DRang prrmaky akigan,

Fasal 3

(1} Progrm pambinasn dan pembambingan makgut] beglazan perindan
jan pambenbingan kepribmdian dan kecandeian.,

[2) Pragrami pembinazy dj2rurtudan Bay Marazsena gan Anzs Dl

Pematyirekatan.
{3} Program pempsmiar i dserumiidan a0 Kier

dacal
Pernninaan dar pamaiTLingan Kepntadan can sSmard, Shagemarn
dirnakeud gelam 7253 1 mossut nethgl yang bartowan engan
kaEBwa3n KET=CA Tuhd Fang Mana Exa;
kpancaian berbergae dan banegera;
ek s
shag dar perd ke,
e Sofd 0 BETAr: Jan o
iaacaian hukL,
reirtegras! setr deng in man arEa,
METrRmipEarn Kot Lan
fathan kerja din produls:

— sryn B oA

Fazal 4
[} Pelskianian peroiazn dan [aTMInGI Warge Braan Pumatis
“AMFCAR ayusan cleft Patugas Pemasydri=aiin | B0g Ierco ot
5 Pemons Perosyurakating
0o Pongaman Permdsyd akann,
¢ Pembimbeg Kariryarpkatan
(1, Damm melsisanakin pembnadn seragimars Smassed Salam ar
(1), Kopals waPhs mestigiin Fatuges Porratydrasaein yang
brtugas 5e0aga Wk Haraodans den Anzk Dndd Peragyaraastan
(1} sitentuas Entenyg b dd, bewd ian, 450 syarst-syly it wil Sebaga)
rrana dimaksud dalum gyar (1) aatur o s dengan Kequt e
e

Pase 5
Cidinm FANGHE pEnyERNDGIMIAN NETDINEIN £50 CETOrDngan Wege
Bnagn Pemasjerakatan, Mt dapal mengadakan W)y M7Td Sengan
wnatang Pemenncah taruad, Dacan-Dacan kemusy Iskatan Wnoya, S
pErTAnGAn ¥ANG kEgaanvya SR dengan penyRiengarsan skiem
P Tasyarakatan.

Bag 1l
PEMalNAGY
Bagi v Kiradta
My agdana

Fasal &

(4] Hopaks LAPAS il meldbaaniabon paniosnaan b afe =,

[Z)  Velam masks0etn pemDnien whdgamere dmakad da'at iy
(1], Wepala LaPAS wadh mengadikan perencandds, podicansan,
dan pangendalion AL ke atss pogeam Eminaan.

(3 depaten pembrdn sebagaimana Cmakud dilem B (30
digrahian parld Femampuar, Mwamdata untd DentTegEy S
s2hat dengan s Bk

P ?
(1] Pembindan Moraodnn diliksandkan meidw Seberag# GRED P

AR
{2} Tahap pembinsan sebugaimaes crnakior! 0800 ayat (L] tirdw seas

3 [riga) tahag, paifi

b tehap awal,

5, Eabu lnjutan; o
€. EAnag mhie

(3] Fengakhan punbmosan CaA Tile LICP AR GINAR W DESLECH M
mlalul 8i38ng Tirm feigames Fomadparikamn becdiackas we da
Pambea Pemasyardetan, Faogaman Pamasaaksn, Smmseming
Kamasyaralatae, din Nal Mesopadare

4] Date sebagaingd dirshsun dalam spat (1) mesupakan Vel peige-
rsatan, penia, Gan Aporan tertadis pelaksanadn |Lroeuan

(5] Metetyan merears pangarmatan, petlian, din AT wega
WIS QM. aiTm aydt 4] dacsr lebd e o danghs Keporsan
Madrtnit

Pasal #
(4} Dolam mwicasralon pamdndan tades Mgnlang o LAPAE
dinagiakan SAran SO0 SURERTINA (R0 DEUIL Rt
(3] LAPAS e arar oo 2alam v 1) e (e tteeipe
il dar spes e s

Rakernispas T 2090, Hal 20
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Fetentuan mangeial Hasifeas oy spesfase (a7as sanInTEns
dimaksud dalem ayat (2] catur leny anpe deogan Kesutusas
haitterl

raml g
Feq benad tihap awi ecbagairains dimavsud dalam Pesal T gvat
(1) nundt & Beg Nacapicana dimuls Seltk yang benangiutan
Do hiats 580800 Nampidane semoa) Quroan L3 [2atu per ngal Ui
MESA DdAng.

[2) Fembinaan ratap lenpitan sehagaiman dinakoud deam Pasz 7
Eyat L] huret b malips
A tahap lajutan pertama, sejak becakhinyd pamonaan Lattap
awal saripad dengan ' [£3tu par dua) dar isa Sdana: eon

0. whas fanjhutan kagua, sey7k berakfunygs pembinaan tahay
lanutzn pertama 13pal gEngin M1 (dus per woa) mass
Fizana.

() Penbnaan tanep akhe sehagaimana dimakeud dabm Pazal 7 ayy
(2) At ¢ Aiaisanakan sejak barakberya tahap lanjums san o
dengan  bewihimys  mara pidans  dari  Maragdaa  gang
Derzarngautan

Masal 10
{1} Peminaan t=hap awal sebsgaimana dimassud datim Pasal § ayar
(1} religuti
1, Isd pangmibdtan, pengecalan, gan peralitan ingkamgen
pallog ez 1 (saeu] bulan.

b Peescanzan  program pembinaan lapritadian  dan
learnandirian;

¢ Pelwsanaan program pebinaan kepribaciai dan kamandifia;
dan

d,  Pendaan pelaksanaan peagram pembinaan tshap awal

(2] Pembinaan tahap Wnfutan ebagamana dimalewd astam Fasyl 9

ayae (1) nelipu ;

A perwiCEnE N program pembinaan nrijutan;

b pelsganian program pemibinaan lanutan,

€ ponisian pelisinaan pgram pambraan I puitan; dan
O perencaiias) dan peakssniin progrmim asmisn

(3] Pambinaan tahan ashir ssbagaimany dimaksid ©sam P § avar
[3) Mgt ¢
B pEMEACHRINT pregram Labegrasl;

b palaksacaan program integras] gan
€ pangakhican pelalsanaan pembus idn tahags sk
(4] Pertaqagan pambinaan sebacaitnans dimaks.nd dalam ayat (1), (11
3 () erotagkan melaly; seding Tem Penwparnat Faming jaegs atan,
i3] Dalam sidang Tim Pegamat Pumesyacakaan Kopola LAPRS wpjls
mamperhatiian hasl Lemas, .

[6)  Wabwtian nangeral bentuk o JEn KEQAtAN Frogesim pen bingan
sebagaimung dimaisud dilam e (L) (2, 2an (3] diarer ebin
lanjut dergai Kegatusan Mo 4,

Fasnl |

(1) Ferbinaan wha awal Sl L Wjutar @il wse ek o LAPAS.

(2] remibiaen ahap sidur alalsanaan o o LAPAS aih LETLES

(3 Talan bol Harapidens tidsk memenutd APt aat teteny,
Pamonasn Bahag akbe  Maaddan: pang Lrsanghutan e
ldesanaan di Lapas,

Pasal |2
Dalam kal trdepet Marapideng g bddak dmungkinkan mamocrglen

Wesampatan kesempatan asiminsl dan atau iagrazi, maka Hieagadana
Yang cenanglosan mbwellan pameinaan ke

Baglan ladus
P DNl Fanmasyar iealen
Paragraf |
Limiim
Pasal 13
A Doclik Permasyarakaton terdir uan ;
4 pAnak Pidena;
b, Aruk Megara;dai
£ Anak Spil,
Pasal 14
1]

Kopals LAPAS Anak wajlt matakesoaba pamisnaan Atk [tk
Periasyarakatan,

[l

Ley

i

Déeam melseanaioe rerenagn Anak Sibk Prmaryarsintan seta
JanTans dmdasod dalem vt [ 1] Menals LAPAS Anak wajd manga-
ddkan perencinadr, pecvianase, dan pangercalian stes L=
Program pEmIiEL,

Edlaten Meadeidan  sesagaimar:  oemaksud delam ayat 2]
Garyuan CAZY hmiraan Angh Ded Pemasywakan untui
DEWTRJ a8 SECETE 87 JB05A0 Mayaratat

L o i
Pilg=Zensan e g4 Dk PETE i TaaEtan Odad wacls miahy
Fauibrms “sindisas e
Pegisasaan pembwians dree Dok Permom sty SETEGINEN
Srmrae d3em ay t {1} rensrim keadaen 2man dan kst
Fergindalian wasmanen fan peragakar Seterthan didssansian
ol Pegarran Pemadyarskaian,

=353 18

Q¢ lar melEaintaeT parndin wrhetap Anse Sk Peniaspareialan w
LARES Anak arsediakan, sir3ny 72° Jratarsag y& I Chotwe kan

tif

“aragra? 7
Loaw P

#oaal 17
FETIGE ANJ ACANG th2anakan mesaks Byborsga Laha) purrhs:
ndan
Taran pembirsan sibega 7ans emaksud J3am ryat (L) b =
Fimga)watap, van

i g awal
B Zhap tamere
& EMap alshr

Pengaifizn peTominn den iy I¥ap ke it BAyo Agaraean
mrasabi siZaig Tim Pengamat Pamas ja-ikatan berdasarkon dazg g
fembing Verasyan kate. Pengamies Peratyarakatan, Pembmong
EETalylrukitar, o0 N Aok Pudena

Cata sabagseriang imaks. 1 dalem ayas 1 PN hase pavigs -
FTITAN, Elaan, i priagurys, e E0Es Dok ungar SanbyiEt
AT 0 IR [T T e, S pespoy an Sbane
Lr L S - I DS e (4] b whn's Sanpe concan Eesiluan
HntEn

=Hal 13

Tahin errbnasn Coeod rARD St dilan PR 1Ty ] Sl vaean
M Ls 2emEpn selil =2 oirdiacd 20 e Ag:m 9

4]

Fiwizl
Paribonian iy ame A TG R Y ralon dalan Misa 17 ayar
|2} Pl & mciipe ¢
L TN pengETIAN penQMIEn dI0 el i nghoungan
Mg Birg | e sl

b pesmEaar  gomn  pembinedd hapdadan  dn
EEIT A Iran,

£ pelekaanain  prupan corbeias Fapbadan  gan
kEmanditiar; na

d perdian psal Laide 0o (ertEae @Ay o,
Pamburdidn th'ap (10,8 sebagairans Srmabsur ikdaitrn Pasa 37
iryae [T hueul b onsipue)

A PN PTyRET el e L jub

B pelshaanian progran pambingar, et

€ pEnian pelahsinasn program pembingen sk, i

0 PABICENA D [mHRaRtaA fengrait Bemi

PITCAAIN Lanap BN sebia Jaendr e damakous arlam Pagl | " vt
(2] Pt ¢ meigut

b Ferenczracr propeer mbagrisi

b Pelshasrnan progran Ltegras; gan

£ Pangakiumn e aaan pamoingar e-hap ki, '
Perabapan pmbinan sabagaimans drmaksnt dabic) ayat (1), (1),
an {3) dtemapkan selsu saang Tim Peng -tul Pemamy arkazan,

fsrmmmnwmmmm

{8

umrmtl;lthism“nmmM
rmwm.:wﬁmmﬁwmm
sagacTng dmalid comm ayat (1), (2], dwi (3] Sane kbh
WA CRNQAR £AGT 1507 Manken
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Pazai 17
i1} Pembinsan tahap awal dan tarap lnjitan Faksanakan o LAPAS
Aridh,
177 Pambicaan tahap akhir dilaksanzkan i luar LAPAS 2nak clon BAPas
13)  Dalam Fal Anak Poana tdak mer zmits syaral-syarat tertentu, pem
binaan Lahap akhe Anak PRASE o' Jersangkony tefap diakzana
kar, di dalam LAPAS Arak.

Farsal <1
Dalam ha! tardepat Angk Polasa yary, bdak dimungtinkan memperiah
kesaingetan asimiasi dan ata intagresi masa Arak Fidana yang bersang
kutan dibenkan pembaaan s

Pareg af 1
Anak Mo

ragal 71
{1} Pembinaan Anak Negasa ot'ik baratkan saca per fiduan,
{2) Celam mewgiuckan pambinaan sebagaimans diassud ddlam ayas
b, pada Hap LAPAS Anak ogediakin diars dan Srasatans
pirdidikan,

Fital 21

{1) Pombinaar Dagl Anak Negard dkaksane o dongan  pencabacan
setiag 6 {enam) hulay.

(1) Pembinaan tahap owal bag angk MNegara omuldi sejde yang
barsangletan Deérstiie sefagin Arik flagara sampm dergan 5
(eram] blan pertama,

3] Penbinaan thap lanjutan diskaanabas gejak becakhienya mezia
pembinaan totiag aiwnl samoal gegan & (enam) bulen kedud,

{4) Pembinaan fahap akhir cilskeanakan sejak cerakhrrgd  ENap
Brjuan danpas deigdn ping LM ANk Mejara  yaag
bersanghutan men.apal umur 1F | Jelaman bl ) tabun,

15) J.pﬁﬂ]tm;l-fﬂm

Teish bewat & (enam) budn DEFEME MENURUL PErUTEENQEN
Tm  Pfengamat  Pemasyarakatad, Anak NegER A
Frsanguuta sudah menunjulkkan perveTbngan vang Sk,
pambinaan Japat cilavjutken dengan Qrograii asirtieg]

b, Taah lewat & tenam) Bulan kedus menundt peramoangan Tire
Paagamat Peonasysrakats”, AnaN Naga jaig Dersangsuti)
sudsh  menunjuldan perkembangan yang Bk, peTitosan

lanutkin dangan grogram niogizs

(6] Dalarn hal Ansk Megara belen memanudi sgdat witus disenkan
program asimilasl sy ategras; MakE pErDINEAn SESAgaimani
dinaksud dalam ayat (1) dlanjutkan dengan pembiraan & (enam|
bulsn kedia dan  setenmnya Il A0ak Mogas yang
bersanglutan mencapai mur 18 (Gelapan belas) rahun,

Prsal J4
Wupd pernbinaan Anek Hegars makgut
2. pencigkan agama dan bud pekery)
b pendician urum,
[ pendidfian kopramukas; dae
d. lavhan setrampilan

Pasat 15

Dnlam hal tdak teroapat “nalleas pendidion di dalam LAPAS Ak anal
Migara dagat dillutsertalan pendidiban & luar LAPAS Argk

Faragrad 4
Arg g

Pasal 34
{1} Frogrem pambinaan bagi Anak 5 pil csssuailon dengan kepenongan
pandiiciiiaan Anak Sipll yang bormanglotan,
{2} Jangka whidu pernsinan Anak Sgl sabagarmana dimasaud doam
oyat (1" sesusl dengan penetapan Penpadilan.

Pasal 17
Calar hal dipariuian paTibinaan tansp lanjuan, mawl paptshanan pro-
gram pambinaan bagl Anak Megaia sebagumana denidkaue dalem Fasal
11 baritlar juga teriwdan Anak Sipl,

Faua 15
Argd Siph sewaktu-wakhs capat dikloackan Sul LAPAS dpak, Berddtan-
k2n penetapan Menter Febabiman ata. peabel yang d AR 2as Der-
Attan orang na. wall, ftau orang hua sl A ek Sl

a9
EETETGUAN Mangans DErTUb 0A0 2N KEEEn Ra ET TETIONEIT anee
Sl @t 22N Rt d MIE 42puliises Manme.

Pasai 330

1] Bwya pendidisan dan Jermgindan sode; Tipd b AT =2 Sade gasgie
lean kmpacks srang taa, wall srau orang 1 saubny g

3 Daarm ra arang Boa, wel, acn orarg tus Soubews Sdok maenpn
Biayd pendidiean dun preniberaan sebacaimard daz«Sud odlan &5l
11) dbebankan kepsda Negara.

(1) Mendaimampuas sdEgaimana demzagud d8lim gpat (2] dulzsarbar
SefiF Denatynnn oo gEdian

Bad 11
BEMBIS 15401 KL POsAST ARAKATAN

Fas 3L

L1 Kepmi QAFAS warg maliksandkan pamEimtaran e

121 Calam meabsanaiin JomDimongsn fadgame™y cmabae shm
drt [1), Mepila BARAY wayb mengadean parancinian, plnand-
A, i pergerialan mr kagIHIEN PIOTAM JATLET W0AN,

13 oguatis pimmiwnby gan sebagarang Smakssd ailam ayat (1) oe
rankain (ke Farrempost Kkl urruk oenntiegtan Acars et
d@ngIn ATS ATk

Passl 12
[} Pemberhsgon Mie' didcasalan slen Femiims ) Komasy fralia=s
|2} Pembmiwngan e setagaimans Crakad Caam gyal (1Y dos
eratian kepads re tngra ehal dengen madysakat

Fusal 33

[V, Pemimbiegan  Bom  dilgSsoreasn  metba § [nga)  tanen
PEMONTIAGAN, (AT
4 At dwal
8. DYuRg Poptar | dan
£ lahap kv

[} Payeangoaraan prmamBingen dan s LRIE o whep Wiy
ditetant an mekilul pueg Tem Pengaened Purtss Me I berass
K0 dits dan Penbwnk ing Kemadyirasatan.

[3: Detd savegaimana dimeaud dadm agat (1) rer, saain hagil peria-
AL, RPN, S |SIp0rIn a7 pelkisanad pImDmingan,

(4} Fetentuar mrergend DINQITACAn, CErUSAr, GAT (e DO sBoAA-
i demiaksud daliem ayan (3} ot ke Wojet o g Ketutaan
Mgt

Pral 34

{1; DOelem meskanaan penbinosgan trhaag oo o §4R5
Meadiiedn a7 0W) PRASIEENY Yany ODuluneyr,

(1] BAPAS sabagaimaca derakssd daem ayat (1] oSag cdam
Letmrapa bigqfloas

(3 Feentuan mengoie  penguizafiosion BAPES  wenaaTUNg
dimaisd dolum apat (1) disess WOR Nt SN Naptosan
Menter.

Pl 15

Wi y g Dibimbing ol BAPA5 perhin dar

4. Terpdana Barvyarat;

b, Marapsdara, Arak Pdana, dan Anak Macad yang medaoet penite-
barsan bearsyarat aca . €. men jeang Dabas;

£ bnak Negars yang Levdasaran putvsan pergedias penibradnnya
digmrahian kepada orang fa muh atau Beden wosial,

d Anel Magars yaSg Dortasarkan Meputisan Memmer thu pestul
diinglungan Drsitorat Jendersl Penaayaraketan yang dmejuk,
EaTibingannya dsecshisen Kapade orang tud 4aun sy Beden sl

6. Ansk yang Demiaridt penetapan  pangacdiat, DimbEgatya
Ckembaskan kupad eang bud Bt wakiy,

i Anks yarg berdash a0 pubean Cengadilin, datef priard gengd:
wiran; dan

G ARk pang becdinarka potadn SMgacian, sejc MmN Bghen
karja sehagal panggiim piZans oandd.

[l
-
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Pas3l 36
i1} bimbiwan dan gengawassn Klien dilaksanzizn gleh PemBimeng
Kenasyarakatan sada BAPAS,
(21 BrPeS juga berwencng melgkzanakan
1. pengawasan orhaddp oratg e ¥t ot hadar sl CIn
orang tua atal wik agar kiw? jiBan se0aga pengasun dapat
deanuhi;
Y, pEMAnthaan terhadas SAKETDEngAn Andk HEQAE dan &
Sipil vang diasub.
[31  Hetentuan mengend gdiat dan CATE 278 PenQawEsin sITagRTUITe
Sragkaed daam st 1) atur lebin Wejul cengat HAputasn
M.

Pasdl 37

[1} Dalam hed putusen hEkm [emuiLskan pidana Lortyaras, wapn
latiban kerta sabagal penggent pecand enda, dtau peAnGRmEIAN
andk kepads orang (@ 2y wal, Juksa waph menyerankad
Terpddara dan andk yang Lers nghtan wopada 2ARAS,

(1) Peryerghar sebagiimaid dimaksud calam syet (17 eilzuian
dengan permipe atan banty 3can,

(1) Tembwan berki acara sebagamand cimalgul datam aysr (1)
dmampaikan kpada Hium Pungawas 2an Pengs AT SEDmTIf.

[4] Terpidana Bersyarm. waflh mergilat skt terud  QEogrAM
bimblrgan yang dilalssnakan sich SAFAS.

Fazi 38
(4] Penelitian Merasysrakatan yang dilakukan (Ertadad Naopidend,
feak Pdand dan Anal hegacy vang akan ditvs & ke LARES
dilakeanakan aleh BAPAS.
{1] Peneitian Kemasyarakgman ehacap anik Gela rarkANgha Bndek
pidang, dhisks: nakan untuk aembertan bantuan kepars penyidic
penurmt mum, den hakin. guta kepantegan pemariksan dakim
prosds parsdangan oangadian anik,
Guna permanke3an pongadlan wbagamans dhimakead
dalam ayat {2), bakinh wagki menga hatikan Rl Peceliian Kirma
syarpkatin BATAS,
{4} UCatam incak sders wrienitu Peneltian Keepaivaranatsn dapat deak-
sanakan berhadap Eriangice Jevass,
{41 Keteqtusn menganal piderman 334 taa cara prlakwanaan Penstan
Kamasyacakacan cratur kabeh lanjut dengan Koputusan Memtad

]

rasal 39

(1) Pembimbingan Lahag dwal sebagaimana dimaataa dalan Posa 33
syt (1) huruf B Bagp Kiicn, dimila 5 jak yarg Bersangsutan Larst
tuis sebagal Klien SAmpal deigan W [satu [ e i) as pembiir
ningan,

{4} Pembimbingan tahag [Aajuan senacgiimins difyaicsiod Aol Met it
31 wym (1) rund b bag hien, dilikseshan sefal Berskli
pemblmbiyan tahap awil samo durgan b (138 pareripat] masi
et L g,

{1} PempimEingan thap dkie ssbagaimana dimskiud datn) Pasal i
ayat (1) hund ¢ Dagl Mien, elfaksanakan Al berakehiimye tahag
pembeking® anjutan st pal dengan bewketirya rinsd EECMETY

bingan
{41 Purtahagan delam prosed pRmbambngan ¥lisin  Pemayparmkalan
citaapkan el wdang Tim Pungarmat Pemisyirtkatan BAPAS.

Pl 40

(1 Pembimbingan tahag Bl melpt

A peneremJan dae pandsftanan K,

b, pembuwan  peneltiyy  luriespinaten bk benan
perTiLa T _
penyusunan rogram pembanbingan;
palzksanagn program pes himbingan, dan
perigendalan pelalaanain program pamban bingan tshap dsal
(1] Pembimbingan tahap lanjutan migut |

3 penyusunen rogram pembimbingan anap lanyean;

b pelaksanaan progeam pewbimbingan; da

¢ pengendalian  pelaksanahn  progeiT pembimngan  Larap

lryjurtan,
{1} Pemesmibingan Lahap alhic Froatliyati |
2, penylsunan program peiniungan tatap akne,
b, plakaanaan progran pernibemongan thag nkihir;
. pangandaiss peldksanaan progrim b begar,

€

+ cerWEIET Kl UNtUR RENGTImG 1FED #enie pembimongan
cengar FarkarimIangedt Eiherat paliyonat D =T
arp Dehar; das

g pongsknran  EhEp DemlamoHEgan Whis gengin METHraE

wrgh keber grean Ak PEMOIMOINGA T 2=h F-:qde FaFss

s 4l

¥ian wrodans Desyand - oEThessEY bersyiel s b mgwang

panas YAy Goabut siEgaya selugm e ety e B puli2 sty

bl ApGUraEr 030 200, 533 [OSN2 2ani

3. menguiang: miskuan bRgak Sidisd,

B samumibotkn dkresahnl JeaT, macEddialal,

¢ udak mentdas etrriian PETRANpIN did gyarat-Sparat, Bk EpEral
hiusas ke ot Sl omm, B lrpiana Biiia 2

g sk mengiubl clis menatunl prograc peml ML At PR
dresaphsn et BARE; Mau

£ poan alamer Eiy TR BAGR aTE s amgeda BAPOS vE°T
Tamgitkmg

Fatal £
Peicaboran Sales peTDmGrTa. B el JR TS dirakeod  Zaas
Pesal ) oiti ban nien hfiten acas v Kesals BAFAS

Pasal 4]
Kinsmea menging Du gl Can il Kaguitan prrl PETCTINGST
Whan ot betah (et dicngan Sepusu? 30 et

Paagl 44

(1) Jumish Fommmeam] Remmasjarsn o saiap LEiPAL Ssxqubkin
BEgen ketat ihan

(3} BeTsagan weEn §o Slassinean oih B gt In kel
poercrEnga iU cRRMpok seia teroo jan b wesinantungas
a5 Jai cangan tand,) T Emtegan.

(1} D¥am he enmoeibing Kemasyirsbalan bdic daan T2
[RITRTON T4 SETATAL Ty, il DEETLITLAN JON HERLT
cront ofmpehian kpads Pembaming Mg parakatan et G
raselunen K30 BFPAT

Pl 45
(1) Datarn pelansstanr piilangun Kidn, BEPES dipas manihey it Jia.
Fracunful PETDEnany RaTakicEaan sl § fee parg TEmEUA
Syarar
(1] Sysrat-spe-es urculi 0aros GATgaE Bty GRur Uk PWRiAc BRIt
BEL WUTALy Teh R SUMATE Y LIherian Jodh bl didar By
|1} adelan
PR TR TR TS =
B mas £30 XA kipets fholdads qan L'CLRT ML UE TRR E
LT
¢ barmaged kepay Tuhan Yang Mana Sa
¢ pontiow rponghh eeliteyd Lihelan mACNGAE LW
ATy SobOR L
p  telat el pelathan Brnbngan 241 ponyuuhen
(¥} samntuan THEGAl ITTE CRea [ Qan Jlitlt s pangeuian Fem
Bembing Marses haran SUVIS MADRINITIRG Gt ™
Eyar L) datyr ot gegen e sint i gt

Bal Iv
Piiw MO AR MAR BRI B DAN AR CYIESK
TERALTARLET AN
2agian Permama
Syt Peraodahae

Pata ik
(1) Moraghdas Qa0 Aiak Uhlik POMGspardhatn Copan JSpuwTnean 2w
s LAF AT b LS fisih Shies Mgl LA 45 agaluid Latun rretie bs
Fpdras-ayara paindahat #
1] Sywat-4yarat pE=incifan sebaciiriaca dinakag daac dyt (L)

& i peamiodanan teetulis ¢ Pejabit y 109 Serening.
o, gilwgeap Gegon bark s by pemginean can
¢ hasi parmnbang an Ty Pergamat Parmagyaspaacin

LITTRE
{11 1y carranciansn s bagamans wrakgu dlim Pase 48 dyat (1] M
rid 8 diber kan olety |

tl‘
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3. Wonaly Wentor Allayah Deparismen Kesakimal setsmgal
dalarm hal peminiahan dalam st wiayah ker@ o Kanton
Wilayal, yang bersanghubar;

B Dweltur Joncasal Pamasy s akar= delary ke’ pemirdanan anty
wilzyah kerka Xantor Weayah Departimin Eifzsiman

Y Dalam keadsan darua:, e peninddhas DIpEL SRt $RIRM3
tsan malaly’ $argna teslomunikas,

1 lrin sebagaimana cimaksud galam eyar (1) peing @msar dasm
wakts: 4 & 24 (dua kalj Gud pusah STodt] jam seskdal permohonan §-
330 disiukan hansg Mengian dencan parmohcnan eubs, wrik
menclapatkan izin pemindahan werult,

Pasal 44
alam hal Marapdana #t3u Snak Didh Femasyisakatzn hares dipingankan
it LAPAS laby urtuk kependngan promes peradign, Kepsia LAPAS seba-
aenang dimassod dalam Pasal a8 wajit memperakes o dan pejabat
Anvg Bertargyung jawi o secara yundis 5L DE wEE pe g DarTAIgHUTED,

+ Pasal 43
slam hai Marapidena atau Anak Didk Famasyszaatan dipocahkan ke
APAS 20 untuk kepRNDNGET PErdwitan hirss atan iy, doaridn s.oal
ukan d i dokeor LARAS rlan atau kopdl s ruman sake setamat

Pasel 50
'pindaban Maramdane dan Anak Cids Pemisyi Fhuiss ke LAPAS lan
cArena lasan kepentingsn keamanan can keterucan, Ravus Glanghan
lwigen Danta acara pameThiasn,

Baan Kedua
Tata Cava Pemindahan

fasal 51

5 bamindahan Narapidana e Anak Dick Pamasyaraiaan U sty
LAPAS ke LAFAS lain dapat dilabuba dengan mengQuna=an sarana
travs, sortasi dirat, laut, Al3U udara,

(2} Penindahan  sebagmmana dimaksud Gwam  ayat (1) yenq
T utuhian wakty barmalaey Salem periadnan hars mengean o
LAPAT sty RUTAN terdokat

(3]  Pamirdsnan dlasssnakar pacs hor kerjs, kecuill delsm keaduan
mactard oapat dlakuknn sdlics tadt RNJan bEap mempetdtivan
Akt kramanan,

(4] Pemindahan MNarapdans atsu Anne Cialk Pevasyarakatin mapk
inenggurakan kancargan khusis  sLsu Sk angkut Sain gang
rnamenubil Syarat kedmenan.

Patal 51

{1} Pengawalan pumindahan diakminakan palng sesk ceh 1 [dua)
orang Peuges Pamanyarakatan.

(7} Calam hal pelaksanasn pamindafian wmeshdan  pEanganan
Iehwrsus clapak maminta bactuan phak Keplaean

(3} Pengawsan dilakukan gangan  totap  mempechackon - Pakios
kmanuin

) Pelugas Pemasvaralstan selagrimana oimaliud daam syt (1]
hiarus dlergkapl dengan dengin surat tuad dan Devlenglkapsn
pangamanar yarg diperiukin,

{5} Pemindahan Marapcana Wante atau Andk Didk Pemasyasikiatan
Wt dalam pangawmannys hards dsertai dangan Petugis Pema:

wyaralatmn Wanla
Pyl 51
[} Kepsd LAPAS  yang  nwlalsaneban  peminddnan  wagb
mmibaratadan lopada
A, Keluargy Macapicena mtau Anas Didy Parnasyarakatan yang
barsang.autan; dan

b,  Hakim Pangawas dan Pangamat Pengadilan Heger| salempat,
(1] Vepaa LAPAS sebageumany dimiksud daten ayat (1) dakam wakdu |

lﬂlmﬂﬂmﬂﬂﬂﬂﬂhmﬂﬂﬂ

Marapiding atau Anak Dk Pamasyarakatan yang tarsangkutar,

Pasyl 54
Riaya pernindahan Narapllara don Anaki [idk Pemasyarsiatin dibwrtan -
fowt hepacia Nagar.

BEEY
ELHIT FAEINARN DAL PTRIME M
Bepan Aartima
Marzpdaea

Fogal §E

(b1 Pembitaar. Waapcone  DesBETS o 20000
Lol gk N
A M3 pidacan.d RER fabe
B, meTeerul® peTnchae trgyE .,
€ Menperatan O menEhtg 2 B A
d.  mannggal dund

{71 Ceam pa pembing o Noragidane CeTEsTe 2TapETnans 1N e
galrm o (1) himf & 33 ROREMLe Sapaaee wERS
DErsAngrLran divr <@ surar semiebatan

{3 Dalam hel pembetes 2t 53 Maragiding $T387R T2 dieaiie oo
fan ayat (1) Rurd ¢ Seneds Nanindars 2] SErsaIGRLSIn sidan
04530 MBI Ul £ iDErean Smal e F T A

fEraTiaml g

Pasal 33
Mirapdang yano telah ghias mEnjEas THG ((IETEE heari L2
perrulayan ke LETOaL 3 alnya

Pasa 57

(1) Dalmn nal Maramdung mamperceh Sermzabnnst S8 VL, Resiadld
LARAS menyérabiuh pEToemiangantys - dSutd 2575 Zan e
wasannye Vepady | efikaisn vatemses, WlE-an Bagy raripdEna
NG mamporuian (G menjesng s, pesiToRGES gy [S0GH
wASANyD Chalasdr Tler BAPAS

(17 Feryeraban stbagemans Gmbsud s R (1] S%A
dengan barta acais cnmbh Lerima pilig BHTCULIONE SEREIE N
kEpactd Fakim Fengn s Jan FEICATI REEATT

Egiat 58

(1] Dalam hal Dberabrnyi perrbndsn  Nafdjdans  cebagamand
dmdksce Jatsm Pezal 55 ayet V] Paed £, Meoals Laras
metyernkiin  Janizall Neraditatd et TOl.AIAUSET WEORCH
kAT

11 Apabda pifde kohuwge S onh - § Bdal Lacaade menavTE
peEnyerhan jedsl s SEagaImEng Smauiud deeT ayat (1) e
phak |APRS wajll Memksansiin perpaTaniyad Seogan DuvE
ik gara

Lz Kartua
& e Dank rﬁ'ﬂﬂ;.‘ll]' Pl i
Parage* |
M= Hizand

Fasal 55
Keemneugn Larngairmana amakaud dalat 38 W 150 Fermie manging
AkPer Iombinsan Bag Ny apelana, barkiiy ugd 737 Ak Pdacd

raragra® §
vk i gmee

. fasal £
Periberan Ak Megard becgitir apatila Smae begars yang beriaghel
an .
B, beah mencapa umer 18 [ Jelipan belad | oty
b mamperoadh sambelienan beiyyenis,
oo menperulel cull mengnieng cenas Bt
4 manngost dusia

Punal 4}

(1 Daian hat heraihirnys panbiraan Anas N Ja-s tE2agaming dimde
o dalam Pass &0 huruf o, Kepaa LATAS angl Teifrperaiban anak
ying Dersasghkuten kepdds kb argam s MNCan deart Serit ke
Eerangan selesal manjaani pamiinaan.

[#; Datam hal tarakhinya pembinaan Andk Nugars MSayamana derak:
s dalam pasal 60 hundt D #tau ¢, Kepals LATAS g manyerstian
Anak Magara yang fersdnghotarn ke 2AAAT Mtsncat

|4 Penyershan tebbguwrcra dewbewd daam avae (1] cleuses
CErGAN DN fuart wral tima uriuk SUTETTERgan SEATIE L

At <

RAKBrrigoNs rn.aaud. Hal. 24
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Pasal &3

it} Daia= ral berakferoya pembiraan Ak hgara $enagaimiana dufiak-
sud dalam Pacal BU s o, Mupaly LAFLS Ansk miEnyEcEt e
jeaaran Anak Megara yang bertanditan wenana kaluarganys 38U
anll wanssiyd.

[, Hhoabla pitak keluargh Arau anl wereny tidlak Leratity MECeriTs
jeriazsh sebagamans dmaksn dalaT ayat (1), maka phae LAFAS
withh MESSARaNaN pamakamantys ingan oyt reGard

Faragiad 3
frak Tl

Pazesi i3
Permt ingan Anak Sipl berakh apabla Anal ol yang Larnanghutas |
4 masa penempasaniya G LAAS dnak bean. sdesh Derdasacian
pani*apan gang wdilan;
telai mencapai umur LB (aelopan belas) ahung
¢ dikeharkan cien Kepale LAPAS fnak bermasarkin alazan terlenty
ey
d. memnggal dunia

Faal b4
naiam hal berskhimya pemonaat Anal el selagaimate dirassud
dalam Pazal &3 hurul 4, b dan g, ¥ipale LAPAE f=ak rrenyerahian Andk
Sipd yang bersangsutan kepads paluargany:  dengsn ol Lt
iRrangan selesal man Ak peminasn,

Pa &t 65
Liadam hal berakhinga pemboaa Dk Sepl selagAinand dimaksud L1
tam Pasal 63 huraf d, Kepala LAPAS gk menyieedikan jendaran Badk Sl
yang bersanghutan kepaca kuhs rgana arau b wans e

Bagy n Kenga
Pambir-bingan Khen Pamadydrasatin

1 25 B

pembantangan Klien bevakhic apacia klen yang Dt kUtan |
@ sedesa pienjatan) masa pambimingin

B Scabut sEtcanya sepigs kh o, diaa

e mennggal gunia

Pagal 67

[+; Daiam hal berskhimnyd serm wnbingan Kiien seusJesmand gimasud
calam Pasal B hueaf B, kepada Kian Y&ty bow s Wighiutan Aubenkan
pura Wetmrangan pangakfe, i primbimbingac.

{1} Olam nat berskhirryl gembistingan [den sebegaimand il
dalam pasal 6 hurdl % pidk BA2AT mumberahukin kizpady Fapale
LARES, Kewiaaen Negar, Hakid Fengaeas Jan Parganat, dan
Capartaman 3080

FaB v
KETEM (LR FERALIT AN

Fisal BB
Paca snat Peraturan Parrerintah ind il becak., semus perutLiran peal
aanaan egenal pembeaan dan puromtgan Warga fraan PéTG
gyavwktan masih teap berlaky separ jang ydak bertadangan oan Sl
diganti dengan yan, baru cardasarki, Peraturan Porma irtah ni

B Wl
LVETLIRN PENUITLY

Pasal L9
Peraturan pomerintah i mulal berlale paca panggal dundangsan
dgar satiap arang mEngemnuliyE, i eratian pesguadarcan Peea-
et Fomanntah (o dengan paneTisaLnnys datam Limibaran Megara
Rispbdik Indonesa.

Citstiphas £ Jaamns
fasi fangne 19 M 1399
PRIGIDEN KEP LN INIDAESH,
§ B ]
B AFLOC N S WWRERT
Couumitin oJsiart 10 J (57 S 3
Py tEo0aa 1F M 1599
MENTERS NEGAES SECHETARLS liah-FHa
ALPUELIY, WO IRESEA,
I

PROF. DR. . MLLADE, ==

LEWEARAN NOGARA REFURL I MOTRITIA Tah N L1955 FKIMDR BB
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REPUBLIE [HDCHESLA

PEAATLIR 51 PEMERINTAN RE-UBLIK INDCHESIS
HOMOR 3¢ TAMUE 1559
TENTANG
SYARAT Db TATA CARA PELAKSANALH HAK
WARGA BINAAN PEMASYA AKATAN
PRESIDEN REPUELIK INDONES] &
Menimeang babwa galam ranglka melakaanakan ketentuan Passl
14 awat (1), Pasal 1 ayat (2), Fasdl 29 ayat (2 2an
Pasz| 36 ayag () Unaang-undirg hamor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, peru ditetaplan
Peraturan Pamerintih weataryg Syarat dan Ta@ Cars
Paaksanazn Hak Warga B'naan FeTasyarmkam,
Heng ngat {1 Pasal 5 iyt (I Undang-undang Dasar 1347
1. Undangwmndang Momor B Tanun 1031 tentang
Huburn Acara Pidana (Lembezn Negamm Twwn
(981 Momor 76, Tambaban Lembaran Hecars
Hemor 3204,
1. Undang-undang Momor 12 Tahur 1595 “entang
Pamesyaralata- (Levdaran biogers Tahun 1995
Womar 77, Tambanan Lembacan Megara Momor
3414); »
4 l..:n:lnl'q-uﬁw Womor 1 Tahun 1997 eentang
Pangadian Anal: (Lambaras Nagaca Tahus 1997
Homor J; Tambahan Lembaran Megara Nomor
1558}

MEMUTUSEAN |
FERATLRAN PEMEAINTAH TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PEIAKSAMAAN HAX WAaRGA BINAAN
PEMASYARLAKATAN,

M etk

BAf |
EETENTUAN UMUM

Pagal |
Daram Peraturan Pemerintah inl yang dimaksud dongar
1. Warga Bnaan Parasyarakacan, Tupldana, Mazaaana, anak Dk
Panasyaruiotan, Kies Pamasyorakatan, LAPAS dan BAFAS adalan
Warga Binean Puratyarskatan, Terpidana, Marspidans, Anae ik
Pemasyarakatun, Wen Peninsynatatan, LA A5 dan BAPAS senegal:
mana dimalksud dalam Undang-mdang MNomor Ld Talun 1995

bantang Pemasysraiotan.

1 Pambinain adalsh keglatan untik meninghatian ksl ketagwain
kegouta Tuhan Yang Meha Esa, intelaktual, siliap dan parilakg, profe-
sion l, kesshatan josmani dan rorani Narsoidiaca car Anak Diaik
Pamasyaatarin,

1 Panddikon dan pengajoran bdids | urahs wadar Lnth men ik
Wargs Biraan Pemasyiralaoen meblu kegatan Blnbingan atau
wetihier byl peranan-ys dmasa yan ] skon datang,

&, Peavanan kesehatan adaiah upayw promcfl, proseolif, kuratl, dan
rehablitatd ditedang lesehatan bagl Mamgidara dan Anak Dwlik
Fam wyarakatan di LAPAS,

3. Punbimbingan adalah penbenan tumtunan untvk mesnglatikan
kualras ketacwann kopada Tuhan Yang Maha B, invelsktual, dkao
adn parinkay, profesional, kessbintan Wemanl dan rotani Kien Pama.
sysrakata,

b  Renid sdalah pengurangan masa manjslen piing pang ditenkar
kmpicda Marapidara dan Anak Peana yang memanuhil syarat-gyarat
yanyg dhimrtuloen dalam. peratursn perundang undergan.

1. Parvbalazan Biriysut sdalah pited parnbleasn Marspcana dl ke
LAPAS sotmlah monjalenl sekurang-kurangnys 1/ (dua partiga)
matsa pldanarna minkmal 9 (semivan) bulan,

0, lapas Tertuka sclalah Lambagn Pemasysrakata tampat maimbing
Marupidara dan Anak ik Permasyralatan dalim kesdaan terbuks
tanga diostiingl stay dipagarl clah termbok,

¥ Mantur sdalah Macterd yeog linghup bugas dai) Lnggung lewaben e
gl autd bidang Pemasywrakatan,

niversitas Jember

BAE T
A DA EEWAJTELSN MNARAPITANS DaN
PR, THDIK FEMASTARARATAN

Begean ertana
Emadat

Fasal }
I1] Sebap Margpadera dzn Anak Lecik Pemusyarakac) DErMEs wits
melEaan dadan feu.a dangan 3gaing 08 KEDertE i ad vyl
7] |badah sebagaimana chmaksug daam ayat |1 dlakcnakan 6 Salam
LAFAS atau i luar | AFAS, SEUN dangdi progrom pamibingan.
(3] Tz cre pelaksannan Cdah SECAgRMant etk dalam ayes i)
dianur labin lanjut cemjan Keputusan Menter

Pasal 1
(1] Pada umag LAFAS wvajib Gsadtaian Derunds urius MEfmosnkan (K-
didikan dan bemberajan keagamase,
(Z) Jumish Petugas setagamans OMaksud GIET A¥AL 1), OeesLakan
Sungan keparuan liag-nap LAPAS barcasarkan pe-tinbangan wooss
(3] Calpm melgisenaican  pendde=n  dan  ymbngan  keaglmean
sebagiamana cimalous galam ayac (1, Mepaiy LWFES setempst
dapar FesQadikat kena wima dengan ostEra tEARE, Betan
kEmanyaraatian, &8 perorangan.

Fasal 4
Setap Marapidana dan andh Dk Pormasyarsietsn wajib miangibon oo

pram pendidikan dan benibegan BHama WUl i ga g G4 KEper
CHyRANMya.

Bagian Kadud
Perawatn lohani dan Perawdtan Sdsman

Pass §
Setap Moremcand 03 Acak Ok Pematyarakombn Benak maccapat
R rawatan rehan dai e

Paas 4

{1} Perawecan ronam Gebagmmand dimakses dalim Pigat S diberkss
il bmtengan retenl Gan anddean bud pekers

(2} Faooh setap LAPKS wilb deediakan petugas tembengan o an
percdadijean taoh pebad.

(1) Calm melbcindlan benbeigan den pendudbn  secaginmand
dirnalesud dalarm apat (1], Mapals LAPAS caat takerfnama dengan
Ve trkit, Dac AN We Ndty s seitin stia parcrengan

Pesa 7

(1) Seuap Marmewforni gan  Anvi Ok Pemadyiekaten  Beesak
MANGADAE [l BwAki 1 Jarrar Serupa.

& perriberun keusnpatan melsukas) o) rage 920 rakieds!,
b pemberiun pelengeasan pEkalan; gan
€. pamberian palerglacan b San mand.

[#) Femberian porengkanan sensgariana dimakss Jaam aye (1)
nurl B dan £ disksnslon gegey wmelal Terpilng dan Anak
Mgy sales dukr T,

(3] Hampioan, Anak Felirg, dan Anax Negicl mdjib FRATIARS AR
SUragAm yang el dietapkan

Faz
Pulakzaraar kemartusn orieilan madn setagiirana dindo e dalen
Fasal & &yt (1), Gan prrusdan jaman sobsgimana cirmmaud daam
Fasal 7 ayee (1) antur bk lanjut dangin epetungn Mandart,

Bagian Kt
Parcdidilan oat Pangagnn

Fasal &
Satlap LAPAS wafle mal-ktanakai begstan poncicean den pangaisran
gl Marspeiana dan Ana s Dl Perrasyarakatan.

Pessl 10
(€] Paca wtiap LAPAS wajib dismFs'con petuoas penddilan din pa. g
jaran
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Daam miglaicsanasn pandelikan dan peigajaran sebajaimana di-
maksud calam ayat (1), Kapala LAPAS dapat bekearfa sama dendan
hsmnsl  perwrintzh  yang Ingkio tugasayd  metoull  bidang
Pendidkan  dan  Kebudayasy,  dan atw  Cacan-badan
KA syarmiatan  yang bergerak  dbidang  pentichkan  das
nengaiaran,

Fasgl ||
Fandidikan dan pengzjacen by Marapidana dan Arak Ok Feng.
Syarakatan, dublsanakan df Jalaqs LAFAS,
patils Paraand abe Araw Dbk Aomisyarakata mEmbutiewan
pendidian dan pengajaran ketsh lanpue yang toai terseda di calam
LR 5, maka dapat dilabsarakan o luar LARRS.
Pendelikan dan pengujaran o dalam LAMAS disel=nggarakan
merurit durkulum yaog berlaky pada lamtaga pandidikan yang
sederajat,
Pelaksanaan penctdilan fan pargaja-in tabagaitnana dimateud ga-
iam aryat (3] inenjad Crpgung jaman Kepls LAPLS

Pasal 12
& LAPAS rengadakin perencanian, peialsanaan, gan PaNGavREA
wdéan dan penvajaran o dalam LAPAS.

Pugal 13
3 Marapuary dan Anak ik Femasyarasatan yang telal teifasi
Hesaikan perduian dan pangajaran, berhak memgertiet Sdrat
1 Tamat Bealajar dan instanu yeng berwanang

Bagian Kiempal
Feleys=an Kesehatan dan pFkanan

Pasal 14
Cetiap  Marapidana dan  Anak Dl Pemasyarsharan  barhak
mermpercieh felayanan kesshatan yany layak.
mmuﬁummmmrﬂmn dari

dedlakan sekurang-kurangnya s30rang coker dan secving tenaga
ki=nhatan lminnyy.

Pasal L®
“elayanan kesunatan dlakukan cleh dokuer LAPAS
dalam  hol colter sebapamana  dimaksed  datem ayat [1)
serhalingan, maka polayanan imsahatan tertenty gapat cilakukan
b b0 kesastin lainmya,

Pasal 15

"TricEam kesshatan dilsola sl condibi | [ patu) keall calam L
Satu] bukan dan dicatat dalam karty kessl atsn,

salam hal Maragscana atau Anal; Didlh Peinasyn skatan sda buhnan
nengenal kasahatanrys, make dokter atau BAsna  kiaharan
wnya o LAPAS wajl me akukan pemaricaasn

ipabila dar| hasd kesaharan sabagaliiang dimaksud d-
wn ayet (1] dan ayat (2) aemkan adsnya peryakit menuar say

, Mkl pecidert tareslat dirawat secars khusus

“EEntuAn MAnQanal peoawitan secan Kusus sefagaman dirralk.
bh dhalam wyat (1) diatue betsb, Lanfut dengan Kapitusan Manter,

Pamal |7

alaen hal perierta sebagumana diraksed daam Fass 16 By |11
el lUbEn  pacawmtan bl egut,  iaks  doster  CAPRS
umiberikan relovmendasl kepana Kepaly LApAS Bar palayanan
bt dlakisan o rumah sakit umum Pemieriogar & Lar LEFAS,
mwh«mmmwm#mmmumﬂw
mumn-ummmnmmm-u
a8

indacita sebagalmana dimakaud dalan ayet (2] yang dbewa dan
it & rumah sakit waylb dikawal olah Fatugas LAPAS, can Bl df
srlubonn dagat merminta Bentuar petugas kapolsian,

Py perawatan jesshotan o nunan siki Lagl pancents
babsankan kegeda nagara,

[1]

Ia]

16y

(ki

(L

{1

{2
1]

Il

(%)

{1}

()

{1
(2)

rinsmbertah i G pale KEUd ganya

Apadils Narapidana sty Siak Didlk Pemasys shan Jicuga msmng -
el sacara tdik wiiar, maka Kepals LAPAS saury malapos kepada
FEpoigian,

Jerazat Marapcant gy frak DWis SEmased dcasn yaag- badak
S3m00 kakdrganye dalim jancem westy Irld {ous kali dus Pl
ATpAL; JAm bak TEUNggAl Junis dan telat cioeniaikan secea
Iayek mpads Wi gd S0k A% wansnyd, S b g Wiyl delasana

kait Clel LAPAS, sl deraan tata CaE I0AND 0 ARDIrGrean

fiyd.

Eaiate] &2u Lt ralil, P 2patiod atau Anac Dasw Femagyardkaran
¥arg metinggal G, horus duerahban kel I=faroy By anl
e

Pemyerahin barang Mo uang Sehagemnsa dnukeud daiam Eyas
(4] Slesukan congan hara Acars

Apabia barang o cang milk hardcating 35 Ansk Dol Fena
Yparkaen yang meininggel osna wrebt waa dambd e
kEiUdga Bf2y ahl warsnyd daiam wakty £ (endm) Dudan & el
diberttatukan, mala samng atdu wany teristue Menjadl misk

negaa
Dalarms k2l barang el Marapcang mEy Ak D Famasyargaaiie
Yeng meninggal Su'lid mungandung Sk dervalt yang berbanaya,
TRKE Berang mersCOuT aJ0re dimusrankas den o Buatkan Barty
ArEty

Faai 19
Sgas. Mamapidaa e Anak Dk Temmpaeihatan  barkbah
MENCAPIS0N MBKINAN T3 Maumin seisl dengadn. jomizh e
Yk Mesianus Yyeral kemaiatan
NwEhdana  de Ak Dbk Femagyarckoun Y
berkemargacegicasn  a9rg  bukan pedudul ndonesia,  atat
Peturuk dokter disa Mberkan mikaran [ e sesual dencan
KELLELRAN O AQard Ty
Harga rmakanas jeqis n sebagaman dimakscd daism #pae (2}
Ndak maEmpas Yy ety sty pe Sua) kb gari harga makanan
NG tolah  disitukan  bag  Mardpeled dan Anak Dwldk
Pemasyarakatar

Pagal 70
Maragicana din Ak Cidik Pemagyarakatan NG Sake, hamd st
Mafyuss berhdh o ar dapatkan fdssnan LTianen sesudl gengan
petunjul doetry,
Makana tambatan jaga Aberksey bapaita Masegudars yang meslu-
kil jei3 peioeriadn bt
A dar Mardgads W winits YENG dddwi wn dalam LAPAS smepon
¥ang hir di LAPAY dopae diberi makvar, taTilahiae BOH (Cun il
dehaer, paling Bma sarnpal berumur 2 (dua) taran,
Duilamn bl pra Hhmmmmuﬁmuml.umm-
fal umur 3 {don) rahan, Wt disseathnin bigdca Eapakipa g3
Sanak kelukrga, 850 afak [ary #29 perwrtukan ibosys dan dibue
dilam sty Barita Acary.
ek bepertingad  Wesehatan  anak, Kepad  LAPAS  ospat
manemuan makooan lerbahan selan defagarans Al
dalam ayar (1) sows duarian perIMTANGIn friter,

fegal 1)
KRpald PAS Bartingung (awat ata pdng Uitar akanan, s
iMeliput -
B puNQRNaIN, pAnpemiMnar, dik) panyiighe maka an;
B RABerwhan mUkanan San Gipenutig g Ty . SOt
Can gun; dim
C permelharaar s dlean mak, makan, Zan mioum
KRURITLIN MANgen pwagesiaar, rakasan SN dirrakaaad
calarm gyal (1) Qs bitwh b g KapLusan Mentun

Fanad 37
Senap Marapidana § o & ah [ias PeIm syt an Caped merenra
TP S ludr LS soceuh mandass ik Kl ¥ LAKAS
Fakaiian ssbegaimy ng dimaicug dalien dyal | 1) sste i demrahican
keriacs Maragidana stay Loak Dk Purnas e ol mtar, Far s
diperthsa terely' dhil cleh Prougas L0785

il £3

Samiag Waragdane atw foak Dak Pevasparasn s yang e pudca, ciba
kN makaran Lmbanan -
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Paca 24

Satap erang ditarang mamber makanan dan acay MNLTIN yang depat
menin bulkan gangguan kesahytan, keamanal, dan ketertioas kbpaaa
Nasapidans dan Arak Otdic Peraogyar skatan,

Fas) 2%

Muty gan jumlah hatien makanan unl SEDubLNEN Mirephiang gan sk
Ulsk Pamaryarykatan kans sgsua tengan ktertuan peraruran perrn
dang-undangan yag bar ke,

(u

(2

{3
(<

(1]
(2}

3

)]

m

(3

[t
()
{3
(4)

(5)

(1

Baglan Kmfma
Keluhan

Pizal 26
Setiap iarapdana dan Anal Difik Parmasvarakatan berhak menyam-
patan kekhan kepada Kepals LAAS 3tas pergauan petugas atau
seama panghuni tarhariap dinnya,
Kieluha:) sabagaimana dimaksin Saja. #yat (&) disompaicar acata
perlazign torsebut banarSenar dirasakar dapt menggangy hak
aisl utmu hak-hak Merapidanag dan Arak Dags Parrasyaraiatan
yang  Dersangkutan  gs Narapiding  dan Arak  [ies
Parmasyarakatan Ly,
Maltan dapat disampalkan sacaia fisan A odsan cangan (etap
memparfatiian tats tarib LAPAS.
Ketortuan mivig anal tata carg PEVAMDAIAN dont penpaletean seh
o dibr faba Lanjue deagan Kerstusan Mante:|

Bapla; Kuenam
Bahan Bacaan din Siarsn Media Massa

Patal 37
Sctap LAPAS rownyediakan bohan bacaan, mada masr yang
by mecia cetak dan medis eiektroik.
Bahan bacaan don mecin massa webagalmana dreaksud falam 2y
{1] harug MeEnunjang  progrem  pembiraan kepribadan  dan
loernandirian anluﬂdqnmmmrmmﬂnm&
Lenentagan dengan ketentun PORLTAN b rurdang- uncangan
ya] bertaku,
Taa s mengeriai PRMIATAN QN AAr PeNGqUARAT hunss
bacaan den media massa austur labin It calf b apaly [Apa:

Pazal 20
Seting  Marapidand  dan Anak  Didl Pamzsyarakanan  yang
hey serepnan mambawa dan mandapat batan bacain atau ifoermas)
dldmmmmmmuus.hrunmmu.nm:m
LapAs,
Setiap LAPAS manyudiaban sakurmng-kurangnya 1 (st buali pasa
WeE talirlsl, 1 (gam) buah racdko penerima, gan im-adia sektronik i
Y& hdak Bectartangan dengan Peraturan pesuncanygndangan
i beralo,
Narapidaria dan Anak D1k Pemasyir sk atan alarang membawa pe
mwmmmwmﬁmnwumuam
LAPAS vniuh kepuntingan pribad,

fasal 39
fatiap Noripkdana nmhﬁuﬁhﬂkmﬂmﬁmwn&-
il

Heumiya upasl stan prein sebagaimans dimakd dalain wyat (1)
sasual dangan paraturan POTTIE NG -urIar Gens g Durlaiy,
dalany syat {3 hana

{2}

{3

2

tortant Qinnre
FUTJLOGAN SERGGE TEMd aiiiie] denh G AR

By dafiae i jan.

Zatap LAPAS wajt. menyadialan sEbrngwaungngg | (satu) ng
I7gAR krutus wnby < manaima kunngas

Fasd 7]
Fetugas PFeindigerakalsn yang b tugas dr tempat kunungan sapb
4 TRMEHWR i ravels heterangas kantees dn | pumgun g
danl

B menggeeet ceigunmng san memeriiss baraiig bawasnma
St Al QEBTUAE hrmrangan datia PRSI B By ey
1805 Derlaily, M PHIQUMIG SeBACING~E dmaksug dulzm Tt
(1) untuls wskty salanjubipe diliryrg dan telsw dibed sdar M AT
jongl  Marapdana  an Anak  Dadik Pamatyaraioman  yang
e SANGRLTIN.

Fasal 32

KLrunGan erang-coang e Simungintan nagr mrpding mati yang
peEnrulGnan o awnya ook,

Pasal 33

KETSILS™ MengunG Sy 38 Sui tacs cara R jungan SESagawaas dimak-
Susd dualarm Peal 3E dan 'ass 12 dan Peiarmanan ews jiban ELNEL P (Y
Sungbsie dalam Mgeal 13 elstur leb lanjut desvgan Mapususan Mareer,

[1]

(ES

i Fesemibilm
Remigi

Fasal Ja
Setap Narsadaca (a0 Anak fidans WAR 2L M At M e
U2y derkelZiuen Fuk barfiak mendanatks ieenal
Romes sebagasmay damatonud dalam ayat {1) danat diamibsah, aps-
Dali seiama menjalani sdans, ¥k bersangioui s
B DorhudE faes b epada regarn
B malikuan pobudtan yahy berrnacfs bapi nogara sl

LU L ETEET BT

© maakykdn pe Duatan yang memsanty o LR TR
AR Lntuk m rdapatian rems EELAAMAN hmakaud dalan
Ayt (1) dat (2) beviah g Bag) Karapigiea can e ah Sidand yang
MENURGYU fasi sa::1ke! menjalan picina

Passl 35

FaRrLLEY Mearsonal mn o distie kelin Ranjot dangin Kesenigee Prasisen

Bagin Festpuluh
Aumdasi gan Tz

Pasal 14

Sarlap Marapewu pan Ana: Cedik Pumasyaeima barhak mendapatign
il

(2

Pasat 31
Farnpidans day Ana Sk Parttac rardka an moncapetian ssimibi
Wmmw'wmlﬂnmum'
s mmw-mmmmmm
mm;nmm]rmpdlm;
-] mam:mlmnnarmmmpmm
H‘ﬁhﬂd‘WﬂSMHﬂHﬂ}mhnpm;
€ mmmmmmut:m
o Perta pedn Bl
Ao il sabagamd @ dinakssd @lam Ayt 1) capst doabur ke
a4 apatnla Marapsdar ataw Andk Ovlik Perras sheakatan metanggar
ASENILAr Garelad

Pasai 33
Terfadip Marapdar o dan Ak Cuoik Famagyarakatan yarg podang
smiml  dlakikan  perdinsln  din  wey

pembimbngan dangan ketaELan mbagai bera ¢

b untk dogabss pendidhan, fetiban bete ampdan, Lugata
mumpu.m“nwwmwwas.mmm
Facuges Lapat

B Lintuk hmllﬁtympmk hatica, Bifoerdd mandei
mmmmuwummmnm1mmm
LAPSE dan peay FAPAS,
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(2} Pewksanaan kegistan sehagamana dimakaud dalam ayzs (1) nurd b
diberitahukan secara tetids keapada Pempratah Dasreh, Kepolisin,
240 Hitdm Pangawes dan Pargamat setamoal,

racal 19
Ciaiam al asm as bag baapidana dan srak Dide Pemasyarokaian o -
calut sebagamiana cimaksud datam Fasal 37 ayat (1), maka .
2. Dep Neapdana dan Anzk Pdana, umiie bshen pertyma setesh
diplokan pencanidan bdes daget dibadkan remis,  asinias
pembebasan bersyarat, ol menjelang hebas, dan cud menguriungi

b.  dalam hal Narapidara dar Ansk Pidana yang dicaout asimissiongs
UMMk kidua kaknys rdka yang bersarglutan toak diberken hai
m.pmhmasmtu-.wt,uﬁmmm, dan we
mangurkang keluarga,

€ bap Anak Megare dan wak Spl, untuk § [ewm) bulan pertama
s20elah dilbkakan parcabuian simiatingg ddak capas rengiut e
platan asimilas).

Pacat 40

Ketenfuln mengEndl ssimiles diagr bey anjut Jengan Keputugan
L i T

Fazal 41
(1) Setip Karapelana dan Anak Dedll Pemasyzraiatan dapat diverikan
outl berupa |
b, Cuti mengunjungl kluarga; dan
b, Cuti menjelang betas.
(1] mmnmmnnmmmmmmubm
Lartaicus Dol Aok Sipl,

Passl 42

(4] Cum mangunjung kehuarga daget diberdan kecuda Naragidana dan
Arak  Didk Pemasyarabutan, berups  kesempatan  Berkumpd
bersama keluarga d tempat idemennys,

{21 Cutl sebogaimana dinaksud dalam ayat (1] dberfan paling lame 2
(dua) har atau 2 x 24 (dua ket dua pukd empat) jam,

(4} lzin o keiuarga diberdan olely Mepas LAPAS &an
wilfib dibereabusoun bepaua Kepaa BAFAS setampar

(4 wmm|mmmpummmmunu
Sangan Keputusan Manter,

Bastsan Kesedalag
Pambatasan Barsyarat

Pasal 43

(1) Setlap Marapidana dan Anak Dok Pemasyarakatan kecuall Snak
Sipt, bartiak mendagetkan pembebesan bersyarst

(4] PainbeSesan bersyacat sabagaenana dimalsod dalun ayat (1] bagl
Marapudara dan Anak Pidein satelah menjalany padand sekurieg-
kurangnya 33 {dud partiga ) dav masa pdananya dengan ketontuan
Iﬂ{ﬂmlmﬂum%kmymﬂi
{sarrbilar. ) budan,

{3, Pembebasan bersyarst bagi Arak  Negam  diberlkan  sessish
et jaan] pamisnaan selurang-kurangnya | (i) ttwn,

Prsal 44
(1] Pambaran pembobdcan bectyorst sebageimans dimsksid dalam
msum-mmnwummm

1) Pamtabasan bersyarat dapac dizsbut ok Mentur) atas usul Kepals
BAPAS dalam hal melanggar kelantuon mingenal pamstisean ter-
Wydrat.

Paval 45
) Bmbingan werhadap Marapldara, Anak Pidana, dan Anak Megara
yang diheri pamibabasan backyrt dilakaanalan cleh BAFAS,
(1) Damtingan ssbagaimana dimakiid dalem syat (1) dilakukan baik
SECATA PAMGRANQEn Maniun Ksicimpok, dangan arkals dan berkesl-
naTibung w1,

adal 46
Pencabaran pembabasan bars orat sabagaman dimakeud dalam Pl 44
ayat (1) dapat ciabasan, bila Marepidana, Ansk Pians dan azau Andk
Hagara yang sadang melskasrakan permbebasan béryyarat |

P AT itnddaua A T S pacana;

b hidug secad fea Rt LN menaotilan bersanes i s
Syaraiat am.

L4 makyy ek @y 8w

Paza 47

{1} Oalarm hal Morsghdane den Anak  Podasa pony  ponilaeta
Dersyar2inyd dals | k-

i, rds3 samE swads dioude LAPAS Diak olvis sen s il
menji2lani pidina; dan

5. unii B pertans  seteih Ghlcdo  percathsan
pembeliasan oesyarat bdak divenian remm, oot menjelang
betas, dan Cu ranguajungl kelas,

(1) Dalem fal Anak Nagore yang pambebasan becyparatnge ocaber,
ik miésa seluma besana dalam bimangan BAFAS of lar LAS2S d-
Aitung sefEns Masy pembnaan

(3} Mmteraan mengaim peToebitan Borigdas dabr B g
Junghn Kegutusan eer

Patal 49
Culam melakstraken bimbegon ssbagaimana drakud dewe Pesal 45
patugin EAPAS hare mdaiukan socrdinasl dengun dnialaan, Pangad)
i MNegar, Kepedian Nejan Reoutii [ndonasi), Parmerintah Daerah, dan
PRTHEE Magyariat gate np

Bagun kaduabelas
Cubh Men jmlang Balies

Pasy 43
(1) Cutl monjeiang betas dapat dlanian vepids
3 Managelana dan Acak Pding yang teiah rasalni 373 [dua
Perhga) msd pldang sekursgdurangnyd § [temisdan) bulan
borkelakuan balk dengan lma cutl wmd dengan rETE
terpkdr v Qeurmanya [2Ing [ama & (Eram) Bulan,
B Andk Negarm yov) pada saat mencapal usia 17 (raputy et}
@hun § (enar) bulen, dan slah Sniai cokup Sok
() ﬂwmm bubus sebogaimara dmakeid datan sy (1)
& bagi Narapians dan Anak Pdard, bapat pads st bevsamaan
dengan han Lidis yang sasungguinga,
b, Bagi Anak Nexjard, paca Ak 18 [delagan balis) taton
(3} rin Cuti Manjalang Bebiss sebagaimana dmakaud dalen syt (1) dv
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PERATURAN-PERATURAN STANDAR MINIMUM BAGI
PERLAKUAN TERHADAF NARAFPIDANA®

Disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenci
Pencegahan Kejahatan dan Perlakucn terhadsp para Pelanggar,
Diselenggarakan di Jenewa pada Tahun 1955, dan Disetujui oleh Dewan
Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 463 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan
Resolusi 2076 (LXII) T Mei 1977

Observasi-observasi Pendahuluan

Peratuma-peraturan berikut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan
secara rinci suatu sistem model lembags-lembaga pidana. Peraturan-
peraturan ini mencari hanya berdasarkan konsensus umum mengenai
pemikiran masa kini dan unsur-unsur penfing dan sistem-sisiem yang
paling memadai dewasa ini, untuk menyatakan apa yang secara umum
diterima sebagai asas dan praktik yang baik dalam periakuan terhadap
narapidana dan manajemen lembaga

Mengingat sangat beragamnya kondsi-kondis: hukum, sosial, ekonomi
dan geografi dunia, jelas bahwa ridak semua peraturan ini mampu
diterapkan pada semua tempat dan semua waktu. Peraturan-peraturan
ini, bagaimanapun juga, hams bermanfast untuk merangsang, suatu
usaha vang ietap guna mengatasi kesulitan-kesulitan praktis dalam cara
penerapan mcicka, dengan mengetahui bahwa mercka mewakili sebagai
suafu keceluruhan, kondisi-kondisi minimem yang ditenma sebagai
cocok oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di pihak lain, peranima-peraturan i mencakup bidang vang di dalamnya
pemikiran terus menerus berkembang. Peraturan-peramuran tni tidak
dimaksudkan untuk menghalang ekspenmen dan praktik-prakiik, asalkan

Sumber - MNosknh im diketip dan Peier Bache dkk  (edvorl. [nsumes Interasional Pokok-pokok

Hak-hak Asess Monoen. (Jakams Yoo san Obor lndosesiz 1997 Hal 470 pd ™
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hal-hal ini sesuai dengan asas-usas dan berssaha memayukan tujuan-
twjuan yang berasal dari naskah peraturan-peraturan itu sebaga
keseluruhan. Akan selalu dapat dibenarkan bagi admunistrasi lembaga
pemasyarakatan pusat untuk mengizinkan penyimpangan-peny im-
pangan dari peraturan-peraturan itu dalam makna ini

- {a) Bagian | dari peraturan-peraturan it mencakup manajemen umum
lembaga, dan berlaku bagi semua kategori narapidana, kriminal
atau sipil, yang belum diadili atay yang sudah dihukum termasuk
narapidana yang tunduk pada "upaya-upaya jamiman” atau upaya-
upaya korektif yang diperintahkan oleh hakim.

ib) Bagmn II berisi peraturna-peraturan yang berlaku hanya pada
kategori-kategori khusus yang dibahas dalam setiap seksi. Meskipun
demikian, peraturan-peraturan  yang berada di bawah seksi A,
berlaku pada narapidana Yang sudah dijaruhi hukuman, harus
dengan sama berlaku pada kategori-kategori narapidana yang
dibahas dalam seksi B, C dan D, asalkan Peraturan-peraturan
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang
menentukan kategori-kategori tersebut dan untuk kemanfaatan
mereka,

- f(a) Peraturan-peraturan itu tridak berusaha mengatur manajemen lembaga

yang disisipkan untuk remaja seperti lembaga Borstal atau sekolah-
sekolah pemasyarakatan, tetapi pada umumnya Bagian | akan
dengan sama berlaku dalam lembaga-lembaga tersebut.

(b} Kategori narapidana-narapidana muda akan mencakup paling sedikir
semua remaja yang berada dalam yurisdiksi pengadilan untuk
remaja. Biasanya remaja tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman
penjara.

Bagian [

Hﬂnl—-—.—-ﬁﬂ.ﬁnﬂtnﬂ-ﬂh —uﬂan-..._-ﬂuh Umum
Prinsip dasar

6. (a) Peraturan-peraturan berikut harus diterapkan secara adil. Tidak

boleh ada diskriminasi berdasarkan alasan-alasan ras, wamna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain,
En_.E“__ kebangsaan atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau
status lain.

; akinan-keyakinan
(b} Di pthak lan, adalah perlu untuk menghormati key
agama dan ajaran-ajaran moral kelompok di mana seorang narapidana

menjadi anggota.
Bukw daftar

. (a) Pada setiap tempat di mana orang-orang dipenjara harus tersimpan

; halaman-halasman
sebuah buku pendaftaran yang dibundel, ﬁ:mﬂ... . :
bernomor di H_m.unﬂ harus dimasukkan sesuai dengan setiap nampidina
yang ditenima: y W
fi) Keterang=n mengenal jati dirinya;

(i) Alasan-alasan pemenjaraannya dan wewenang uniuk itu,
(i) Hari dan jam masuknya dan pembebasannya.

{b) Tidak seorang pun dapat diterima dalam suatu lembaga tanpa
perintah pemenjaraan yang sah, di mana nncian harus sudah
dimasukkan sebelumnya dalam buku dafiar

FPemisahan kategori-kategori

Kategori-kategori narapidana vang berbeda akan dipenjarakan dalam

, lembaga-lembaga vang terpisah atau dalam bagian-bagian bagian lembaga

ikan jenis kelamin, usia. catatan kejahatan mereka.

M“h”_ ﬂ-n”nﬂ”“”u”_ﬁuaww dan kebutuhan-kebutuhan perlakuan mereka.

Dengan demkian,

{a) Pria dan wanita sejauh mungkin harus ditahan di _na_ummm-ﬁn.a_z_m.a
terpisah dalam suaty Jembaga yang menerima ___..___”m_...F saia m._._m
tetapi juga wanita keseluruhan gedung yang dialokasikan untul
wanita harus sama sekali terpisah;

{b) Para narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dan
narapidana terhukum; '

gng dihukum penjara karena utang dan para narap

- Muﬂaﬂ”“m wﬁﬂﬂ% dan u”“._mqnam vang dipenjara karena alasan
pelanggaran pidana; . . |

(d) Pama narspidana belum cukup umur harus dipenjara terpisah dari
nzrapidana dewasa.

Akomodasi

9. (a) Apabila akomodasi tidur dalam sel-sel persecrangan, maka setiap

narapidana di malam hari harus menempati satu s2l sendirian. Jika
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11,

12,

13,
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karena alasan-alasan khusus, seperti sangat penuh sementara, menjadi
perlu bagi administrasi lembaga pemasyarakatan pusat untuk
:.HEEE pengecualian terhadap peraturan ini. Adalah tidak
diinginkan mempunyai dua narapidana dalam satu sel.

(b} Apabila EEE._&BEN digunakan, asrama tersebut harus dihuni
oleh para narapidana yang secara hati-hati dipilih seperti keco-
cokannya untuk saling berteman dalam kondisi-kondisi tersebut.
Harus ada pengawasan tetap di malam hari, sesuai dengan sifat
lembaga itu.

Semua akomodasi yang disediakan uniuk keperluan para narapidana
dan terutama semua akomodasi tidur harus memenuhi semua persyaratan
._am.m:m.m:, perhatian yang semestinya diberikan pada kondisi-kondisj
iklim dan terutama isi kubik udara, ruang lantai minimum, cahaya
panas dan wventilasi. . .

p : : ! ;
cwmwam%ﬂnm ..uq__.um: di mana para narapidana diharuskan tinggal atau

(a} ”.rm;unrn. harus cukup luas untuk memungkinkan para narapidana
it au.aﬁ_ﬁﬁm atau bekerja dengan sinar alami, dan harus dikenstruksi
sedemikian rupa sehingga dapat menyediakan jalan masuk udara
segar apakah ada atau tidak ada ventilasi buatan.

{b) Sinar buatan harus disediakan cukup bagi para narapidana untuk
membaca atau bekerja tanpa merusak penglihatan.

Instalasi-instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan

setiap narapidana memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim bila
perlu dan dalam cara yang bersih dan layak,

Fﬂ.ﬁnﬂ-saﬁwﬂ. mandi dan pancuran yang memadai harus disediakan
Mm?..ummN H”E_u narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi atau

ersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim, seserin .

‘ g mungkin
diperlukan E_Ew xﬂmwmsu umum, sesuai dengan musim dan wilayah
geografis, tetapi paling sedikit sckali dalam seminggu pada iklim
sedang.

Semua oagian dari suat lembaga yang secara tetap digunakan oleh
para narapidana harus dikelola dengan tepat dan dijaga dengan cermat
tetap bersih pada semua waktuy,

16.

19,

Kebersikan pribadi

Narapidana harus menjaga badan mereka bersih, dan untuk fujuan i
mereka harus disediakan air dan peralatan-peralatan toilet seperti yang
diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan,

Agar para narapidana bisa memelihara penampilan yang baik sesuai
dengan kehormatan diri mereka, akan disediakan berbagai fasilitas
untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang lavak, dan narapidana
pria sebisa mungkin mencukur dengan teratur,

Pakaian dan tempart tidur

{a) Setiap narapidana vang tidak diperkenankan memakai pakaianny:
sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim
dan memadai untuk menjaganya dalam keschatan yang baik. Pakaian
tersebut dengan cara apa pun tidak boleh menurunkan martabat
atau menghinakan,

(b) Semua pakaian harus bersth dan dijaga dalam kondisi yang cocek.
Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan
untuk memelihara keschatin,

(¢} Dalam kondisi-kondisi pengecualian, setiap wakiu seorang
narapidana dipindahkan di luar lembaga untuk tujuan yang diizinkan,
dia harus diperkenankan mengenakan pakaiannya sendin atau pakaian
lain yang tidak menank perhatian orang.

, Jika para narapidana diperbolehkan mengenakan pakaai mereka

sendin, harus dibuat pengaturan-pengaiuran mengenai izin masuk mereka
pada lembaga untuk menjamin bahwa pakaian iiu bersih dan layvak
dipakai,

Setiap narapidana sesuai dengna standar-standar fokal atan nasional,
harus disediakan tempat tidur terpisah, dan dengan selimut terpisah
dan yang cukup bersih ketika diberikan, dijaga dalam susunan vang
baik dan diganti sesenng mungkin untuk menjamin kebersihannya

Matanun

20. {a) Setiap narapidana harus diberikan menurat pengaturannya pada

jam-jam biasa dengan makanan bernilai gizi yang memadai untuk
kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta yang

disajikan dengan baik,
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22

&3,
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fbY Air minum harus tersedia untuk setiap narapidana setiap

{a)

(b)

(a)

(b}

(c)

(a)

(b)

waktu.
Latihan dan olahraga

Setiap nEmnEEm.wmnm tidak dipekerjakan pada pekerjaan di lapangan
Em mempunyat paling sedikit satu jam latihan yang tepat setinp
hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan.

Para narapidana muda dan narapidana lainnya yang umur dan
fisiknya sesuai, Larus menerima pelatihan jasmani dan rekreasi
selama wakm latihan, Untuk tujuan ini harus disediakan ruang
instalasi-instalasi dan peralatan.

Pelayanan kesehatan

Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan-pelayanan, paling
sedikit satu orang pejabat kesehatan yang memenuhi syarat di
mana harus memiliki beberapa pengetahuan psikiatri. Pelayanan-
pelayanan kesehatan harus diorganisasi dalam hubungan yang
dekat dengan administrasi kesehatan umum masyarakat atau negara.
Pelayanan-pelayanan medis ini mencakup pelayanan psikiatri untuk
diagnosis-diagnosis, dan dalam kasus-kasus yang tepat, perawatan
Negara terhadap kelainan mental,

H.E.m. u_,ﬁmﬂﬂﬁ_u yang sakit yang memerlukan pengobatan dokter
spesialis harus dipindahkan ke lembaga-lembaga khusus atau ke
rumah sakit sipil. Apabila fasilitas-fasilitas rumah sakit disediakan
dalam suatu lembaga, maka peralatan, perlengapan dan pemasokan
obat-obatannya harus tepat dan harus ada staf pegawai terlatih.
Pelayanan-pelayanan seorang petugas gigi yang memenuhi syarat
harus tersedia untuk setiap narapidana.

Pada lembaga pemasyarakatan wanita harus ada akomodasi khusus
untuk semua perawatan sebelum dan sesudah melahirkan dan
ﬂm_ﬁoamg yang diperlukan. Pengaturan-pengaturan harus dibuat
& mana pun dapat diiaksanakan untuk anak-anak yang harus
dilahirkan di svatn ramah sakit di iusr lembaga. Jika seorang anak
m:nwims di dalam lembaga pemasvarakatan, maka kenyataan 1ini
tidak dapat disebutkan dalam akta kelahiran.

J—.ﬁw:n perawatan bayi-bayi diperkenankan untuk tetap dilakukan
di dalam lembaga bersama-sama dengan ibu mereka, maka harus

dibuat pengaturan untuk perawatan dengan staf pegawai yang
memenuhi syarat, di mana bayi-bayi itu harus ditempatkan apabila
tidak sedang dalam perawatan ibu-ibu mereka

24, Para petugas kesehatan harus melihat dan meneliti setiap narapidana
sesegera mungkin sesudah penenmaannya dan selanjutnya bila perlu,
dengan tujuan terutama untuk penemuan penyakit jasmani atau penyakit
mental dan pengambilan semua tindakan yang perlu, pemisahan
narapidana yang diduga terjangkit penyakit infeks) atay menular, penca-
tatan kelemahan-kelemahan jasmani ataw mental yang mungkin meng-
hambat rehabilitasi dan penentuan kernampuan jasmani setiap narapidana

untuk bekerja.

25. (=)

(b)

26. {a)

(b)

Petugas kesehatan harus merawat kesshatan jasmani dan mental
para narapidana, dan setiap hari harus melihat semua parapidana
vang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan narapidand mana pun
vang membutuhkan perhatian khusus.

Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direkiur lembaga
setiap waktu bilamana dia menganggap bahwa kesehatan jasmani
atau mental seorang narapidana sudah atau akan secars membaha-

yakan terpenganih oleh setiap keadaan pemenjaraan,

Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi
nasihat kepada direktur lembaga mengenai:

(i) Jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan,

(ii) Kesehatan dan kebersihan lembaga dan para narapidana,

(iii) Kebersihan, panas, sinar dan ventilasi lembaga;

{1v) Kesesuaian dan kebersihan pakaian dan selimul para nara-
pidana;

(vl Pentaatan terthadap peraturan-peraturan mengenar pendidikan
jasmani dan olahraga, dalam kasus-Kasus apabila tdak ada
personel teknis vang bertanggung jawab atas akiivitas-aktivitas
1mnu

Direktur lembaga harus mempertimbangkan berbagai laporzn dan
nasihat, yang disampaikan oleh petugas kesehatan sesvai deéngan
peraturan 25 (2) dan 26 dan, dalam kasus dia semju dengan
rekomendasi yang dibuat, harus mengambil langkah-langkah segera
untuk memberlakukan rekomendasi-rekomendasi tersebut; jika
mereka tidak berada dalam kewenangannya artau kalau dia tdak
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menyetujui rekomendasi-rekomendasi tersebut, dia harus segera
menyampaikan laporannya sendin dan nasihat petugas kesehatan
kepada penguasa yang lebih tinggi.

Disiplin dan Hukuman

27. Disiplin dan perintah harus dipertahankan dengan ketegasan. tetapi

tanpa pembatasan yang melebihi danpada vang diperlukan untuk
keselamatan par narapidana dan kehidupan masyarakat vang tenata
baik.

28. (a) Tidak sam pun narapidana boleh dipekerjakan pada pelayanan

lembaga, dalam kapasitas disiplin apa pun.

(b) Peraturan ini, bagaimanapun juga, tidak dapat menghalangi
berfungsinya secara tepat sistem-sistem yang didasarkan pada
berpemerintahan-sendiri, di mana aktivitas-aktivitas sosial pendidikan
atau olahraga ditetapkan atau pertanggungjawaban dipercavakan
di bawah pengawasan, kepada para narapidana vang dibentuk
menjadi kelompok-kelompok untuk tujuan penyembuhan.

29. Berikut ini harus selalu ditetapkan dengan undang-undang atau dengan

pengaturan penguasa administratif yang berwenang:

(a) Tingkah laku yang merupakan pelanggaran disiplin;

{(b) Jenis-jenis dan lama hukuman yang dapat dikenakan;

{(c) Penguasa yaug berwenang untuk memberikan hukuman tersebut:

30. (a) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuali sesuai dengan

syarat-syarat undang-undang atau pengaturan tersebut, dan :idak
pemah dihukum dua kali untuk pelanggaran vang sama.

(b) Tidak seorang narapidana pun dapat dihukum kecuali dia telah
diberitahukan mengenai pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya
dan telah diberi kesempatan yang tepat untuk menyampaikan
pembelaannya. Penguasa yang berwenang harus melakukan pemerik-
saan yang teliti pada kasus it.

“(c) Apabila diperlukan dan dapat dilaksanakan para narapidana akan

diperkenankan membuat pembelaannya melalui seorang penerjemah.

31. Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap, dan

semua hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat,
harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-
pelanggaran disiplin.

i H

33

fa) Hukuman dengan kurungan yang pengap atau pengurangan makanan
samna sekali tidak dapat dikenakan kecuali perugas kesehatan telah
memeriksa narapidana tersebut dan diterangkan secars tertulis
bahwa dia dapat menahannya.

{h) Svarat-syarat vang sama harus diberlakukan pada hukuman lain
apa pun yang mungkin berbahaya untuk kesehatan jasmani atau
mental seorang narapidana. Hukuman tersebut sama sekall tidak
boleh bertentangan atau menyimpang dur asas vang dinyatakan
dalam aturan 31

{c) Perugas kesehatan setiap hari harus mengunjungi para narapidana
yang sedang mengalami hukuman semacam ity dan harus menasihati
direkiur lambaga kalau dia menganggap penghentian atau perubahan
hukuman diperlukan atas alasan-alasan kesehatan jasmani dan
mental,

Alat-alat penahanan

Alat-alat penahanan, seperti borgol, rantai, besi dan baju khusus untuk
narapidana, sama sekali tidak dapat diterapkan sebagai hukuman. Lebih
jauh lagi, rantai atau besi sama sekali tidak dapat digunakan sebaga)
penahanan. Alat-alat penahanan lain tidak dapat digunakan kecuali
dalam kondisi-kondisi benkut:

fa} Sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan melarikan
diri selama suar pemindahan, asalkan alat-alat penahanan tersebut
akan dilepaskan pada saat narapidana itu tampil di depan suaru
pengadilan atau penguasa administratif,

(b} Karena alasan-alasan ketehatan dengan petonjuk petugas Kese-
hatan: .

{c) Dengan perintah direktur lembaga, kalau metode-metode pengen-
dalian vang lain gagal, agar dapat mencegal seorang narapidana
untuk ridak melukai dinnya sendiri atau orang lain, atau meerusak
harta benda, dalam kondisi-kondisi semacam it direktur lembaga
harus segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan, dan melaporkan
kepada penguasa administzati® yang lebib tinggi

Pola-pola dan cara penggunaan alat-alat penahanan akan diputuskan
oleh administrasi lembaga pemasyarakatan pusar. Alat-alat tersebut
tidak harus diterapkon untuk periode kapan nun yang lebih lama dar
vang sepenuhnya diperlukan.
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35

26

KTA

38.

208

Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana

ta) Setiap narapidana pada saat masuk lembaga harus diberi informasi
tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap
para narapidana pada kategor dirinya, perysaratan-persyaratan
disiplin lembaga, metode-metode mencari informasi dan mengajukan
keluhan yang diizinkan, dan semua persoalan lain seperti vang
diperlukan untuk memungkinkan dia mengerti bukan saja hak-hak
tetapi juga kewajiban-kewajibannya dan untuk menyesuaikan diri
pada kehidupan lembaga,

(b} Jikalau seorang narapidana adalah buta humf, maka informasi
tersebut di atas harus disajikan kepadanya secara lisan.

{a) Setiap narapidana harus mempunyai kesempatan dalam setiap
minggu, hari untuk mengajukan permohonan atau keluhan kepada
direktur lembaga atan pejabat yang diberi kuasa untuk mewa-
kilinya.

{b) Harus dimungkinkan untuk mengajukan permohonan atau keluhan
kepada pengawas lembaga pemasyarakatan selama peninjauannya.
Narapidana harus mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan
pengawas atau pejabat lain mana pun yang sedang meninjau tanpa
kehadiran direktur lembaga atan anggota-anggota staf yang lain.

{¢) Setiap narapidana harus diperkenankan mengajukan permohonan
atau keluhan, tanpa penyensoran mengenai penggantian tetapi
dalam bentuk yang tepat, kepada administrasi lembaga pemasya-
rakatan pusat, penguasa pengadilan atau para penguasa lain yang
tepat melalui saluran-saluran yang disetujui.

(d) Kecuali dengan jelas tidak keruvan atau tanpa ealasan, setiap

permohonan atau keluhan harus segera dibicarakan dan dijawab
tanpa penundaan yang berlamt-larur.

Hubungan dengan dunia luar

Para narapidana harus diperkenankan di bawah pengawasan vang perln
untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik merska
pada jarak waktu yang tetap, bukan saja dengan korespondensi tetapi
juga dengan menerima kunjungan,

(a) Para narapidana yang merupakan warga negara asing harus diberi
berbagai fasilitas yany layak untuk berkomunikasi dengan perwakilan

diplomatik atau perwakilan konsuler dari Negara di mana mereka
menjadi warga negara,

(b) Para narapidana yang merupakan warga negara dari Negara-negara
tanpa perwakilan diplomatik atau perwakilan konsulernya di Negara
itu dan para pengungsi atau orang-orang yang udak berke-
warganegaraan harus diberi berbagai fasilitas yang sama untuk
berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dam Negara yang
mempunyai tanggung jawab atas kepentingan-kepentingan mereka
atau penguasa nasional atau penguasa iniernasional mana pun yang
tugasnya melindungi orang-orang semacarm itu,

39 Para parapidana harus terus diberi informasi secara terafur mengenat

41.

artikel-artikel berita vang lebih penting dengan membaca surat
kabar, penerbitan-penerbitan berkala atau Jembaga penerbitan khusus,
dengan mendengarkan siaran-siaran radio, dengan kuliah-kulizh, atau
dengan sarana-sarana serupa apa pun sebagaimana yang diperbolehkan
atau diawasi oleh administrasi lembaga

Buku

Setiap lembaga harus mempunyai perpustakaan unmk digunakan oleh
semua kategori narapidana, yang dengan memadai diisi bukan saja
dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan narapidana
didorong untuk menggunakannys dengan sepenuhnya.

Acama

{a} Jikalau l[embaga menampung para narapidana beragama yang sama
dalam jumlah yang cukup, suatu perwakilan yang memenuhi syarat
dan agama tersebut harus ditunjuk atau disetujui. Jikaiau jumniai
narapidana membenarkannya dan kondisi-kondisi mengizinkan,
pengdturannya harus atas dasar sehari penuh,

ih) Suatu perwakilan yang memenuhi syarat, vang ditunjuk atan di-
selujul menurut ketentuan ayat 1 akan diperkenankan melakukan
pelayanan-pelayanan tetap dan kunjungan-kumungan keagamaan
secara pribadi kepada para parapidana yvang seagama dengan dia
pada waktu-waktu vang tepat.

{c) Akses ke suatu perwakilan agama apa pun yang memenuhi syarat
tidak boleh ditolak pada narapidana apa pun. Pada sisi lain, kalaw
ada narapidana yang menolak suato kunjungan perwakilan agania
apa pun, sikap dia harus sepenuhnya dihormati.
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42. Sejauh dapat dipraktikkan, setiap narapidana harus diperkenankan me-
menuhi kebutuhan-kebutuhan kehidupan agamanya dengan meng-
hadiri pelayanan-pelayanan yang disediakan dalam lembaga dan
memiliki sendiri buku-buku mengenai ibadat agama dan perintzh
agamanya, :

43. (a)

(b)

(c)

(d)

44, (a)

210

Penyimpanan harta kekayaan narapidana

Semua uvang, barang-barang berharga, pakaian dan harta benda-
harta benda lain milik seorang narapidana, yang menurut peraturan-
peraturan lembaga dia tidak diperkenankan menyimpan, pada
waktu dia masuk lembaga, harus ditempatkan dalam penjagaan
yang aman. Suatu daftar terinci mengenai harta miliknya harus
ditandatanani oleh narapidana itu. Langkah-langkah harus diambil
untuk menyimpannya dalam keadaan yang baik.

Pada wakt pembebasan narapidana semua barang dan uang
tersebut harus dikembalikan kepadanya kecuali sejanh yang dia
telah kuasakan untuk menggunakan uang atau mengirimkan harta
kekayaan tersebut mana pun keluar lembaga atau telah ditemukan
diperlukan atas alasan-alasan kesehatan untuk memusnahkan
barang pakaian apapun. Narapidana harus menandatangani bukti
penerimaan untuk barang-barang atau uang yang dikembalikan
kepadanya,

Uang atau harta benda apa pun yang diterima untuk seorang
narapidana dari pihak luar harus diperlakukan dalam cara yang
sama.

Tikalan seorang narapidana membawa masuk obat bius atau obat-
chatan apa pun, petugas kesehatan harus MENEtapkan penggunaan
obat-obatan tersebut.

Pemberitahuan mengenai kzmatian, sakit,
pemindahan, dan sebagainya

Terhadap kematian atau sakit keras atan luka berat yang menimpa
seorang narapidana, atau pemindahannya ke suatu lembaga untuk
perawatan penyakit mental, direkiar lembaga harus segera
memberitahukan kepada suami atau istrinya, kalan narapidana
yang bersangkutan sudah kawin, atau kepada keluarga terdekatnya,
dan dalam setiap kejadian, harus memberitahukan kepada orang
lain mana pun yang ditunjuk sebelumnya oleh narapidana,

45,

46,

(b)

(<)

ia)

(b)

(<)

{a)

{b)

{e)

Seorang narapidana harus segera diberi tahu mengenai kematian
atau sakit kerasnya keluarga dekat mana pun. Dalam sakit kerasnya
seorang keluarga dekat, narapidana harus diperkenankan, setiap
waktu keadaan mengizinkan, besuk dengan pengawalan atau
sendirian,

Setiap narapidana berhak berhak segera memberitahukan kepada
keinarganya tentang pemenjaraannva atau pemindahannya ke
lembaga yang lainnva

Pemindahan narapidana

Ketika para narapidana sedang dipindahkan ke atau dari suaru
lembaga, mereka harus sedikit mungkin ditampakkan di hadapan
masyarakat dan penjagaan yang tepat harus dilakukan untuk
melindungi mereka dar penghinaan, keingintahuan dan publisitas
dalam bentuk apa pun,

Angkutan narapidana dalam kendaraan dengan ventilasi atau cahaya
yang tidak memadai, atau dalam cara apa pun yang akan menjadikan
mereka sasaran penderitaan jasmani yang tidak perlu, harus dilarang,

Angkutan narapidana harus dilaksanakan atas pembiayaan
administrasi dan kondisi-kondisi yang sama harus dinikmati semua
narapidana,

FPersonel lembaga

Administrasi lembaga pemasyarakatan, harus mempersiapkan
pemilihan yang cermat setiap tingkat personel, karena lembaga-
lembaga administyasi yang tepat tergantung pada integritas, kema-
nusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka
dalam pekerjaan,

Administrasi lembaga pemasyarakatan harus dengan terus menerus
berusaha membangkitkan dan memlihara dalam benak bukan saja
personel lembaga tetapi juga khalavak umum kevakinan bahwa
pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting,
dan untuk mjuan ini semua sarana yang tepat harus digunakan
untuk inemberikan informasi hepada khalayak umum.

Untuk menjamin tujuan-tujuan tersebut di atas, personel harus
ditunjuk untuk bertugas sehari nenuh sebagai petugas lembaga
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47,

48,

49,

212

(a)

(b}

(e}

pemasyarakatan yang profesional dan mempunyai status pegawai
sipil dengan pekerjaan tetap menjaga keamanan, yang tunduk
hanya pada tingkah laku yang baik, efisiensi dan kemampuan
jasmani. Gaji harus memadai untuk menarik dan mempertahankan
personel pria dan wanit ayang cocok dengan tugasnya, keuntungan-
keuntungan pekerjaan dan kondisi-kondisi pelayanan harus menye-
nangkan mengingat jenis pekerjaan yang membutuhkan keahlian.

Personel lembaga harus memilika standar pendidikan dan kecerdasan
yang memadai.

Sebelum memasuki tugas, personel lembaga akan diben kuorsus
pelatithan dalam tugas-tugas umum dan khusus mereka dan
dipersyaratkan lulus tes teori dan prakiik.

Sesudah memasoki wgas dan selama karier mereka, personel harus
memperiahankan dan memperbaiki pengetahuan dan kemampuan
profesional mereka dengan mengikuti berbagai kursus mengenai
pelatihan jabatan yang diselenggarakan pada selang wakiu yang
lepat.

Semua anggota personel harus terus-menerus bertingkah laku baik dan
melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi
teladan kepada para narapidana dan membangkitkan penghormatan
mereka,

(a)

{b)

(a)

(1)

(c)

Sejauh mungkin, personel lembaga harus mencakup sejumlah ahli
vang ‘cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial,
guru dan instrukmr perdagangan.

Pelayanan-pelayanan para pekerja sosial, guru dan instruktur
perdagangan harus dijamin atas dasar yang permanen, dengan cara
demikian tanpa mengesampingkan pekerja tidak tetap atau pekerja
sukarela,

Direktur suatu lembaga harus dengan memadai memenuhi
persyaratan untuk gasnya dengan watak, kemampuan administratif,
pelatinan yang cocok dan pengalaman.

Dia harus mencurahkan seluruh waktinya pada mgas-weas resminya
dan tidak boleh ditunjuk atas dasar tidak tetap.

Dia harus bertempur tinggal i sekitar gedung-gedung lembaga
atau berdekawan sekali dengan lembaga.

(d)

51. (a)

(b)

52. (a)

(b)

53. (a)

54. (a)

Apabila dua lembaga atau lebih berada di bawah penguasaan
seorang direktur lembaga, dia haros mengunjungi masing-masing
lembaga pada sedlang waktu yang sering. Seorang pejabat tetap
yang bertanggung jawab harus ditugaskan sebagai pimpinan masing-
masing lembaga i,

Direktur lembaga, wakilnya, dan mayoritas personel lembaga
vang lain harus dapat berbicara dalam bahasa sejumlah terbesar
narapidana, atau bahasa yang dimengerti oleh sejumish terbesar
narapidana,

Setiap waktu diperlukan, pelayanan seorang penerjemah harus
digunakan,

Pada lembaga-lembaga yang cukup luas schingga memerlukan
pelayanan satu orang petugas kesehatan tetap atau lebih, paling
sedikit satu di antara mereka harus bertempat tinggal di geduny
lembaga atau di tempat yang sangat berdekatan dengan lembaga.

Pada lembaga-lembaga yang lain petugas kesehatannya harus
berkunjung setiap hari dan harus bemempat tinggal cukup dekal
sehingga memungkinkan untuk datang tanpa penundazn dalam
kasus-kasus darural.

Pada lembaga yang diperuntukkan bagi para pria maupun wanita,
bagian lembaga yang disisihkan untuk wamta harus di bawah
penguasaan seorang pelugas wanita yvang bertanggung jawab dan
harus memiliki kekuasaan meniaga kunci-kunci semua bagian

lembaga itu,

Tidak seoranz pun anggeta sraf pria diperbolehkan memasuk
bagian lembaga vang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani
oleh secrang petugas wanita,

Narapidana wanizz harus dikadirkan dan diawasi hanyz oleh petugas
wanita. Hal ini, bagaimanapun juga, tidak mengesampingkan anggota
staf pria, terutama dokter dan guru, dari melaksanakan wgas
profesional mereka pada lembaga-lembaga ztau bagian-bagian
lenibaga yang disisihkan unatuk wanita,

Para petugas lembaga, dalam hubungan mereka dengan narapidana,

tidak  boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam memperia-
hankan diri atav dalam kasus-kasvs uszha melerikan dir, atau
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perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang
didasarkan pada undang-undang atau peraturan. Para petugas yang
_umwmm. menggunakan cara lain pada kekerasan tidak holeh

~enggunakannya berlebihan dan harus segera melaporkan kejadian
itu kepada direktur lembaga,

(b) Para petugas lembaga pemasyarakatan harus diberi pelatihan fisik
khusus untuk memungkinkan meeka mengendalikan para nara-
pidana yang agresif.

{c} Kecuali dalam kondisi-kondisi khusus, staf yang melaksanakan
fugas-tugas yang mengakibatkan mereka harus berhadapan langsung
dengan para narapidana tidak boleh dipersenjatai. Lebih jauh lagi
staf dalam keadaan apa pun juga tidak akan diberi senjata kecuali
mereka dilatih dalam penggunaannya,

Pengawasan

Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga-lembaga hukuman
dan_pelayanan-pelayanan oleh pengawas yang ruemenuhi syarat dan
berpengalaman yang ditunjuk oleh seorang penguasa berwenang. Tugas
mereka terutama adalah menjamin bahwa lembaga-lembaga ini dikelola
sesual dengan perundang-undangan dan perafuran-peraturan yang ada,
dan dengan tujuan mewujudkan pelayanan-pelayanan hukuman dan
perbaikan.

Bagian II
PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU
FADA KATEGORI KHUSUS

A. Narapidana Hukuman

Prinsip-prinsip pedoman

Priisip-prinsip pedoman sesudah ini dimaksudkan untuk menunjukkan
semangat yang di dalamnya lembaga-lembaga penghukuman  harus
dilaksanakan dan tujuan-tujuan di mana mereka harus diarahkan, sesuai
dengan deklarasi yang dibuat menumat Pengamatan Pendahuluan |
Naskah ini.

Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan pemutusan
seorang pelanggar dari dunia luar adalah bersifat penderitaan karena
sebenarnya telah mengambil dari seseorang hak-atas penentuan nasib

58,

39

&0

61,

sendiri dengan merampas kebebasannya. Oleh karena ito sistem lembaga
pemasyarakatan, kecuali sebagai kebetulan atas pemisahan yang dapat
dibenarkan atau pemelibaraan disiplin, tidak boleh memperburuk
penderitaannya.

Tujuan dan pembenaran suatu hukuman pemenjaraan, atau upaya serupa
vang sifatnya merampas kebebasan adalah akhimya melindung:
masyarakat dan kejahatan. Tujuan ini hanya dapar dicapai kalau jangka
waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejavh mungkin, bahwa
sekembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mav
tetapi juga dapat menjadi seorang vang mematuhi hukum dan dapat
hidup mandiri.

Untuk tujuan ini, maka lembaga pemasyarakatan harus mendayagunakan
sermua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spintoal dan kekuatan-
kekuatan lain dan bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia,
dan harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
perlakvan perseorangan para narapidana,

(al Pengaturan lembaga harus berusaha meminimalkan berbagai
perbedaan di antara kehidupan lembaga pemasyarakatan dan
kehidupan bebas yang bertujuan untuk mengurangi pertanggung-
jawaban para narapidana atau penghormatan karena martabar
mereka sebagai insan manusia,

(b) Sebelum selesainya hukuman, diinginkan bahwa perlu diambil
tindakan-tindakan untuk menjemin bagl narapidana suatu
pengembalian sscara bertahap pada kehidopan dalam masyarakat.
Sasaran ini mungkin dicapai tergantuns pada kasus itu d=ngan
suaf pengaturan pra-pembebasan vang diorganisasi dalam lembaga
yang sama, atau pada lembaga lain vang tepat atau. dengan
pembebasan percobaan di bawah beberapa macam pengawasai,
vang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi harus digabung
dengan bantuan sosizl vang efektif,

Perlakuan terhadap para narapidana harus menekankan tidak pada
pengesampingan mereka dari masyarakat, tetapi pada bagian abadi
mereka dalam masyarakat. Badan-badan masyarakat, oleh karenanya,
harus didaflarkan di mana pun mungkin, untuk membantu staf lembaga
dalam melakukan rehabilitasi sosial para narapidana. Harus ada hubungan
dengan setiap lembaga pekerja-pekerja sosial yang dibebani tugas
memelihara dan memperbaiki semua hubungan yang diinginkan dari
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seorang narapidana dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosia!
yang berharga. Langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi,
sampai sejauh maksimum sesuai dengan undang-undang dan hukuman,
hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan sipil, hak-hak
Jaminan sosial dan dana sosial narapidana yang lain.

Pelayanan-pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan harus
berusaha menelusuri dan harus merawar sakit jasmani atau sakit mental
apa pun aiau kelemahan-kelemahan vang mungkin meznghambai
rekabilitast seorang narapidana, Semua pelayanan kesehatan, bedah dan
psikiatri yang diperlukan harus disediakan untuk tujuan tersebut,

{a) Pemenuhan prinsip-prinsip ini memerlukan perlakuan perse-
orangan dan untuk tujuan ini suatu sistem yang luwes mengena
klasifikasi narapidana dalam berbagai kelompok, karena im
diinginkan bahwa berbagai kelompok tersebut harus dibagi-bagikan
dalam lembaga-lembaga terpisah agar perlakuan terhadap setiap
kelompok dapat terwujud.

(b) Lembaga-lembaga ini tidak perlu menyediakan tingkat jaminan
yang sama untuk setiap kelompok. Adalah diinginkan untuk
, menyediakan beragam tingkat jaminan sesuai dengan kebunthan-
kebutuhan berbagai kelompok yang berbeda. Lembaga-lembaga
yang terbuka, dengan kenyataan yang sebenarmya bahwa lembaga-
lembaga tersebut tidak menyediakan keamanan fisik apa pun terhadap
kemungkinan melarikan diri tetapi hanya mengandalkan pada disiplin
diri para penghuni, memberikan kondisi-kondisi yang paling
menguntungkan untuk rehabilitasi para narapidana yang dipilih
dengan cermat,

(c) Adalah diinginkan bahwa jumlah narapidana dalam lembaga
pemasyarakatan yang tertutup tidak boleh besar karena akan
mengurangi pelaksanaan perlakuan perseorangan. Di beberapa
Negara dianggap baliwa penghuni lembagza pemasyarakatan tersebut
tidak boleh melebihi lima ratus orang. Pada lembaga pemasyarakatan
yang terbuka penghuninya harus sesedikit mungkin.

(d) Di lain pihak, adalah tidak diinginkan menyeienggarakan lembaga-
lembaga pemasyarakatan yang sedemikian kecil sehingga tidak
dapat tersedia berbagai fasilitas yang layak.

Kewajiban masyarakat tidak berakhir dengan pembebasan seorang

65.

narapidana. Oleh karenanya harus ada badan-badan pemerintah atau
swasta y ang mampu memberikan kepada narapidana yang sudzh
dibebaskan perawatan sesudahnya yang efisien, yang nE-H.__mE pada
pengurangan prasangka terhadapnya dan pada rehabilitasi sosialnva.

Perlakuan

Perlakan terhadap orang-orang yang dihukom pemenjaraan atau suatu
tindakan yang serupa harus memiliki sebagal rujuannya, sejauh mana
hukumannya mengizinkan, untuk mempersiapkan dan membentuk n&_ﬁ._
diri mereka kemauan untuk menjadi orang yang taat hukum dan hidup
mandiri sesudah dibebaskan, Perlakuan ini diharapkan dapat :E:aﬁaozm
menghormati diri mereka dan mengembangkan rasa tanggung jawab

mereka.

66. (a) Untuk tujuan-tujuan ini, semua sarana yang tepat harus digunakan,

67. Tujuan-mjuan klasifikasi adalah:

termasuk pembinaan agama di MNegara-negara yang _J.E_ int
memungkinkan, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan,
kerja kesejahteraan sosial, penyulohan pekerjaan, pengembangan
fisik dan memperkuat watak moral, sesuai dengan Wna_._E_...E._.
kebutuhan perorangan setiap narapidana, dengan memperhatikan
sejarah sosial dan sejarah kejahatannya, _nnEEu_.___:mu-wnEmE._Em:
fisik dan mentalnya dan kecerdasamnya, temperamen pribadinya,
lama hukumannya, dan prospeknya sesudah pembebasannya.

{b) Bagi setiap narapidana dengan hukuman yang pantas lama, Eﬁnfﬁ
lembaga sesegera mungkin setelah penahannya, harus mencrima
laporan-laporan lengkap mengenai sermua persoalan vang ditunjuk
dalam ayat terdahulu. Laporan-laporen tersebut harus .mlmE
memasukkan satu laporan oleh seorang petugas kesehatan, di mana
pun mungkin, yang memenuhi syarat dalam psikiatn mengenal
keadaan fisik dan mental narapidana.

(c) Laporai-laporan dan dokumen-dokumen lain yang .Rmm.._nz harus
ditempatkan dalam berkas perorargan. Berkas ini .sm:; terus
diperbarui dan diklasifikasikan dalam suatu cara schingga .m_m.?.:
dikonsultasikan oleh personel vang berianggung yawab setiap waxtu
kebutuhan muncul,

Klasifikasi dan persesrangan
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(a) En:EmEh dari yang lain, para narapidana yang karena alasan
catatan kejahatan mereka atau watak mereka yang buruk, yang
mungkin untuk melakukan suatu pengaruh jelek;

ib) Kﬁiauﬂ para narapidana menjadi kelas-kelas, agar dapat memben
fasilitas pada perlakuan mereka dengan maksud untuk rehabilitasi
sosial mereka,

Sejauh mungkin lembaga-lembaga yang terpisah atau bagian-bagian
lembaga yang terpisah harus digunakan untuk perlakuan terhadap
kelas-kelas narapidana yang berbeda.

Secepat mungkin sesudah penshanannya dan sesudah suatu studi
mengenai kepribadian setiap narapidana dengan hukuman yang pantas
FEP.EEE suatu program perlakuan harus disiapkan baginya dengan
mengingat pengetahuan yang diperoleh mengenai keburuhan-kebutuhan
perorangannya, kemampuannya dan wataknya.

Hak-hak istimewa

Setiap sistem hak-hak istimewa yang tepat untuk berbagai kelas
narapidana yang berbeda dan metode-metode perlakuan yang berbeda
harus dibuat pada setiap lembaga agar dapat mendorong tingkah laku
yang baik, mengembangkan rasa tanggung jawab, dan menjamin
rav_wﬂ“ammn dan kerja sama para narapidana dalam perlakuan terhadap
mereka.

Pekerjaan

(a) Bekerja di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menyebabkan
penderitaan.
(b) Semua narapidana hukuman diwajibkan bekerja, dengan tunduk

pada kesehatan fisik dan mental mereka seperti yang ditetapkan
oleh petugas kesehatan.

(c) Para narapidana akan mendapat peluang yang cukup untuk
dipekerjakan secara aktif pada hari kerja biasa dalam pekerjaan
keterampilan.

(d) Sejauh mungkin pekerjaan yang disediakan harus merupakan
pekerjaan yang akan memelihara atau menaikkan kemampuan para
”nmwn_u:_n:u untuk memperoleh nafkah yang halal sesudah pem-

ASAN, :

(e)

(f)
72. (a)
{b)
73, (a)
(b)
74, 1a)
is]]
75, {a)

Latihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus disadiakan
bagi para narapidana yang dengan demikian dapat mendatangkan
kemanfaatan, ferutama untuk narapidana iatils 8

Dalam batas-batas yang sesuai dengan pemilihan kejuruan yang
tepat dna dengan syarat-syaral administrasi lembaga dan disiplin,
para narapidana harus dapat memilih jenis pekerjaan yang mereka
harapkan.

Organisasi dan metode-metode kerja dalam lembaga harus serminp
mungkin dengan pekerjaan serupa di luar lembaga, agar supaya
mempersiapkan para narapidana untuk kendisi-kondisi kelidupat
bekerja yang normal. _

Kepentingan para narapidana dan pelatihan kejuruan mereka,
bagaimanapun juga, tidak boleh dinomorduakan untuk fujuan meng-
hasilkan keuntungan keuangan dari industri dalam lembaga.

Lebih disukai bilamana bidang industri dan pertanian lembaga
dioperasikan secara langsung oleh administrasi lembaga dan bukan
oleh para kontraklor swasta.

Apabila narapidana dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak diawasi
oleh administrasi lembaga, mereka harus selaly di bawah pengawasan
personel lembaga. Kecuali pekerjzan itu untuk departemen-
departemen pemerintah yang lain, upah biasa yang sepenuhnya
untuk pekerjaan tersebut harus dibayarkan kepada administrasi
lembaga oleh orang-orang yang buruhnya dipasok, perhitungan
karus dilakukan mengenai hasil para narapidana.
Tindukan-tindakzn pencegahan yang ditstzpkan untuk melindungi
keseiamatan dan kesehatan pekerja bebas harus secara sama ditaati
dalam lembaga-lembaga.

Pengaturan harus dibvat untuk mengganti kerugian kepada para
narapidana terhadap kerugian industri, termasuk penyakit yang
ditimbulkan oleh pekerjaan, pada persyaratan-persyaratan yang
tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oieh undang-
undang kepada pekerja bebas.
Jam-jam ketja maksimum harian dan mingguan para naarapidana
harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan administratif,
dengan memperhatikan peraturan-peraturan lokal atau kebiasaan
mengenai pekerjaan pekerja yang bebas.
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78.

79,
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{b) Jam-jam yang ditetapkan demikian harus menyisakan satu hari

(&)

(b)

(c)

{a)

(b)

istirahat mm_uu._ ma.a.wummn _n_E._ waktu yang cukup untuk pendidikan
dan berbagai aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dan
perlakusn dan rehabilitasi para narapidana.

ImEm_ ada sistem pengupahan yang adil mengenal pekerjaan para
narapidana,

Mepurut sistem i para narapidana harus diperkenankan mem-
perginakan paling sedikit sebagian dari penghasilan mereka untuk
membeli barang-barang vang disetujui untuk mereka gunakan sendiri
maupun mengirimkannya kepada keluarga mercka.

Sistern itu juga akan mengatur bahwa sebagian dari penghasilan
tersebut harus disisihkan oleh administrasi lembaga sedemikian
rupa sehingga merupakan dana tabungan untuk diserahkan kepada
narapidana pada wakty pembebasannya.

Pendidikan dan rekreasi

Pengaturan harus dibuat untuk pendidikan lebih lanjut dari semua
:E.m_u_,.n_m:ﬁ yang dapat memberikan kemanfaatan dengan cara
mm.q:_sz. termasuk perintah agama di Megara-negara di mana hal
ini mungkin. Pendidikan harus diwajibkan bagi para yang buta
huruf dan narapidana muda dan perintah khusus harus diberikan
kepadanya oleh administrasi lembaga.

mmh.mcw nnﬁun dipraktikkan, pendidikan bagi para narapidana harus
diintegrasikan dengan sistem pendidikan Negara, sehingga sesudah
pembebasannya mereka dapat melanjutkan tanpa mengalami
kesulitan. .

Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua
lembage untuk kemanfaatan kesehatan mental dan jasmani para
narapidana,

Hubungan-hubungan sosial dan perawatan sesudahnya

Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharaan dan perbaikan

hub

uilgan antara seorang narapidana dan keluarganya seperti yang

diinginkan demi kepentingan-kepentingan terbaik keduanya.
ﬂﬂa .ﬂnHEEEE _u_aEE,.E._umu hukuman seorang narapidana harus
diberikan pada hari depannya sesudah pembebasannya, dan dia harus

didorong dan dibantu untuk memelihara atau membuat hubungan dengan
orang-orang atau badna-badan di luar lembaga yang mungkin
meningkatkan wmmnnnimun.rnﬂaﬁimm: terbaik keluarganya dan
rehabilitasi sosialnya sendiri.

81. (a)

(b)

(c)

Berbagai pelayanan dan badan pemerintah atau selain itW, yang
membanty para narapidana yang dibebaskan untuk membangun
kembali diri mereka dalam masyarakat, harus menjamin, sejauh
mungkin dan diperlukan, bahwa para narapidana yang dibebaskan
diberi dokumen dan surat identifikasi yang tepat, mempunyal
rumah yang layak dan pekerjaan yang dituju, dan diberi pakaian
yang layak dan memadai dengan memperhatikan iklim dan musim,
dan mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk mencapai tujuan
mereka dan untuk mempertahankan diri mereka dalam periode
segera sesudah pembebasan mereka,

Berbagai perwakilan badan-badan tersebut yang disetujui harus
mempunyai semua akses yang diperlukan pada lembaga itu, dan
pada para narapidana, dan harus diajak konsultasi mengenal hart
depan seorang narapidana dari permulaan hukumannya.

Adalah diinginkan bahwa berbagal aktivitas badan-badan tersebut
dipusatkan atau dikoordinasikan sejauh mungkin agar dapat
menjamin penggunaan yang terbaik pada usaha-usaha mereka.

B. NARAPIDANA GILA DAN BERMENTAL TIDAK NORMAL

B2. (a)

(b)

()

d)

Orang-orang yang ditemukan gila tidak baleh ditahan di dalam
lembaga-lembaga pemasyarakatan, oleh karena itu harus dibuat
pengafuran-pengaruran untuk memindahkan mereka secepat mungkin
ke lembaga-lembaga orang gila .

Para narapidana yang menderita sakit jiwa yang lan atad
ketidaknormalan harus diawasi dan dirawat di lembaga-lembaga
khusus di bawah manajemen kesehatan.

Selama mereka tinggal di suatu lembaga pemasyarakatan, narapidana-
narapidana tersebut harus ditempatkan di bawah pengawasan khusus
seorang petugas kesehatan.

Pelayanan kesehatan atau psikiatn dari lembaga-lembaga pema-
syarakatan harus menyediakan perawalan psikiatri terhadap semua
narapidana lain yang memerlukan perawatan terssbul.
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{(b) Jam-jam yang ditetapkan demikian harus menyisakan satu hari

76. (a)

(b)

(c)

1. t4)

{)]

istirahat nEEH._ mnﬂummn dan waktu yang cukup untuk pendidikan
dan berbagai aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dan
perlakusn dan rehabilitasi para narapidana.

ImEm. ada sisterm pengupahan yang adil mengenal pekerjaan para
narapidana,

Mepurut sistem i para narapidana harus diperkenankan mem-
perginakan paling sedikit sebagian dari penghaszilan mereka untuk
membeli barang-barang yang disetujui untuk mereka gunakan sendin
maupun mengirimkannya kepada keluarga mer=ka.

Sistern itu juga akan mengatur bahwa sebagian dari penghasilan
tersebut harus disisihkan oleh administrasi lembaga sedemikian
rupa sehingga merupakan dana tabungan untuk diserahkan kepada
narapidana pada wakty pembebasannya,

Pendidikan dan rekreasi

Pengaturan harus dibuat untuk pendidikan lebih lanjut dari semua
:Em_“___nm:m yang dapat memberikan kemanfaatan dengan cara
ﬁn.H_EE.,. termasuk perintah agama di Megara-negara di mana hal
ini mungkin. Pendidikan harus diwajibkan bagl para yang buta
huruf dan narapidana muda dan perintah khusus harus diberikan
kepadanya oleh administrasi lembaga.

mm.wu_._w am.ﬁm" dipraktikkan, pendidikan bagi para narapidana harus
diintegrasikan dengan sistem pendidikan Negara, sehingga sesudah
pembebasannya mereka dapat melanjutkan tanpa mengalami
kesulitan. ]

78. Aktivitas-aktivitas rekreasi dan budaya harus disediakan dalam semua
lembaga untuk kemanfaatan keschatan mental dan jasmani para
narapidana.

Hubungan-hubungan sosial dan perawalan sesudahnya

79, Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharsan dan perbaikan
_p_,u.cf_wﬂ w__E_.w seorang narapidana dan kelvarganya separti yang
diinginkan demi kepentingan-kepentingan terbaik keduanya.

80, ﬂm.a .mﬂ.BEE _HEEENE hukuman seorang narapidana harus
diberikan pada hari depannya sesudah pembebasannya, dan dia harus

M

didorong dan dibantu untuk rmemelihara atau membuat hubungan dengan

orang-

orang atau badna-badan di luar lembaga yang mungkin

meningkatkan wnﬂ_nnnuﬂmun.wnﬁ.muﬂ_ammn terbaik keluarganya dan
rehabilitasi sosialnya sendiri,

81. (a)

(b)

(c)

Berbagai pelayanan dan badan pemerintah atau selain i, yang
membanty para narapidana yang dibebaskan untuk membangun
kembali diri mereka dalam masyarakat, harus menjamin, sejauh
mungkin dan diperlukan, bahwa para narapidana yang dibebaskan
diberi dokumen dan surat identifikasi yang lepat, mempunyal
rumah yang layak dan pekerjaan yang dituju, dan diberi pakaian
yang layak dan memadai dengan memperhatikan iklim dan musim,
dan mempunyai sarana-sarana yang cukup untuk mencapai fujuan
mereka dan untuk mempertahankan diri mereka dalam periode
segera sesudah pembebasan mereké,

Berbagai perwakilan badan-badan tersebut yang disetujui harus
mempunyai semua akses yang diperlukan pada lembaga iw, dan
pada para narapidans, dan harus diajak konsultasi mengenai hari
depan seorang narapidana dari permulaan hukumannya.

Adalah diinginkan bahwa berbagal aktivitas badan-badan tersebut
dipusatkan atau dikoordinasikan sejauh mungkin agar dapat
menjamin penggunaan yang terbaik pada usaha-usaha mereka.

B. NARAPIDANA GILA DAN BERMENTAL TIDAK NORMAL

B2. (a)

(b)

{c)

(d)

Orang-orang yang ditemukan gila tidak boleh ditahan di dalam
lembaga-lembaga pemasyarakatan, oleh karena iu harus dibuat
pengaturan-pengaruran untuk memindahkan mereka secepat mungkin
ke lembaga-lembaga orang gila '

Para narapidana yang menderita sakit jiwa yang lain atau
ketidaknormalan harus diawasi dan dirawat di lembaga-lembaga
khusus di bawah manajemen kesehatan.

Selama mereka tinggal di suatu lembaga pemasyarakatan, narapidana-
narapidana tersebut harus ditempatkan di bawah penga‘vasan khusus
seorang petugas kesehatan.

Pelayanan kesehatan atau psikiatri dari lembaga-lembaga pema-
syarakatan harus menyz=diakan perawatan psikiatri terhadap semua
narapidana lain yang memerlukan perawatan terssbut.
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83. Adalah diinginkan bahwa harus diambil langkah-langkah, dengan
perjanjian dengan badan-badan yang tepat, untuk menjumin kalan
diperlukan kesinambungan perawatan psikiatri sesudah pembebasannya
dan pemberian perawatan sosial sesudahnya.

C. NARAPIDANA YANG DITAHAN ATAU SEDANG
MENUNGGU PEMERIKSAAN PENGADILAN

84. (a) Orang-orang yang ditahan atan dipenjarakan dengan alasan wduhan
pidana terhadapnya, yang ditahan baik dalam pemjagaan polisi
ataupun lembaga pemasyarakatan tetapi belum diadili dan belum
dijatuhi hukuman, akan ditunjuk sebagai “narapidana yang belum
diadili" dalam peraturan-peraturan ini selanjutnya.

{b) Para narapidana yang belum dihukum dianggap ridak bersalah dan
harus diperlakukan seperti itu,

(¢) Tanpa mempengaruhi aturan-aturan hukum untuk perlindungan
kebebasan perorangan atau untuk menentukan prosedur yang harus
ditaati mengenai narapidana yang belum diadili, maka para
narapidana ini harus mendapatkan kemanfaatan dari peraturan
khusus yang dijelaskan dalam peraturan-peraturan berikutnya hanya
dalam persyaratan-persyaratan yang esensial.

85. (a) Para narapidana yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari
narapidana terhukum,

(b) Para narapidana muda vang belum diadili harus dijaga tempisah
dari narapidana dewasa dan pada dasamya hamus ditahan dalam
lembaga-lembaga yang terpisah.

86. Para narapidana yang belum diadil; harus tidur sendirian dulam kauiar
terpisah, dengan penempatan yang berbeda dari kebiasaan sstempat
sesuai dengan keadaannya.

87. Dalam tatas-batas yang sesuai dengan ketertitan umum lembaga, para
narapidana yang belum diadili, jika mereka menginginkan demikian,
makanan mereka boleh atas biaya mereka sendini yang diperoleh dan
luar lembaga, baik melalui administrasi lembaga ataupun keluarga atau
teman-teman mereka. Kalau tidak, administrasi lembaga harus
menyediakan makanan mereka.

88. (a) Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera
memakai pakaiannya sendiri jika memang bersih dan cocok.

(b) Jika dia mengenakan pakaian lembaga pemasyarakatan. pakaian
tersebut harus berbeda dengan yang diperuntukkan narapidana
terhukum.

89. Seorang narapidana yang diadili harus selaly ditawan kesempatan
bekerja, tetapi harus tidak diharskan bekenja. Jika dia memilih bekerja,
dia harus dibayar untuk pekerjaan tersebut.

90. Seorang narapidana yang diadil harus diperkenankan memperoleh atas
biayanya sendiri atau atas biaya pihak ketiga buku-buku, surat kabar,
alat tulis dan sarana-sarana kesibukan lain seper yang sesum dengan
kepentingan-kepentingan administrasi peradilan dan keamanan dan
ketertiban umum lembaganya.

9]. Seorang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan dikunjung:
dan dirawat oleh dokter atau dokter giginya sendin kalau ada alasan
yang layak bagi penerapannya dan dia dapat membayar ongkos-ongkos
apa pun yang disediakan

92. Secrang narapidana yang belum diadili harus diperkenankan segera
memberitahukan kepada keluarganys mengenai penahanannya dan harus
diberi semua fasilitas yang layak untuk berkomunikasi demgan
keluarganya dan teman-temannya, dan menenma kunjungan-kunjungan
mereka, dengan hanva tunduk pada pembatasan-pembatasan dan
pengawasan seperti yang diperlukan demi kepenungan-kepenfingan
administrasi peradilan dan keamanan dan ketertiban umum lem-
baganya.

93 Uptuk fujuap-tujuan pembelaannya, scorang narapidans yang beium
diadili harus diperkenankan menggunakan bantean hukum cuma-cuma
apabila bantuan ters=but tersedia, dan menenma kunjungan-kunjungan
dari penasihat hukumnya dsngan tujuan pembelaannys dan mem-
persiapkan serta menyerahkan kepadanya pennish-penntah rahasia
Untuk mujuar-tujuan ini, kalau dia menginginkan demikian dia harus
dipasik dengan alat-aiat tulis. Wawancara antars narapidana dan penasihat
hukumnya belch dalam batas penglihatan tetapi tidak boleh di dalam
pendengaran seorang polisi atau pegawai lembaga

D. NARAPIDANA-NARAPIDANA SIPIL

94. Di negara-negara di mana undang-undangnya memperkenankan
pemenjarazn karena utang, atau dengan perintah suatu pengadilan
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menurut proses bukan pidana yang lnin apa pun, maka orang-orang
yang sebab itu dipenjarakan tidak boleh dijadikan sasaran pembitasan
yang lebih besar apa pun atau yang lebih berat dari yang diperlukan
untuk menjamin penjagaan yang aman dan ketertiban umum. Perlakuan
techadap mereka tidak boleh kurang baik daripada perlakuan terhadap
narapidana yang belum diadili dengan syarat, bagaimanapun juga,
bahwa mereka mungkin dapat diminta untuk bekerja.

E. ORANG-ORANG YANG DITANGEKAP
ATAU DITAHAN TANPA TUDUHAN

Tanpa mempengaruhi ketentuan-ketentuan pasal 9 Kovenan Intemasional
tentang Hak-hak Sipil dan Politik, maka orang-orang yang ditangkap
alau dipenjarakan tanpa tuduhan harus diberikan perlindungan yang
sama seperti yang diberikan menurut bagian I dan bagian II, seksi C.
Ketentuan-ketentuan bagian I, seksi A yang relevan, harus demikian
juga dapat diterapkan apabila penerapan mereka mungkin bisa
mendatangkan manfaat bagi kelompok orang-orang daldm penjagaan
i, asalkan tidak ada tindakan-tindakan apa pun harus diambil yang
secara tidak langsung menyatakan bahwa pendidikan kembali atau
rehabilitasi dalam cara apa pun adalah cocok dengan orang-orang yang
tidak dihukum karena pelanggaran pidana apa pun.
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KCAIPLS

Cyawnt Media

>Senin, 17 September 2001

anton Madan,

Pambenahan SOM LP Masalah Rumit

Kediri, Kompas - Mantan penghuni Lembaga Pemasyarakatan {LP)
Cipinang Jakarta, Anton Medan alias M Romdon Eftendy menilai,
pembenahan sumber daya manusia (SOM) di LP, merupakan salah
satu upaya menuju sistem pembinaan narapidana (napi) yang
berkualitas.

“Celakanya, mengatasi persoalan SDM di LP ini, bukan perkara
gampang. Ini masalah rumit. Lihat saja, masak petugas LP yang
beban kerjanya paling berat, justru gajinya paling sedikit,” katanya
kepada wartawan di Kediri, Sabtu (15/9).

J]a menyampaikan hal itu usal menyampalkan ceramah pembinaan
napi di LP Kelas Il A Kediri, Sabtu siang kemarin. Ceramah diikuti
seluruh 442 napi dan tahanan LP Kedin, dihadiri Kepala Kejaksaan
Negeri (Kejari) Kedirl Ma'll, dan Kepala LP Bambang Yudotomo
BclP SH.

Masalah-masalah pelik, lanjutnya, hingga kini masih melingkupi
berbagai LP di Tanah Air. salah satunya, diskriminasi perlakuan
antara napi kelas teri dengan napi kelas kakap. Napi kelas kakap
yang bisa menyuap petugas LP, bisa mendapat fasilitas lebih baik,
daripada mereka yang dari kelas teri.

"Makanya, saya selalu berdoa agar petugas-petugas di LP
Cipinang itu segera bertobat. Sebab, jalan keluamya ya cuma tobat
itu. Tampaknya, Cipinang itu sudah sulit diperbaiki. Penyakitnya
sudah mendarah daging,” ujarmya.

Jika petugasnya tidak kunjung bertobat, lebih baik petugas yang
sekarang bekerja di LP Cipinang, dimutasi semua. Lalu, diganti
petugas baru yang bersemangat pengabdian tinggi

Fenomena diskriminasi perlakuan nap! itu, merupakan refleksi dan
buramnya sistem hukum Indonesia. la mengumpamakan,
perangkat hukum Indonesia masih seperti sarang laba-laba. "Sama
serangga-serangga kecil, sarang laba-laba nempel Akan tetapi,
sama tikus gede, jebol dia. Tono aja yang dipenjara, Tommy-nya
enggak ketangkep,” tambahnya, disambut lepuk tangan para napi

Sebetulnya, saran tentang peningkatan kesejahteraan petugas LP,
sudah sering disampaikannya kepada pejabat Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sejauh inl
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jawabannya hanya seputar keterbatasan anggaran.

Idealnya, pembenahan itu tak harus menunggu ada kucuran dana
segar. Sebab, para pejabat dan petugas LP juga harus sadar,
bahwa tugasnya adalah pengabdian. Jadi, jangan karena tidak ads
anggaran, lantas pembenahan tidak ditakukan.

Menyinggung soal masih buronnya Hutomo Mandala Putra alias
Tommy Sceharto-terpidana kasus tukar guling Bulog-Goro-Anton
menegaskan, Tommy buron karena takut sendiri. Tidak
berhubungan dangan pernyataannya socal kemungkinan Tommy
akan "dikerjai" oleh para napi di Cipinang.

"Saya ini eks napi, yang sekarang membantu membina napi. Waktu
Gelael (Ricardo Gelael-Red) mau masuk, malamnya anak-anak
(napi Cipinang-Red) telepon ke saya, dari dalam. Katanya mereka
mau ngefjain si Gelael. Saya langsung katakan, kalau bisa jangan.
Sambil saya pesan sama Kepala LP, agar jangan ada perlakuan
khusus bual Gelael ” katanya. (adp)
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RUBRIK > PENDAPAT KITA

SUNGGUH DAHSAT, serombongan narapidana berhasil menjebol dinding Lembaga
Pemasyarakatan dan keluar dengan tenang di LP Tanjung Gusta Medan. Kaburnya para
napi dan suatu Lembaga Pemasyarakatan, tidak terlepas karena system pembinaannya
yang tidak berjalan. Walaupun keinginan untuk bebas, sudah pasti ada. karena prinsip
orang ditahan tentu menginginkan cepat memperoleh kebebasan.

Berkali-kali Lembaga Pemasyarakatan berhasil dijebol oleh narapidana yang sudah lama
berada didalam tahanan. Tahun lalu saja tidak kurang 3 kali peristiwa narapidana
menjebol rumah tahanan. Di Lembaga Pemasyarakatan di Bali juga sejumiah napi
narkoba warga Negara Taiwan, kabur setelah mengelabui petugas setempat.

Lalu timbul pertanyaan, apa kerja para sipir itu! Bertugas tetapi ndur, sehingga napi
melompat saja keluar pagar tidak tahu Tidak jarang, kaburnya para napi itu pun, karena
adanya kerja sama dengan sipir di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Banyak contoh, berhasil napi kelas kakap keluar dari lembaga pemasyarakatan karena
adanya kerja sama dengan orang dalam. Di LP Cipinang, beberapa tahun lalu, Eddy
Tansil pembobol Bank Bapindo, berhasil mengelabui petugas yang selalu membennya
kesempatan untuk pulang ke rumah. Karena diberi esempatan 1tu maka keinginannya
untuk kabur dilakukan secara berencana.

Larinya napi tersebut perlu juga dipertanyakan dan apakah ini merupakan kelengahan
yang dilakukan petugas jaga tersebut atau adanya unsur-unsur yang disengaja.

Selain keinginan untuk melarikan dari napi cukup besar, tetapi kondisi LP di beberapa
daerah memang sangat memprihatinkan Daya tampungnya sudah tidak memadai karena
jumlah tahanan cukup banyak

Pemerintah dalam hal Departemen Kehakiman dan HAM, tahun lalu berhasil melakukan
perbaikan dan pembangunan LP baru khususnya lembaga pemasyarakatan Narkotika, dan
merehabilitasi beberapa gedung tahanan.

Tetapi dilihat dari jumlah tahanan yang hampir 400, rumah tahanan itu sudah tidak
memadai lagi karena kapasitasnya hanya 200 orang. Di sisi lain, pembinaan para
narapidana saat ini sudah jauh merosot. Dulu banyak investor mau masuk ke dalam LP
memberikan keterampilan bagi mereka dengan berbagm kepandaian. Bahkan di
Yogyakarta, para tahanan dilatih membuat sepatu.

Tetapi kini, pembinaan para napi itu sangat jauh tertinggal, schingga tidak ada lag
kedengaran produk napi dijual di pasaran. Kesempatan para napi untuk menggunakan
kepandaiannya di dalam dan berhasil guna walaupun masih menjadi tahanan, hampir-
hampir tidak ada lagi. Mereka kurang mendapatkan pelatihan schingga setelah keluar dan
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lembaga pemasyarakatan, sebaliknya bukan beberka tetapi berbuat pidana lagi dan
kemudian masuk lagi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Kita tidak bisa saja menyalahkan para sipir, walaupun mereka tertidur saat para napi
melarikan din. Kondisi di dalam LP 1tu sendiri, sepertt mencekam. karena berkumpulnya
bermacam-macam karakter narapidana, dan itu sering membuat jenuh petugas Lapas.

Sementara dindingnya sebagian sudah rapuh, belum diperbark1. Dan ndak jarang tidak
memiliki menara jaga dan lampu penerangan yang memadai. Tak jarang, pula para
tahanan itu sapi perahan para sipir untuk mencan duit, melalui waktu jam besuk dan
lamanya pengunjung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Bagi napi vang kondisi
ekonomi keluarganya mampu sering mendapat pelayanan istimewa di dalam Lembaga
Pemasyarakatan.

Kondisi yang memprihatinkan Lembaga Pemasyarakatan itu sudah tefjadi hampir di
setiap daerah. Karena itu sudah saatnya, Menkumdang dan HAM 1tu memebenaim
kembali kondisi LP yang memprihatinkan. Membangun kembali gedung LP vang
memada dan tidak mencampuradukan antara tahanan dan narapidana.

Ajaklah investor masuk ke dalam LP membenkan keterampilan kepada mereka, karena
lamanya masa tahanan itu bisa dijadikan modal kerja bagi investor memanfaatkan produk
yang dibuat narapidana Selain itu setelah keluar tentunya, dengan pembinaan
keterampilan yang ada mereka bisa bekenja dan diterima masyarakat. Karena selama im
bekas narapidana masih anggapan sulit menenma mereka apalagi sudah pernah ditahan
Anggapan itu sangat keliru, apabila Pemerintah mampu menghilangkan kesan tersebut
dengan memberikan pembinaan kepada para narapidana selama di LP

Untuk itu, Ditjen Pemasyarakatan Depariemen Kehakiman dan HAM, dituntut tanggung
jawabnya, dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana, membenahi kondisi LP,
agar tidak ada kemginan untuk kabur, tentunya dalam suatu pengayoman vang

terarah ***
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Pendekatan Kemanusiaan dalam Pembinaan Narapidana
[Politik dan Keamanan]

Oleh Ismail Saleh, SH

"REFORMASI rupanya bukan hanya mendorong orang berani berbeda pendapat,
tetapi juga mendorong orang berani lari dari penjara.” (Editorial Media Indonesia,
8.09.2003). Itu tidak seluruhnya benar dan tidak ada kaitannya dengan masalah
reformasi. Kalau ada kesempatan lari, ya lari dari LP atau Rumah Tahanan
(Rutan). Niat melarikan diri memang selalu ada dan tidak pernah hilang pada
seliap napi atau tahanan. [t terjadi di seluruh dunia dalam sistem pemerintahan
apapun juga, apakah itu negara demokrasi atau kerajaan.

Masalah larinya napi pernah menjadi agenda pembicaraan dalam Rapat Kerja
Departemen Kehakiman dengan Komisi 11l DPR tahun 1992. Pada waktu itu saya
jelaskan bahwa tiap tahun rata-rata terdapat 200 napi yang melarikan diri atau .46
persen dari kurang lebih 43.000 napi/tahanan di seluruh Indonesia. Angka tersebut
termasuk paling kecil di seluruh dunia. Jumlah napi yang melarikan diri dari rumah
penjara di Amerika Serikat mencapai 200-220 tiap tahun. Padahal di negeri
tersebut bangunan penjaranya jauh lebih modern, lebih kuat. Pintu penjara dibuka
dan ditutup dengan alat elektronik yang dikendalikan dari pusat monitoring yang
merupakan bagian dari sistem keamanan. Sistem sekuritinya ketat sekali dalam
bentuk kamera pengintai guna mengawasi blok-blok dan jalan dalam bangunan
disertai petugas keamanan yang sangat terlatih. Kabur juga napinya! Saya pernah
mengunjungi LP di Negeri Belanda dan Jepang yang penjagaannya berlapis-lapis.
Bahkan pernah terjadi pelarian napi dari penjara di Negeri Belanda dengan
menggunakan helikopter. Canggih juga larinya! Padahal sistem pembinaannya baik
sekali. Para napi diberi kesempatan bekerja di pabrik yang letaknya juga di Rumah
Penjara. Kamar tidurnya lengkap dengan berbagai macam fasilitas, antara lain
televisi seperti di hotel saja. Tapi kabur masal seperti yang terjadi di Rutan Baloi-
Batam memang baru sekarang ini terjadi. Jadi kalau Menteri Kehakiman dan HAM
Yusril Ihza Mahendra menampilkan raut wajah kepasrahan tentang tidak cukupnya
dana vang tersedia di APBN untuk membangun LP dan Rutan yang manusiawi
(Media Indonesia, 15.09.2003), memang dapat dimaklumi. Saya ingin
menggarisbawahi aspek manusiawi tersebut. Terlepas dari bagaimana bentuk
bangunan LP atau Rutan yang manusiawi, saya berpendapat bahwa masalahnya
jangan dititikberatkan hanya pada aspek fisik bangunan saja, tapi juga pada aspek
nonfisiknya. Itu yang lebih penting. Jadi jangan semala-mata pendekatan
keamanan (security approach) saja, tapi utamakan pada pendekatan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kemanusiaan (human approach) dalam membina para napi dan tahanan. Saya
pernah mengunjungi LP di Muarabungo, Jambi yang lokasinya berdekatan dengan
pasar. Bangunannya dari kayu dan tidak memenuhi persyaratan sama sekali dari
segi keamanan. Anch bin ajaib, ternyata tidak ada satupun napi/tahanan yang
melarikan diri atau berniat kabur. Kalau mau lari tidak sulit, karena penjagaannya
juga tidak ketat dan setelah keluar langsung bisa menyelinap di pasar yang selalu
ramal. Selesai sudah.

Ketika saya tanya mengapa tidak ada yang melarikan diri, dijawab tidak ada
manfaatnya. "Kami diperlakukan sebagai anggota keluarga oleh para Petugas
Pemasyarakaian," demikian jawaban mereka. Di samping itu ada perasaan tidak
tenang, karena merasa diuber-uber terus olch aparat keamanan. Metode pembinaan
yang diterapkan di LP adalah dengan cara interaksi langsung bersifat
kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan),
persuasif, edukatif dan komunikatif, menempatkan warga binaan
pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dengan memiliki harga
diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya. Para
Petugas Pemasyarakatan melakukan pendekatan, bagaikan "dokter" dengan
"pasiennya”, atau "guru" dengan muridnya”, atau "orang tua” dengan "anaknya.”

Bekerja sebagai Petugas Pemasyarakatan memang mengandung penuh risiko.
Lengah sedikit dan kurang waspada bisa terjadi bencana. Tugas tersebut
merupakan gabungan antara pendekatan keamanan dan kemanusiaan.

Anda tentu bisa membayangkan dan membedakan mana yang lebih enak
bekerja sebagai Petugas Pemasyarakatan atau Petugas Keimigrasian? Petugas
LP berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja harus mengetuk pintu besj
tebal bercat hitam. Petugas di ballk pintu melihat melalul lobang kecil untuk
mengetahui siapa yang akan masuk. Suasana di dalam bangunan Lembaga
Pemasyarakatan (LP) jauh berbeda dengan suasana di kantor Imigrasi. Apalagi
wajah para penghuni LP/Rutan pasti ada yang menyeramkan. Bandingkan
dengan wajah mereka yang mendatangi kantor Imigrasi untuk urusan paspor.
Ada yang aduhai potongannya ditambah dengan wajah yang enak dipandang
mata. Bisa dimengerti kalau para Petugas Pemasyarakatan suatu saat
mengalami kejenuhan bertugas, karena berhari-hari, berminggu-minggu,
berbulan-bulan, dan bertahun-tahun berhubungan terus dengan narapidana
dan tahanan dalam lingkungan yang tidak selalu ramah. Imbalan setiap bulan
yang diperoleh para petugas belumlah seimbang dibandingkan dengan risiko
dan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang-malam tanpa mengenal
lelah. Karena itu hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-
tugas pemasyarakatan saja dapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik
dan terpuji.n
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Budaya Dayak Untuk Pembinaan Napi

W Palangka Raya, Senin

..__.maammm Pemasyarakatan (Lapas) Kias Il A Palangka Raya menerapkan budaya
iDayak dalam proses pembinaan narapidana (Napi).

\xmnm_m Lapas Klas Il A Palangka Raya Untung Sunaryo, Be.IP, SH, MBL, Senin
mengatakan, diangkatnya budaya Dayak dalam Implementasi proses pembinaan
_ [Napi karena tradisi budaya Dayak sangat lekat dan mewarnai kehidupan
Tmm__‘ma_ﬂmﬂ Kalteng.

Selain itu, proses pembinaan Napi dengan cara mengangkat akar budaya
masyarakat Dayak juga dilandasi teori pembinaan berdasarkan sistem
_ _nmammwmﬂmxm*m: yang berpayung pada UU No.12 tahun 1995 khususnya pasal 14

e ——
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T:E:m hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

\Untung menjelaskan, seperti tradisi kebudayaan rumah Betang yaitu rumah besar
dan panjang yang berisi beberapa keluarga yang bersatu dan rukun.

"Kondisi kebiasaan kehidupan seperti ini kami pakal untuk dasar menyatukan
seluruh warga binaan pemasyarakatan agar rukun, bersatu saling mengerti dan
'saling membantu pada kegiatan-kegiatan positif," katanya.

Begitu juga pada budaya tarn seperti tari Pantan dan Kamelo Bulan yang berfungsi
untuk menyambut tamu penting yang datang disertai gamelan dan tarian adat
IGiring-giring dan Manasae dan nyanyian pantun yang disebut Karungut juga
'diajarkan dan dilatih dengan intensif serta terjadual dengan mengikutsertakan tokch
‘adat dan budayawan.

Hasil yang dicapai sangat menggembirakan bahkan para tamu-tamu penting baik
dari daerah maupun pusat terkejut dan tidak percaya para wanita dan pria warga
binaan pemasyarakatan Lapas Palangka raya bisa menyambut secara adat Pantan

ﬁm: Kamelo Bulan disertai gamelan dan tarian adat lainnya.

Tradisi lain dari budaya masyarakat Dayak yang disebut Harubuh yaitu suatu tradisi
kerja bakti bersama atau gotong royong juga diimplementasikan dalam proses
pembinaan Napi yang bersifat ketrampilan kerja kelompok yang mudah dipelajari,
dipahami dan mudah dilaksanakan.

Seperti pembinaan bimbingan kerja dan ketrampilan pembuatan pavling blok dan
batako, katanya.(Ant/jy)
!
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